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Lembah Nurani Anjar Kinanthi. ANALISIS TEORI RATIO DECIDENDI 
DALAM PUTUSAN HAKIM BERUPA PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI 
PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK Skripsi. Program Strata 1, 
Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2021. 
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK memutuskan Muh. Aris dijatuhi 
pidana tambahan kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 
Tahun 2016  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
No. 1 Tahun 2016. Apabila sanksi kebiri secara kimiawi tetap dilaksanakan tanpa 
adanya persetujuan yang diberikan secara bebas oleh pelaku pemerkosa anak, 
maka dianggap telah melanggar kewajiban yang tertera dalam dokumen ICCPR 
dan CAT. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji Teori Ratio Decidendi dalam 
putusan hakim berupa pidana kebiri kimia, (2) Untuk mengkaji pemberian pidana 
kebiri kimia telah sesuai atau tidak dengan  peraturan hasil ratifikasi Indonesia 
terhadap ICCPR dan CAT. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), 
pendekatan yang digunakan pendekatan normatif, teknik pengumpulan datanya 
melalui studi dokumen atau studi pustaka dan dianalisis dengan metode kualitatif 
dengan alur berpikir induktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan Teori Ratio Decidendi dalam putusan 
hakim berupa pidana kebiri kimia dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk 
mempunyai dua kategori, berupa yuridis dan non-yuridis dan Penjatuhan 
hukuman kebiri kimia dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak 
manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan ICCPR dan CAT karena 
telah melanggar pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights 
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan Pasal 2 ayat (2) 
Convetion Againts Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Punsihment 
(CAT) sebagaimana telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1998. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 








Lembah Nurani Anjar Kinanthi. THEORY ANALYSIS OF THE RATIO 
DECIDENDI IN THE JUDGE'S DECISION FOR THE CRIMINAL OF 
CHEMICAL TRANSMISSION FOR THE RAPE OF CHILDREN Thesis. Strata 1 
Program, Faculty of Law, Pancasakti University Tegal, 2021. 
Additional punishment for chemical castration as regulated in Law no. 17 of 
2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 
2016. If the chemical castration sanction is still carried out without the free 
consent of the child rapist, it is considered to have violated the obligations stated 
in the ICCPR and CAT documents. 
This study aims: (1) to examine the Ratio Decidendi theory in the judge's 
decision in the form of chemical castration, (2) to examine whether or not the 
provision of chemical castration is in accordance with the regulations resulting 
from Indonesia's ratification of the ICCPR and CAT. 
This type of research is library research , the approach used is a normative 
approach, the data collection technique is through document studies or literature 
studies and analyzed by qualitative methods with inductive thinking lines. 
The results of this study show that the Ratio Decidendi theory in the judge's 
decision in the form of chemical castration in the decision Number 
69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk has two categories, namely juridical and non-juridical. 
which is therefore not in accordance with the ICCPR and CAT because it has 
violated Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 
concerning Ratification of the International Covenant On Civil And Political 
Rights and Article 2 paragraph (2 ) Convention Against Torture and Others 
Cruel, Inhuman or Degrading Punsihment (CAT) as ratified into Law Number 5 
of 1998. 
Based on the results of this study, it is hoped that this will become 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties who 
need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan” 
(QS. Al-Isra ayat 70) 
 
Punishment is justice for the unjust.  
(Saint Augustine) 
 
If we desire respect for the law, we must first make the law respectable. 
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A. Latar Belakango 
Pengadilano Negeri Mojokertoo dalamo Putusano Nomor 
69/Pid.Sus/2019/PN.MJK menyatakano terdakwa Muh. Ariso telah 
memperkosaosembilan anakodi bawah umur, terbuktiobersalah melanggar 
Pasal 76 Dojuncto1Pasal 811ayato2 Undang-UndangoNo. 17oTahuno2016  
TentangoPenetapanoPeraturan PemerintahoPenggantioUndang-Undang No. 
1 Tahuno2016 Tentang1PerubahanoKedua Undang-UndangoNo. 23oTahun 
2002o Tentango Perlindungano AnakoMenjadio Undang-Undang. Atas 
perbuatannyaotersebut, Muh. Arisodijatuhi hukuman pidanaopenjara 12 
tahun danodenda Rp100 jutaosubsidair 6 bulanokurungan serta pidana 
tambahan kebiriokimia sebagaimanaodiatur dalamoundang-undang. Hakim 
Pengadilan NegerioMojokerto menambahkano penjatuhan kebirio kimia 
tersebut dalamo putusannyao yang kemudian1dikuatkanooleh putusan 
PengadilanoTinggioSurabaya. 
Argumentasioyang dibangun dalam penjatuhan tindakan kebirioini 
adalah ketentuanopasal 81 ayat 7oUndang-Undang No. 17 Tahuno2016  
yang menyebutkanopelaku dapat1dikenai tindakanoberupa kebiriokimia. 
Persoalan mengenai1eksekusi pidana1tambahan kebiri kimia diaturodalam 




Tata Carao Pelaksanaan Tindakan Kebirio kimia, PemasanganoAlat 
PendeteksioElektronik, Rehabilitasi, 1DanoPengumuman IdentitasoPelaku 
PerkosaanoTerhadap Anak. 1Pada hakikatnya, pidanaotambahan dijatuhkan 
agar terpidana tidak dapat1mengulangi kembali perbuatannya. 
Apabilaodilihat dari1putusanodan pengesahanoPeraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomoro70 Tahun 2020otentang Tata CaraoPelaksanaan 
Tindakan Kebirio kimia, PemasanganoAlat1PendeteksioElektronik, 
Rehabilitasi, DanoPengumuman IdentitasoPelaku KekerasanoSeksual 
TerhadapoAnak serta adanyaoUndang-UndangoNomoro17 Tahuno2016, 
yang menambah hukuman1pidana tambahan berupa1kebiri kimia. 
Membuktikan Indonesia masih menjunjung tinggi keadilan retributif yang 
hanya berfokus pada pemidanaan/penghukuman pelaku tanpa melihat 
korban kejahatan tersebut yang sudah1pasti menghancurkan mental dan 
masa depannya. Padahal karakter pembaharuan hukum nasional dan arah 
politik hukum pidana nasional1memiliki tujuan akhir yaitu perdamaian 
(justice for peace) dan dipandang sesuai1dengan Pancasila sebagai1filsafat 
hidup bangsa Indonesia. Karakter danoarah politikohukum pidanaotersebut 
hanya dapat dicapai jikaohukum pidanaoIndonesia bersifatoresponsif 
dengan tujuano keadilano restoratif, karena dapato menjamin 
proteksiopemulihan hakoasasi manusiaodibandingkan melaluiohukum yang 
retributifodengan tujuanopenjeran semata. Selain halotersebut, hukumoyang 
bersifat retributifosering efektif untukomenemukan “kambingohitam” 




tujuan restoratifomerupakan saranaoefektif dan investasioyang berguna 
untuk1kepatuhanomasyarakatoterhadap hukum.1 
Dalam konteks interaksi1manusia membutuhkan kaidah atau norma 
yang dimana hal tersebut1merupakan hal terpenting dalam membangun 
keseimbangan interaksi maka setiap1pelanggaran norma atau1kaidah akan 
dijatuhi hukuman.2 Aturan hidup bersama disadari atau tidak secara tidak 
langsung membatasi hawa nafsu1serta mengatur hubungan1antar manusia. 
Peraturan yang berlaku memberikan perkiraan perbuatan yang tidak 
jalankan serta yang boleh dijalankan. 1Tingkah laku dan tindakan manusia 
di dalam masyarakat berpatokan pada peraturan hidup.3 Peraturanohukum 
yang adaoharus sesuai denganoperkembangan zaman danotidak boleh 
bertentangano dengan asas-asas keadilan dariomasyarakat sehingga 
diperlukan lah kebijakan hukum1terutama kebijakan hukum pidana, agar 
peraturan hukum tersebut dapat1ditaati dengan baik oleh masyarakat.  
Menimbang cepatnya1perkembangan tindakan kejahatan di dalam 
masyarakat suatu negara bersamaan dengan perkembangan kemajuan 
masyarakat. Sebagai bukti dari adanya perkembangan kejahatan dalam 
masyarakat yaitu kejahatan1perkosaan terhadap anak. Kasus perkosaan pada 
anak1dalam beberapa tahun belakangan semakin meningkat. Komnas 
Perempuan1menyebut ada tiga perempuan di indonesia dalam dua jam 
sekali menghadapi1perkosaan. Ada 321.752 kasus perkosaan di ranah 
                                                          
1Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 95. 
2Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Semarang: Refika Aditama, 2007, hlm. 24.  
3Ellya Rosana, “Hukum Dan Perkembangan Masyarakat”, Jurnal TAPIs, Volume 9, Nomor 




personal, 72% (2.399 kasus) adalah kasus perkosaan yang menepati 
peringkat ke dua, 18% (601 kasus) kasus pencabulan, dan  5% (166 kasus) 
kasus pelecehan seksual. Ada 31% (5.002 kasus) dalam kekerasan di ranah 
publik dan (61%) merupakan kekerasan terhadap perempua danoRanah 
Negara (yangomenjadi tanggung jawab) terdapatoPerkosaan dalamoHAM 
Masa Lalu, tesokeperawanan di institusiopemerintah, danolainnya. 
dataodiambil dari Catahu 2016.4  
Bersumber data SIMFONI PPA, terjadi 852 kasus kekerasanofisik, 
768 kasusopsikis, dan 1.848 kasusoperkosaan sehinggaototal kasus 3.087 
kasusodari 1 januari hingga 19 Juni12020.5 Pada 2019 yangotercatat 
794okasus dan 2018osebanyak 837okasus1kekerasan terhadap perempuan 
dan anak dan meningkat pada 20201sebanyak 1.178 kasus.6 Dari data diatas 
perkosaan pada anak tiap tahun meningkat dan diperkirakan kasus yang 
belum dicatat ataupun1dilaporakan akan lebih banyak. 
Berdasarkan KUHP kejahatan perkosaan digolongkan dalam 
kejahatan kesusilaan.7 Aturan sanksiopidana terhadapopemerkosaoanak 
dalam KUHPoterdapat pada Pasal 287oayat (1) KUHPoditentukan bahwa 
barango siapa bersetubuh1dengan perempuanoyang bukanoistrinya dan 
                                                          
4Komisi Nasional Perempuan, “Data Komnas Perempuan”, www.komnasperempuan.go.id, 
diakses pada hari Senin, Tanggal 4 Januari 2021 pukul 12.00 WIB. 
5Kementerian Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Angka Kekerasan 
Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan 
Anak”, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020, www.kemenpppa.go.id, diakses pada hari Senin, Tanggal 4 
Januari 2021, pukul 12.00 WIB. 
6 Pradipta Pandu, “Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat 
Tajam”, www.kompas.id, diakses pada hari Senin, Tanggal 5 Januari 2021, pukul 13.00 WIB. 
7Nuzul Qur’aini Mardiya, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Perkosaan”, 




perempuan itu belum1berumur 15otahun atau belumocukup untukokawin, 
dihukum dengan1hukuman penjaraoselama-lamanya sembilanotahun.  
Pemerintahotelah menandatanganioPeraturan PemerintahoPengganti 
Undang-Undango (PERPU) Nomor 1 Tahuno2016 tentangoPerubahan 
Kedua AtasoUndang-UndangoNomor 23 Tahuno2002 tentang Perlindungan 
Anak. PERPUoNomor 11Tahuno2016 ini kemudianodisahkan menjadi 
Undang-UndangoNomor 17 Tahuno2016 tanggal 9 Novembero2016 tentang 
PenetapanoPerpu1Nomoro1 Tahun 2016 tentangoPerubahan KeduaoAtas 
Undang-UndangoNomor 23 Tahuno2002 tentang PerlindunganoAnak 
MenjadioUndang-Undang (selanjutnyaodisebut denganoUndang-Undang 
Nomor 171Tahuno2016), yang mengaturopemberatan hukumanobagi 
pelaku kejahatanoseksual terhadap anak yaitu hukuman pidanaomati, 
seumurohidup dan maksimal120 tahunopenjara serta pidanaotambahan 
berupaopengumuman identitasopelaku. 1Selanjutnya pelakuojuga dapat 
dikenai tindakano berupa kebiri kimiaodan1pemasanganopendeteksi 
elektronik. Selainoitu pula, Pemerintahotelah1menandatanganioPeraturan 
PemerintahoRepublik IndonesiaoNomor 70 Tahuno2020 tentangoTata Cara 
Pelaksanaano Tindakano Kebirio kimia, Pemasangano Alato Pendeteksi 
Elektronik, Rehabilitasi, Dan PengumumanoIdentitas Pelaku Perkosaan 
TerhadapoAnak. 
Indonesiao selaku negarao yang telah meratifikasiobeberapa 
instrument HAM Internasionaloyangomengikat bagi negara-negaraoyang 




Indonesia Nomoro12 Tahun 2005 TentangoPengesahanoInternational 
Covenantoon Civil and PoliticaloRights (Kovenan InternasionaloTentang 
Hak-Hak SipiloDan Politik) InternationaloCovenant1onoCivil and 
PoliticaloRights (Konvenan internasionalohak sipil dano politik) dan 
Undang-Undango Republik Indonesia Nomoro5 Tahun 1998otentang 
Pengesahan Conventiono Against Tortureo and Othero Cruel, 
Inhumanoor1Degrading Treatmentoor Punishmento (Konvensi Menentang 
PenyiksaanoDan1Perlakuan AtauoPenghukuman LainoYang Kejam, Tidak 
Manusiawi, AtauoMerendahkanoMartabat Manusia) memilikiokewajiban 
untukomenghormati, 1melindungiodan memenuhi ketentuanolarangan untuk 
tindakanopenyiksaan, 1perlakuanoyang tidak manusiawi, sertao segala 
bentukoperlakuan dan sanksioyang merendahkan martabatomanusia. 
Apabilao Indonesia menerapkan1sanksiokebiri secara kimiawiodan tanpa 
adanyaopersetujuan yang diberikanosecara bebas oleh pelakuopemerkosa 
anak maka halodemikian dianggap telahomelanggar kewajiban yangotertera 
dalam dokumenoICCPR danoCAT. Selain itu, pelaksanaan kebiriosecara 
kimiawio juga harus memperhatikanoaspek biaya tinggiodan adanya 
persetujuano (informed1consent) dari pelakuoperkosaano atas tindakan 
kebiriokimia  yangodilakukan padanya. 
Menurut Satjipto Rahardjo1Agenda penegakan hukum didukung oleh 
strukturisasi yang kuat, komponen1aparatur menjalankan penegakan hukum 
(modern).8 Oleh sebab itu, penegakan yang dilakuan oleh aparatur negara 
                                                          




menjadi sororan penting pada proses1penegakan hukum. Proses penegakkan 
hukum yang dilakukan oleh hakim yaitu penjatuhan vonis dan sanksi. 
Sebagai aktor utama dalam peradilan, 1tugas hakimobukan hanyaosebagai 
penerapohukum (Undang-undang) oatas perkara-perkara dioPengadilan atau 
agento of conflict, tetapio seharusnya1juga mencakupopenemuan dan 
pembaruanohukum.9 
Hakim1di1dalam urusan peradilan dan1dalam menangani suatu 
perkara harus bersikap independent, tidak boleh ada intervensi dari pihak 
lain di1luar kekuasaan kehakiman, 1kecuali1 dalam halo sebagaimana 
dimaksudodalam Undang-UndangoDasar Negara RepublikoIndonesia 
Tahuno1945. Hakim1 dapat1 memberikan suatu keputusan yang 
sesuai1dengan hukum tanpa meninggalkan rasa keadilan yang ada di dalam 
masyarakat.  Meskipunopada asasnyaohakim itu mandirioatau bebas, tetapi 
kebebasanohakim itu tidaklahomutlak, karena dalamomenjalankan tugasnya 
hakimo dibatasi oleho Pancasila, undang-undang odasar, peraturan 
perundang-undangan, ketertibanoumum1dan kesusilaan, haloitu lah yang 
merupakanofaktor-faktor yang dapatomembatasi kebebasanohakim. 
Menurut Undang-Undango Nomor 48o Tahun12009 tentango kekuasaan 
kehakiman Pasalo8 ayat (2), berdasarkan ketentuan1tersebut maka hakim 
harus memperhatikan sifat dari terdakwa agar dapat1menentukan pidana 
yang pantas dijatuhkan.   
                                                          
9Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam1Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”, Lex 




B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana teori ratio decidendi dalam putusan hakim berupa pidana 
kebiri kimia?  
2. Apakah pemberian pidana kebiri kimiaotelah sesuai dengan  peraturan 
hasil ratifikasi Indonesia terhadap ICCPR dan CAT ? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengkaji teori ratio decidendi dalam putusan hakim berupa 
pidana kebiri kimia. 
2. Untuk mengkaji pemberian pidana kebiri kimia telah sesuai atau tidak 
dengan  peraturan hasil ratifikasi Indonesia terhadap ICCPR dan CAT. 
D. Manfaat Penelitiano 
1. Manfaat Teoritis 
a.   Memberikanopandangan1dan informasiotentang penelitiano 
yang sejenisodan pengetahuan bagi masyarakatoluas tentang 
teori ratio decidendi dalam putusan hakim berupa pidana kebiri 
kimia. 
b.   Memberikanosuatu1gambaran dan informasiotentangopenelitian 
yang sejenisodan1pengetahuan bagiomasyarakat luasotentang 
penerapan peraturano hasil ratifikasio Indonesiao terhadap 
InternationaloCovenant on Civiloand PoliticaloRights (ICCPR) 




DegradingoTreatment oroPunishment (CAT) dalam pemberian 
pidana kebiri bagi pemerkosaan terhadap anak.  
 
2. Manfaat Praktiso 
a.   Memberikanokontribusi bagiopraktisi, ahli hukumodan staf ahli 
khususnya dalamopemberian pidana kebiriokimia bagi 
pemerkosaan terhadap anak. 
b.   Memberikan pedoman bagi penegak hukum (polisi, jaksa dan 
hakim) dalam penegakan hak asasi manusia bagi pelaku 
pemerkosaan terhadap anak. 
E. Tinjauan Pustaka 
Survei awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu 
penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat 
dihindari dan mutlak dilakukan. Literatur yang diambil adalah yang 
memiliki keterkaitan dengan1penelitian penulis. Beberapa karya tulis 
tersebut yaitu: 
1. ImeldaoYulita Onsu, dkk, 2020, “KajianoYuridis HukumoKebiri 
Dalam PerspektifoNegara Yang1BerdasarkanoPancasila”. Penelitian 
ini membahas mengenai pengaturanohukuman kebiriodalamo 
peraturan perundang-undangano dan1 hukuman kebirio dalam 
perspektif  negarao yang berdasarkano Pancasila. 1Pengaturan 
Hukuman Kebiri sudah diatur dalam UUoNomor 17 Tahuno2016, 




Undang (PERPPU) Nomoro1 Tahun 2016 Tentangodibuatnya 
suatu1peraturanountuk melindungioanak-anak yang adalahoharapan 
dan penerusobangsa dan negaraomenjadi mangsa dari paraopredator 
seksualoanak. Dari perspektif negara yang berdasarkan Pancasila, 
jelas bertentangan dengan sila ke-2, tapi pelaksanaan kebiri kimia 
harus dan tetap dijalankan karena sudah memperoleh legalitasnya 
dalam peraturan yang mengatur yaitu UUoNo. 17 Tahun 2016 tentang 
Penetapano Peraturan Pemerintaho Penggantio Undang-Undang1 
(PERPPU) Nomoro 1 Tahuno 2016 Tentang Perubahano Kedua 
Atas1Undang-UndangoNomor 23 Tahuno2002 TentangoPerlindungan 
Anako menjadio Undang-Undang. Metode pendekatan yang 
digunakan1adalah metode pendekatan yuridis normatif.10 
2. Nuzul Qur’ainioMardiya, 2017, “Penerapan HukumanoKebirioKimia 
Bagi PelakuoPerkosaan”. 1Penelitiano ini membahas 
mengenaiopenerapan hukumanokebiri kimia1bagi pelakuokejahatan 
perkosaanopasca terbitnya UU Nomoro17 Tahun 2016. 
Penerapanokebiri secara kimiawi iniomenimbulkan1pro kontraodi 
masyarakato terkait efektifitasnya dan pemberlakuannyaoyang 
dianggap melanggarohak asasi manusia. Metodeopendekatanoyang 
digunakan adalahometode pendekatan yuridisonormatif.11  
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3. Nur HafizaloHasanah, EkooSoponyono, 2018, “KebijakanoHukum 
PidanaoSanksi Kebiri Kimiaodalam1Perspektif HAModan Hukum 
PidanaoIndonesia”. Penelitianoini membahas mengenai Kebiri Kimia 
Pandangan HAM dan Pandangan Hukum Pidana terkait Pelaksanaan 
Hukum Kebiri. Pemberian hukuman1melalui pengebirianodapat 
dikualifikasiosebagai penghukumanokeji dan tidak manusiawioyang 
dengan demikiano tidak sesuai dengano konstitusi dano komitmen 
indonesia dalamobidang hak asasiomanusia. Pembuatanoperaturan 
pidana atauoperumusan tindakopidana1baru haruslahoberorientasi 
pada perbaikanopelaku maupunoperlindunganokorban. Persamaan 
terletak pada jenisopenelitian, jenis penelitian1dalamopenyusunan 
penulisanoini adalah jenis penelitianonormatif, penelitianohukum 
normatifodisebut juga penelitian hukumodoktrinal.12  
Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian 
penulis yaitu membahas mengenai hukumano kebiri dalam 
perspektifonegara yangoberdasarkano Pancasila, pemberlakuannya yang 
dianggap melanggar HAM terdapat perbedaan dengan penelitian1penulis 
yaitu dalam penelitian penulis membahas mengenai teori ratio decidendi 
dalam putusan hakim berupa pidana kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan 
terhadap1anak berdasarkan peraturan perundang-undangan hasil ratifikasi 
International1Covenant ono Civil and PoliticaloRights (ICCPR) dan 
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ConventionoAgainst1Tortureoand Other Cruel, Inhumanoor Degrading 
Treatment oroPunishment1 (CAT). Keaslian serta kelayakan penelitian 
sudah memenuhi kreteria1sehingga patut dijadikan penelitian. Jika ada 
bentuk penelitian lain yang1serupa diluar pengetahuan penulis, maka 
penelitian ini dapat melengkapi. 
F. Metode Penelitiano 
1. Jenis Penelitiano 
Jenis penelitianoyang digunakanooleh1penulis dalamopenelitian 
ini adalah penelitiano kepustakaan (LibraryoResearch). Jenis 
penelitian kepustakaan merupakan jenis1penelitian dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan penelaahan 
terhadap berbagai macam buku, literatur, cetakan, jurnal, maupun 
berbagai laporan yangoberkaitan denganomasalah yang akanodi 
pecahkan.13 Penelitian ini termasuk1jenis penelitian kepustakaan 
karena menggunakan pengumpulan data melalui kegiatan penelaahan 
terhadapoberbagai macamobahan-bahan kepustakaanoseperti buku-
buku, peraturanoperundang-undangan, jurnal-jurnalo hukum dan 
sebagainya. 
2. Pendekatan Penelitiano 
Pendekatan penelitianoyang1digunakan dalam penelitian ini 
yaitu pendekatanonormatif. 1Pendekatan normatifoadalah penilitian 
yang mengkaji atau menganalisis1data sekunder yang dapat berupa 
                                                          




bahan-bahan hukum1sekunder dengan1memahami hukum sebagai 
perangkat peraturan1atau norma-norma positif1yang terkandung 
didalam sistem peraturanoperundang-undangan yang berlakuosecara 
umum.14 Penelitian iniomenggunakanopendekatan1normatif karena 
yang akan diteliti adalah Pertimbangan hakim mengenai pemberian 
pidana kebiri kimia dan kesesuaian pemberian pidana kebiri kimia 
dengan  peraturan hasil ratifikasi Indonesia terhadap ICCPR dan CAT. 
3. Sumber Datao 
Sumberodata1menggunakan data-dataoyang telah tersedia atau 
sering disebut data sekunder.. Data sekunder juga dapat diartikan 
sebagai informasi yang sudah tersedia.15 Penelitian ini menggunakan 
data sekunder karena1bahan yang akan diteliti adalah dokumen-
dokumen hukum. 
Selanjutnya data1sekunder yang digunakan dikelompokan 
menjadi bahan hukumoprimer, bahan hukumosekunder, dan bahan 
hukumotersier. 
a.   Bahan Hukum Primero 
Bahan hukumoprimer merupakan bahan hukumoyang 
bersifatootoritas. Bahan-bahano hukum primer terdiriodari 
perundang-undangan, catatan-catatanoresmi, atau risalahodalam 
pembuatano peraturan1 perundang-undangano dan putusan-
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15 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Bogor: 




putusan  hakim.16 Bahan-bahan1hukum yang bersifatomengikat 
terdiri dari: 
1)   Peraturan dasar, 1yaitu Undang-UndangoDasar1Negara 
RepublikoIndonesia Tahun 1945; 
2)   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;o 
3)   Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;o 
4)   Undang-UndangoNomor 39 Tahuno1999 tentang Hak 
Asasi Manusia; 
5)   Undang-Undang Republik IndonesiaoNomor 17oTahun 
2016 tentang PerubahanoKedua AtasoUndang-Undang 
Nomor 23 Tahuno2002 Juncto Undang-UndangoNomor 
35 Tahun 2014otentang Perlindungan Anak; o 
6)   KonvenanoHak sipil danoPolitik (Konvenan HakoSipil/ 
InternationaloCovenant on Civil andoPolitical Rights atau 
disingkatoICCPR) (Undang-Undango Nomor 12 Tahun 
2005 Tentang pengesahan InternationaloCovenant on 
Civil andoPolitical Rights; LembaranoNegara Republik 
Indonesia Tahuno2005 Nomoro119; Tambahan 
LembaranoNegara Republik IndonesiaoNomor 4558); 
7)   Konvensi AntioPenyiksaan (ConventionoAgaints Torture 
And OtheroCruelI human, Or DegradingoPunishment  
atau disingkatoCAT) (Undang-UndangoNomor 5 Tahun 
                                                          




1998 Tentang pengesahan ConventionoAgaints Torture 
And OtheroCruelI human, Or DegradingoPunishment; 
LembaranoNegara Republik IndonesiaoTahun 1998 
Nomor 164; Tambahano Lembaran Negarao Republik 
IndonesiaoNomor 3783); 
8)   Peraturano Pemerintah Republik Indonesiao Nomor 70 
Tahun 2020otentangoTata Cara PelaksanaanoTindakan 
Kebiriokimia, Pemasangan AlatoPendeteksi Elektronik, 
Rehabilitasi, Dano Pengumuman Identitaso Pelaku 
KekerasanoSeksual Terhadap Anak; 
9)   PeraturanoPemerintahoNomor 35 Tahun 2020otentang 
PerubahanoAtas Peraturan PemerintahoNomor 7 Tahun 
2018 tentangoPemberian Kompensasi, Restitusiodan 
BantuanoKepada Saksi dan Korban; 
10)   Putusano Pengadilano Mojokerto Nomor 
69/Pid.Sus/2019/PN.MJK; o o 
b.   Bahan Hukum Sekundero 
Bahan1hukum sekundero merupakan1 bagianopublikasi 
hukumoyang tidak termasukodokumen resmi. 1Digunakan 
sebagaiopendukung dariodata yang akan1digunakanodi dalam 
penelitianoini yaitu buku-bukuoteks yang1ditulis paraoahli 
hukum termasukoskripsi, tesis, dan disertasiohukum, jurnal 




korelasi untuk mendukungopenelitian ini.17 Bahan literatur 
hukum yang di gunakan penulis yaitu berupa buku mengenai 
hukum pidana, HAM, perlindungan anak, kebiri kimia, jurnal 
penelitian1hukum, laporan hukum, media cetak. Manfaat bahan 
hukum sekunder bagi peneliti yaitu memberikan petunjuk ke 
arah mana peneliti melangkah. 
c.   Bahan Hukum Tersier 
Bahan1hukumotersier merupakanobahan hukum yang 
memberikan petunjukodari bahan hukumoprimer danobahan 
hukum sekunderoyang berupa kamusoumum, kamus hukum, 
kamus besarobahasa Indonesia, dan kamusobahasa Inggris.18  
4. Metode Pengumpulan Datao 
Pengumpulan data1dariopenelitian ini menggunakanostudi 
dokumen atauostudi pustaka. Studi dokumenoadalah1suatu alat 
pengumpulanobahan hukum yangodigunakan melaluiobahanohukum 
tertuliso dengan mempergunakano content analysis yang berguna 
untuk mendapatkanolandasan teori denganomengkaji dan mempelajari 
buku-buku, peraturanoperundang-undangan, dokumen, laporan atau 
hasilo penelitain lainnyao baik cetak maupun elektroniko yang 
berhubunganodengan permasalahan.19 Dalamopenelitianoini, penulis 
mengkaji dan mempelajariobuku-buku yang berkaitano dengan 
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hukumopidana, pemberian sanksiokebiri kimia, perlindungan anak, 
sertaoputusan pengadilanoMojokerto sebagai objek penelitian.  
5. Metode Analisis Datao 
Metodeoanalisis data yang digunakanodalam penelitian ini 
adalah metodeokualitatifodengan alur berpikir induktif. Metode 
analisis data kualitatif yaitu metode analisis yang memperhatikan 
fakta-fakta yang ada dilapangan yang digabunngkan dengan data 
sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan.20 Kemudian yang 
dimaksud dengan alur1berpikir induktif adalah mengambil 
kesimpulan yang bersifat umum bersumber dari macam-
macam1kasus.21 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
alur berpikir induktif karena dalam membahas penelitian ini, peneliti 
menganalisa pokok permasalahan berdasarkan data yang1diperoleh 
untuk diselesaikan secara kualitaif melalui alur berpikir induktif. 
G. Sistematika Penulisano 
Bab I Pendahuluan. 1Pada bab inioberisi mengenai latarobelakang 
permasalahan, rumusanomasalah, 1tujuanopenelitian, 1manfaatopenelitian. 
Kemudian terdapat tinjauan pustaka yang membahas mengenai kedudukan 
penelitian yang penulis lakukan terhadap penelitian terkait yang telah 
dilakukan sebelumnya, metodeopenelitian dan sistematikaopenulisan. 
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Bab II TinjauanoKonseptual. Pada baboini berisi1tentang Tinjauan 
umum tentang Psikologi Kriminal; Tinjauan umum kebiri kimia berupa 
pengertian kebiri1kimia, sejarah kebiri kimia, efek dari kebiri kimia, 
bentuk-bentuk kebiri1kimia, pelaksanaan hukuman kebiri kimia; Tinjauan 
umum tentang teori pidana dan pemidanaan;  Tinjauan umum pertimbangan 
hakim; Tinjauan Umum Perjanjian Internasional; Tinjauan umum 
International Covenant1ono Civil and PoliticaloRights (ICCPR) dan 
Tinjauanoumum Convention1Againsto Torture ando Other Cruel, Inhuman 
oro Degrading Treatment oroPunishment (CAT). 
Bab III Hasil Penelitianodan Pembahasan. Pada baboini menguraikan 
data atauoinformasi hasilopenelitian yang telahodiolah, dianalisis, dan 
ditafsirkan. Akanotampak jelas bagaimanaodata hasil penelitian ituodisusun 
sesuai aturano permasalahan dalamo pembahasannyao yang telah 
dikonstalasikanodengan tinjauanokonseptual. Bab III ini Berisi tentang teori 
ratio decidendi dalam putusan hakim berupa pidana kebiri kimia dan 
pemberian pidana kebiri kimia sesuai dengan peraturan hasil ratifikasi 
Indonesia terhadap ICCPR dan CAT. 
Bab IV Penutup. Pada bab iniomembahas tentang kesimpulanosebagai 
jawaban dariopermasalahan dan asumsi-asumsioyang telahodikemukakan 







A. Tinjauan Umum tentang Psikologi Kriminal 
Kejahatan sebagai suatu gejala adalah kejahatan yang ada di dalam 
masyarakat (crime in society) dan merupakan bagian dari keseluruhan 
proses-proses sosial produk sejarah serta senantiasa terkait pada proses-
proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. 
Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna, hal 
ini disebabkan karena ditinggalkannya konsep total masyarakat (the total 
concept of society).22 Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita 
maupun pria dengan timgkat pendidkan yang berbeda.23 Tindak kejahatan 
bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan 
pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang 
bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali 
akibatnya saja.  
Definisi kejahatan menurut Kartono yaitu secara yuridis formal, 
kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 
kemanusiaan (immoril) di dalam masyarakat yang sifatnya asosial dan 
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melanggar hukum serta undang-undang pidana.24 Menurut Sutrisno dan 
Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu 
bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian. Bakat seorang 
penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohaniaan ada penjahat yang 
pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-
tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah 
memperoleh cacat rohaniah.25 
Menurut faktor alam sekitar si penjahat dapat dilihat dari segi 
pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan maupun 
ketidakteraturan serta kekacauan pendidikan dan pengajaran yang dialami.26 
Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak 
kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan 
kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga, kurangnya perasaan aman 
karena ketegangan di dalam rumah serta ketidakharmonisan dalam 
keluarga.27  
Nama kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) 
seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata 
“crime” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu 
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pengetahuan, kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau penjahat.28 
Menurut W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki kejahatan seluas-luasnya.Pengertian kejahatan seluasluasnya 
berati mencakup seluruh gejala patologi sosial, seperti pelacuran, narkotika, 
korupsi, kalusi, pemalsuan identitas dan lain sebagainya.Penelitian gejala-
gejala meliputi penelitian sebab-sebab dari gejala tersebut. Wolf Gang 
Savitr dan Jahnston merumuskan pengertian kriminologi adalah suatu ilmu 
pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan 
menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab 
yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial 
terhadap kedua-keduanya.  
Menurut Sutherland, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian 
utama yaitu :  
1.   Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atau kondisi-konsisi 
berkembangnya hukum pidana  
2.   Etiologi kriminal, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai 
sebabsebab kejahatan  
3.   Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.  
Objek bahasan kriminologi sangatlah luas karena itu kriminologi 
memerlukan sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Adapun 
                                                          




ilmu pengetahuan bagian dari kriminologi merupakan kumpulan dari 
banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari:  
1.   Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang 
jahat  
2.  Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat, jadi intinya tentang sampai dimana letak 
sebab kejahatan dalam masyarakat (ethiologi social)  
3.   Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
dipandang dari sudut ilmu jiwa  
4.   Psyco dan neuo phatology criminal ialah ilmu pengetahuan tentang 
penjahat yang sakit jiwa  
5.   Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan bertumbuhnya 
hukum  
6.   Kriminologi yang dilaksanakn adalah Hugiene kriminil dan politik 
kriminal  
7.   Kriminalistik (police scientique) ilmu pengetahuan untuk 
dilaksanakan yang menyelidiki tekhnik dan pengusutan kejahatan.  
Menurut asal katanya psikologi berasal dari bahasa yunani kuno yaitu 




pengetahuan.29 Jadi secara etimologis psikologi berarti ilmu yang 
mempelajari tentang jiwa, baik dari gejalanya, prosesnya, maupun latar 
belakangnya. Psikologi bertujuan untuk mengerti suatu gejala atau 
fenomena. Ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang 
dipergunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang 
diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak 
pidana.  
Menurut ahli-ahli ilmu jiwa bahwa kejahatan merupakan salah satu 
tingkah laku manusia yang melanggar hukum ditentukan oleh instansi-
instansi yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri.30 Hal ini tidak lain 
disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat 
dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak yang 
berpengaruh pada kesadaran manusia. W.A Bonger sehubungan dengan 
psikologi kriminal yakni dalam arti luas dan sempit. Psikologi kriminal 
dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perseorangan. 
Dalam arti luas meliputi terlibatnya seseoranggolongan baik langsung 
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B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Strafbaarfeit atau delict berasal dari bahasa belanda yang artinya 
tindak pidana atau delik. Doktrin atau ilmu pengetahuan sering kali 
menggunakan istilah tersebut. Berbagai ahli menggunakan istilah yang 
berlainan yang bersumber dari pemikirannya. Sehingga banyak ragam 
dalam mengartikan istilah delik oleh banyak ahli, seperti: “perbuatan 
pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat 
dihukum”. 32 
Suatu tindakan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukakn 
oleh seorang pelaku disebut dengan pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tata tertib hukum) sehingga dijatukan hukuman kepada 
pelaku guna terpeliharanya tertib hukum, sebagaimana yang 
diterangkan oleh teori Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe dikutip 
dari buku karya Lamintang.33 
strafbaarfeit adalah seseorang melakukan tindakan pelanggaran 
hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga 
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dapat dipertanggungjawabkan serta dinilai di dalam undang – undang 
sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. 34 
Menurut Moeljatno, Tindak pidana merupakan hal dasar yang 
menyangkut pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak 
pidana sulit di definisikan karena Tindak Pidana merupakan 
pengertian yuridis sama halnya dengan istilah hukum lain, tidak 
mudah untuk di definisikan. Membedakan Sanksi atau delik 
merupakan tujuan dari pembahasan hukum pidana, sedangkan 
pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan 
pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pidana merupakan 
suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan 
dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai 
”hukuman”.35 
Menurut Lamintang, dua unsur penting yang terkandung dalam 
tindak pidana pada KUHP yaitu subyektif dan obyektif.36 Unsur-unsur 
yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si 
pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya disebut1dengan Unsur Subjektif. 
Sedangkan unsur1objektif adalah unsur-unsur1yang ada hubungannya 
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dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam1keadaan-keadaan mana 
tindakan-tindakan1dari si1pelaku itu harus di lakukan. 
 
2. Tindak Pidana Perkosaan 
Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti 
paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan 
dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. 
Sedangkan pemerkosaan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan 
kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.37 Jadi, pemerkosaan 
adalah bersetubuh dan disertai paksaan. 
Menurut KBBI, pengertian1perkosaan diuraikan menjadi, 
perkosa yang memiliki arti gagah1atau paksa sedangkan kekerasan 
memiliki arti perkasa. Memperkosa1merupakan menundukan dan 
sebagainya dengan kekerasan1serta melanggar (menyerang dan 
sebagainya) dengan1kekerasan. Sedangkan perkosaan merupakan 
perbuatan memperkosa, 1penggagahan atau paksaan disertai dengan 
pelanggaran dengan1kekerasan. Mengenai kekerasan dapat kita lihat 
pada Pasal 89 KUHP1yang berbunyi “membuat orang pingsan atau 
tidak berdaya disamakan1dengan menggunakan kekerasan”. 
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Berikut pengertian perkosaan menurut beberapa ahli, antara lain: 
a.   Soetandyo1Wignjosoebroto bahwa perkosaan adalah suatu 
perbuatan1melampiaskan nafsu oleh laki –laki terhadap 
perempuan1yang dilakukan tidak sesuai1dengan moral atau 
hukum yang1berlaku.38 
b.   R. Sugandhi1berpendapat perkosaan ialah memaksa seorang 
wanita yang1bukan istri untuk melakukan hubungan seksual, 
dimana dalam1proses tersebut pria memasukan alat kelaminya 
kedalam alat1kelamin wanita dan mengeluarkan air mani 
didalamnya.39 
c.   Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan 
adalah seorang1aki-laki yang memaksa seorang perempuan 
yang bukan isterinya untuk bersetubuh1dengan dia, sehingga 
sedemikian rupa1ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa 
ia mau melakukan persetubuhan itu. 
Bamyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi seiring dengan 
perkembangan zaman, mulai terjadi penyimpangan seksual yang 
terjadi contohnya yaitu memasukan alat kelamin pria pada anus atau 
dubur wanita ini menjadi target dari perkosaan yang antara lain 
sebagai berikut : 
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a.   Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat 
kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga: 
1)   Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut. 
2)   Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) 
kedalam vagina atau mulut wanita. 
b.   cara yang dilakukan bukan berupa ancaman ataupun kekerasan 
melainkan dengan cara apapun diluar kehendak korban. 
c.   Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita 
yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak 
hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), 
tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya 
karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau 
penipuan atau karena dibawah umur. 
Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada bab XIV 
dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada Pasal 285 yaitu yang 
berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, 
diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun”. 
Unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 




a.   Barang siapa 
b.   Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
c.   Memaksa seorang wanita bersetubuh   
d.   Dilakukan di luar perkawinan 
Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau 
ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang 
sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:40 
a.   Aspek objektif 
Perbuatan persiapan dengan wujud nyata serta ancaman 
kekerasan dan bisa jadi mengarah sauatu perbuatan yang lebih 
besar yaitu kekersan secara sempurna, dan menyebabkan orang 
menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa 
rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan). 
b.   Aspek subjektif 
Timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan 
apabila apa yang dinginkan pelaku tidak dilakukan yaitu 
berhubungan badan, maka pelaku akan melakukan kekerasan 
secara nyata. Korban tidak akan membiarkan dirinya diperkosa 
jika aspek kepercayaan ini tidak tertancap dibenaknya. 
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Dari pengertian-pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan 
bahwa tindak pidana perkosaan ialah diamana seorang laki- laki 
memaksa berhubungan badan kepada wanita yang bukan istri disertai 
kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut 
mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang 
kemaluan, anus ataupun mulut wanita. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perkosaan 
Jenis pemerkosaan dibagi berbagai golongan diantaranya : 
a.   Sadistic Rape 
Perkosaan sadistia artinya pada tipe ini seksualitas bersifat 
merusak karena pelaku agresif. Pelaku menikmati hubunganya 
dengan melakukan serangan yang mengerikan atas alat kelamin 
dan tubuh korban 
b.   Anger Rape 
Penganiayaan seksual adalah seksualitas yang bersifat 
geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban dijadikan objek 
oleh pelaku sebagai pemecahan atas frustasifrustasi, kelemahan, 
kesulitan dan kekecewaan hidupnya. 




Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk 
gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. 
Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, 
namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual. 
d.   Seductive Rape 
Suatu perkosaan yang terjadi yang muncul karena 
kedekatan kedua belah pihak namun dibatasi tidak sampai pada 
tindakan seksual. Pelaku meyakini bahawa suatu membutuhkan 
paksaan, oleh kerena itu pelaku tidak memiliki perasaan 
bersalah berkaitan dengan hubungan seks. 
e.   Victim Precipitated Rape  
Perkosaan yang menempatkan korban sebagai awal mula 
yang memulai hubungan seks tersebut. 
f.   Exploitation Rape 
Pemerkosaan yang menempatkan korban yang bergantung 
pada pelaku secara ekonomis dan sosial, sehingga pelaku 
memanfaatkan keuntungan tersebut guna melakukan paksaan 
hubungan seksual. Namun demikian dilihat dari perspektsif 
kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang 




tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam 
kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. 41 
3.  Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak 
Pengertian tindak pidana perkosaan dengan korban anak 
tertuang didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, barangsiapa bersetubuh 
dengan wanita diluar pernikahan dan telah diketahui atau diduga 
wanita tersebut belum berumur lima belas tahun atau terlihat belum 
mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. Selain didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP juga 
terdapat didalam Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2ol6 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 
dalam pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan 
maupun ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (5)  mengatur 
mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak dengan korban lebih 
dari satu orang maupun yang menyebabkan korban mengalami luka 
berat, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan 
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luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau 
hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku 
dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 
(sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
Child molester adalah sebutan lain dari perkosaan anak dibawah 
umur, ada lima golongan kategori pemerkosaan anak dibawah umur 
yaitu: 
a.   Immature 
Pelaku tidak mempunyai kemampuan mengenali dirinya 
sendiri dengan peran seksual seabgai orang dewasa. 
b.   Frustrated 
Para pelaku melakukannya akibat melawan kekecewaan 
seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Terjadi 
pada mereka yang mengalami ketidak seimbangan dengan 
pasangannya dan mengalihkanya kepada anaknya. 
c.   Sociopathic 
Para pelaku melakukan perkosaan dengan orang yang 
benar-benar asing, suatu tindakan yang timbul dari 





d.   Pathological 
Para pelaku Perkosaan tidak mempunyai kontrol akan  
dorongan seksual akibat dari psikosis, lemah mental, kelemahan 
organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature 
smile deterioration). 42 
C. Tinjauan Umum Kebiri Kimia  
1. Pengertian Kebiri Kimia 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan 
memberi efek memandulkan dengan cara menghilangkan kelenjar 
testis sehingga tidak mampu menghasilkan mani. Dalam penelitian 
yang dimaksud dengan kebiri kimia merupakan proses penghilangan 
fungsi alat kelamin pada pria. Dalam pengebirian kimia, orang akan 
mengalami kurangnya dorongan seksual akibat dari diberikanya obat 
secara berkala yang berefek pada berkurangnya kadar testosteron.43  
Mutilasi (pengebirian) adalah operasi atau pemanfaatan senyawa 
sintetik yang bertujuan untuk menghilangkan kapasitas testis pada pria 
atau kapasitas ovarium pada wanita. Mutilasi harus dimungkinkan 
pada dua makhluk dan manusia. Emaskulasi dalam arti yang 
sebenarnya mengandung arti bahwa organ testis telah dieliminasi 
(pada makhluk jantan) atau ovariumnya telah dipotong (pada makhluk 
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betina), yang berarti bahwa para pelanggar hukum telah kehilangan 
kemampuan seksualnya.  Dapat diterima jika dia adalah seorang pria, 
pria tersebut pada saat ini tidak akan tertarik untuk melihat jenis 
kelamin lain. Mutilasi atau yang disebut orchiectomy adalah evakuasi 
sebagian atau keseluruhan testis laki-laki. Testis diketahui 
menghasilkan 95% testosteron pria. Emaskulasi atau melukai dalam 
bahasa klinis yang disebut Gonadektomi adalah interaksi pemotongan 
bagian pribadi dengan benar-benar menghilangkan organ genital 
untuk semua waktu yang ditentukan untuk berkurang atau membuang 
masuknya testosteron kimia pada manusia..44 
Kebiri Kimia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, 
Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan 
Pemgumuman1Identitas Pelaku Perkosaan terhadap Anak adalah 
adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, 
yang dilakukan kepada1pelaku yang pernah dipidana karena 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak 
melakukan1persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga 
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka 
berat, gangguan1jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya 
fungsi reproduksi, dan/atau korban1meninggal dunia,1untuk menekan 
hasrat seksual berlebih, yang disertai1rehabilitasi. 
                                                          




2. Sejarah Kebiri 
Sejak dimulainya peradaban manusia, tindakan pengebirian telah 
diselesaikan oleh manusia beberapa waktu sebelum tercatat dalam 
sejarah. Emaskulasi sesekali dilakukan untuk alasan yang ketat atau 
sosial di masyarakat tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, 
Afrika dan Asia Timur. Setelah bertempur, para pemenang sebagian 
besar mengebiri dengan melepaskan penis dan testis perwira yang 
hancur sebagai demonstrasi lambang dari "menghilangkan" solidaritas 
dan kekuatan mereka. Laki-laki yang dimutilasi biasanya digunakan 
dan diakui ke dalam kelas sosial yang unik dan biasanya menjadi 
pekerja administrasi atau keluarga kastil, terutama kelompok selir. 
Mutilasi juga muncul di dunia keagamaan.45   
Di masa lalu, pengebirian1juga memotong semua bagaian penis. 
Pelatihan ini sangat berisiko dan secara teratur mengakibatkan 
kematian akibat pendarahan1yang serius atau penyakit,1sehingga 
dalam masyarakat tertentu1seperti Byzantium, pengebirian1dianggap 
sama dengan kematian. Memotong testis saja dapat mengurangi 
bahaya kematian. Prosedur medis untuk menghilangkan dua buah bola 
atau kerusakan senyawa klinis juga dapat dilakukan sebagai metode 
terapi penyakit prostat. Terapi dengan mengurangi atau 
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menghilangkan masuknya testosteron kimiawi, baik secara sintetis 
maupun hati-hati, digunakan untuk kemajuan pertumbuhan ganas. 
Meskipun demikian, kesamaan testis menyiratkan bahwa testosteron 
kimiawi juga hilang dan dapat memengaruhi hasrat seks, obsesi,1dan 
perilaku1seksual. 
 Victor T1Cheney dalam A Brief History of Castration12nd 
Edition, menyatakan kebiri sudah1dilakukan di Mediterania Timur 
pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak1betina lebih 
banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ada catatan yang pasti 
kapan1mutilasi dilakukan pada orang. Meskipun demikian, di Mesir, 
pada 2.600 SM, budak yang1di kebiri memiliki nilai yang lebih tinggi 
karena mereka dipandang lebih inovatif dan tunduk kepada tuannya. 
Hal yang sama1ditemukan pada budak di Yunani sekitar 5001SM, 
kumpulan gatekeeper gundik penguasa di Persia, seperti pemodal dan 
berbagai otoritas megah Cina.46 
 Seseorang yang telah dikebiri kemudian1akan dapat berubah 
menjadi seorang kasim atau pekerja kediaman kerajaan. Bahkan 
panglima angkatan laut ternama Cheng1Ho yang namanya begitu 
disegani1di1wilayah1Indonesia1adalah seorang kasim. Cheng Ho 
hidup selama Pemerintahan Ming1di Promosi abad kelima belas. Di 
Mesir Kuno, Lord Merneptah dari1Mesir1membuat tengara di Karnak 
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sekitar 12251SM, 1memasang 13.0001penis yang dipotong selama 
perkelahian dengan klan Libya dan1publik Mediterania. 1Pengebirian 
(pemotongan organ1kelamin) 1dari musuh yang hancur1dipandang 
sebagai1penyelesaian kemenangan.47  
 Di Yunani1dan Persia kuno, tindakan mutilasi dicatat oleh 
spesialis sejarah Yunani, Herodotus. Herodotus menceritakan 
Panionius mengebiri budak dan kemudian menjualnya. Dia menjual 
yang dikebiri ke Ephesis dan Sardis, 1mereka dihargai oleh individu 
karena kepercayaan dan pengabdian1mereka. Salah satu pekerja 
Panionius, Hermotimus, berubah1menjadi kasim utama Xerxes. 
Mengingat kepercayaan pada kerajaan Cina dan Korea, cacat 
digunakan untuk mencapai posisi1masyarakat pada saat itu. Kebiri 
digunakan untuk1mengawasi dan memastikan pasangannya ketika 
mereka (penguasa) bertugas di1Timur1Tengah. Berbeda dengan di 
Roma, tindakan1pengebirian tidak1diperbolehkan dengan alasan 
pembedahan testis bertentangan dengan hukum Ilahi, terutama bagi 
remaja putra yang dapat mempengaruhi1pita suara1mereka, yang 
95%1bersumber dari produksi testisnya.48  
 Di masa sekarang, target kebiri1menjadi lebih berbeda. Mulai 
dari upaya mendapatkan suara sopran1pada pemuda di Italia hingga 
upaya menjauhi tindakan tidak etis1dalam agama tertentu. Saat ini, di 
berbagai negara, kebiri merupakan1disiplin bagi penjahat seksual, dua 
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penyerang dan pelaku pedofilia. 1Interaksi yang didorong pada 
umumnya dikenal sebagai pengebirian1dengan memasukkan zat 
senyawa tertentu, yang disebut suntikan kebiri atau kebiri kimia. 
Bagaimanapun, ada dua obat yang1biasanya digunakan, khususnya 
cyproterane asetat1dan medroksi1pogrestron1asetat1 (MPA, bahan 
dasar1dalam1DMPA). cyproterane asetat digunakan untuk senyawa 
yang1melumpuhkan di seluruh Eropa, sedangkan1turunan1asam 
medroksi1pogrestron1asetat1digunakan untuk kebiri1di Amerika. 
3. Penerapan kebiri di Berbagai Negara 
Kebiri sebagai jenis hukuman atau pengobatan akhir-akhir ini 
telah menjadi manifestasi di beberapa negara termasuk Asosiasi Eropa 
dan AS. Mengingat Pengukuran Word Rape Statistic di berbagai 
negara di planet ini, saat ini ada 201negara1yang memaksakan 
hukuman kebiri, khususnya 9 negara Eropa dan191negara Amerika, 
satu negara Amerika Latin dan1satu negara1di Asia Tenggara. 
Sembilan1negara1Eropa1tersebut1adalah Inggris, Polandia, Rusia, 
Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan 
sembilan negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, 
Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Salah satu 
negara Amerika Latin yang memaksakan disiplin untuk melukai 





Beberapa negara1Uni1Eropa telah memasukkan pasal-pasal 
pengebirian1dalam hukuman1mereka yang dikelola sebagai 
suntikan1kimiawi bagi1pelaku pelanggaran seksual. Norwegia adalah 
satu-satunya1negara Uni Eropa yang dengan bebas menyatakan dalam 
hukum1pidana 20101 bahwa kebiri1adalah salah satu hukuman bagi 
pelaku pelanggaran seksual. Polandia hanya menerapkan pengebirian 
chemichal1castraction sebagai komponen pengobatan untuk pedofilia. 
Australia juga1diingat memasukan hukum pidana untuk anak-anak 
pihak yang pelanggaran seks dan pelaku penyerangan. Orang Rusia 
yang telah mendapatkan chemichal1castraction dalam hukum pidana 
mereka untuk pihak-pihak yang bersalah melakukan hubungan seksual 
pada anak-anak di mana korbannya berusia 12 tahun atau di bawah 12 
tahun. Untuk sementara, Turki sedang berpikir untuk menanamkan 
pengebirian ke para penyerang. India dan Taiwan memberikan 
suntikan1pengebirian ini secara1eksplisit kepada para pedofil dan 
residivis pelanggaran seksual1anak.49    
4. Bentuk-Bentuk Kebiri 
Selama waktu yang dihabiskan untuk melakukan kebiri, ada dua 
jenis strategi pengebirian, spesifiknya:1kebiri kimiawi1dan1kebiri 
fisik. Sebenarnya melukai dilakukan dengan memutus organ kelamin 
luar pelaku1dengan tujuan agar pelakunya tidak mencukupi 
testosteron kimiawi. Tidak adanya bahan kimia ini secara signifikan 
                                                          




akan mengurangi gairah seks. Sedangkan mutilasi senyawa tidak 
diselesaikan dengan memotong1testis, namun dengan membawa zat 
kimia1antiandrogen ke1dalam1tubuh seseorang sehingga produksi 
testosteron kimiawi dalam tubuh mereka1berkurang. Produk akhirnya 
sama dengan kebiri1yang sebenarnya, yaitu menghilangkan karisma 
atau keinginan seksual atau kapasitas untuk mendapatkan ereksi. 
Kebiri yang dibantu melalui kimiawi, diberikan oleh seorang 
spesialis Amerika bernama John Money, melalui suntikan1tanpa 
tindakan operasi. Money1menerapkan zat ini melukai individu yang 
memiliki lebih banyak mimpi tentang seksualitas, terutama seksualitas 
terhadap anak-anak. Berbeda dengan pengebirian yang sebenarnya, 
cacat sintetis tidak tahan lama. Artinya, jika pengorganisasian 
antiandrogen dihentikan, dampaknya juga akan berhenti, dan 
penyerang akan memulihkan kapasitas seksualnya, baik sebagai 
kerinduan seksual maupun batas ereksi. Misalnya, di Rusia kebiri1zat 
dilakukan dengan memasukkan depo-provera1yang mengandung 
progesteron hasil rekayasa. Dengan berkembangnya bahan kimia 
wanita ke tubuh pria, kerinduan seksual yang dimaksud akan 
berkurang. 
4. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia  
Pasal 51Peraturan Pemerintah1Nomor 701Tahun 2020 tentang 




Pendeteksi1Elektronik, 1Rehabilitasi, 1dan1Pemgumuman Identitas 
Pelaku Perkosaan terhadap Anak1menyebutkan bahwa tindakan 
Kebiri Kimia1dikenakan untuk1jangka waktu paling lama 2 (dua) 
1tahun.  
Dalam1Pasal 61disebutkan1bahwa Tindakan1Kebiri1Kimia 
dilakukan melalui1tahapan: 
a.     Penilaian Klinis 
Penilaian klinis meliputi: 
1)   Wawancara1klinis1dan1psikiatri; 
2)   Pemeriksaan fisik1dan 
3)   Pemeriksaan1penunjang. 
Penilaian1klinis1dilakukan1dengan1 tata1 cara1 sebagai 
berikut: 
1)   Kementerian 1yang1 menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di1bidang hukum menyampaikan 
pemberitahuan kepada jaksa; 
2)   Pemberitahuan tersebut1dilakukan paling lambat 9 





3)   Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 
pemberitahuan, 1jaksa menyampaikan pemberitahuan dan 
berkoordinasi1 dengan 1kementerian1 yang 
menyelenggarakan urusan1pemerintahan di bidang 
kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan 
4)   Penilaian klinis1dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah1 diterimanya1 pemberitahuan. 
b.    Kesimpulan 
1)   Kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk 
memastikan Pelaku1Persetubuhan layak atau tidak layak 
untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia. 
2)   Kesimpulan disampaikan1kepada jaksa paling lambat 14 
(empat belas) 1hari kerja1sejak diterimanya 
pemberitahuan dari jaksa. 
c.   Pelaksanaan 
1)  Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia1dilakukan setelah 
kesimpulan1yang menyatakan Pelaku1Persetubuhan layak 
untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia; 
2)   Dalam jangka1waktu paling lambat 71 (tujuh) hari kerja 




dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri 
Kimia kepada Pelaku Persetubuhan; 
3)   Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia1dilakukan segera 
setelah1terpidana selesai menjalani pidana1pokok; 
4)   Pelaksanaan1Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah 
sakit milik1pemerintah atau rumah sakit1daerah yang 
ditunjuk; 
5)   Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, 
perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum, 1kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan1di bidang sosial, 
dan1kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan; 
6)   Pelaksanaan1Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam 
berita1acara; dan 
7)   Jaksa1memberitahukan kepada korban atau keluarga 






D. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan serta 
Pertanggungjawaban Pidana 
1. Pidana dan Pemidanaan  
Suatu penderitaan1menurut undang-undang pidana yang 
berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang 
dijatuhkan terhadap1orang. yang bersalah. Demikian Simons 
mendefenisikan pidana dalam leerboek-nya. Pengertian yang hampir 
sama juga dikemukan1oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa 
pidana adalah suatu1penderitaan yang bersifat khusus uang dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang1berwenang sebagai penanggung jawab 
ketertiban hukum terhadap1seorang pelanggar hukum yang harus 
ditegakkan oleh1negara.50 
Muladi dan1Barda Nawawi Arief dalam Dwija Priyatno 
mengemukakan, tidak1semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada 
hakikatnya adalah suatu1penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah 
menurut Hulsman, hakikatnya1pidana adalah “menyerukan untuk 
tetap tertib” (tot de orden person). Pidana pada hakikatnya mempuyai 
dua tujuan utama, yakni1untuk mempengaruhi tingkah laku 
(gedragsbeinvloeding) dan1penyelesaian konflik (conflictoplossing). 
Penyelesaian konflik ini dapat1terdiri dari perbaikan kerugian yang 
dialami atau perbaikan1hubungan baik yang dirusak atau 
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pengembalian kepercayaan1antar sesama manusia. Selanjutnya 
menurut Binsbergen, ciri hakiki1dari pidana adalah suatu1pernyataan 
untuk taat atau penunjukkan salah oleh penguasa sehubungan1dengan 
suatu tindak pidana. Dasar pembenaran dari pernyataan1tersebut 
menurutnya adalah tingkah laku si pembuat itu tak dapat diterima, 
baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk 
menyelamatkan pembuat1sendiri.51  
Berbicara masalah pidana1tentu tidak terlepas dari pembicaran 
mengenai pemidanaan. Dalam hal ini, Perkataan pemidanaan sinonim 
dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata 
‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau 
memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum 
ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam hukum pidana saja tetapi 
juga bidang hukum lainnya. oleh karena istilah tersebut harus 
disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang 
kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh hakim.52 
Berdasarkan uraian di atas, pemidanaan dapat diartikan sebagai 
penetapan pidana dan tahap pemidanaan diartikan sebagai penetapan 
pidana1dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam 
hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk 
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undang-undang yang menetapkan stetsel sanksi hukum pidana. Arti 
konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan 
melaksanakan stetsel sanksi hukum pidana. 
2. Tujuan Pemidanaan  
Tujuan1pemidanaan atau bisa juga disebut tujuan penjatuhan 
pidana kepada1mereka yang melakukan tindak pidana, seperti halnya 
pendefenisian1yang dapat berbeda-beda terhadap sesuatu hal menurut 
berbagai kalangan, demikian  juga mengenai tujuan1pemidanaan 
dapat diketemukan berbagai penamaan yang1dikemukakan sesuai 
dengan persepsi tertentu. Walaupun1dikemukakan menurut persepsi 
tertentu oleh masing-masing penulis1atau pakar, namun sebenarnya 
dapat dikatakan bahwa1pada prinsipnya hal-hal yang dikemukakan 
tidak jauh1berbeda.53 
Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang 
beberapa teori1tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolute, teori 
relatif, teori gabungan dan teori Pembinaan atau Perawatan 
(Treatment),1penjelasan mengenai teori tersebut yaitu: 
a.    Teori Retributif (Absolute) 
Dalam tujuan1pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa 
pemidanaan merupakan “morally justified” (pembenaran secara 
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moral) karena pelaku kejahatan1dapat dikatakan layak untuk 
menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap 
pembenaran untuk menghukum1sebagai respon terhadap suatu 
kejahatan karena pelaku kejahatan1telah melakukan pelanggaran 
terhadap norma moral tertentu1yang mendasari aturan hukum 
yang dilakukannya secara1sengaja dan sadar dan hal ini 
merupakan1bentuk dari1tanggung jawab moral dan kesalahan 
hukum si pelaku. 
Kant1melihat dalam pemidanaan terdapat suatu “imperatif 
kategoris”, 1yang merupakan tuntutan1mutlak dipidananya 
seseorang karena1telah melakukan1kejahatan. Sedangkan Hegel 
memandang bahwa1pemidanaan itu adalah hak dari pelaku 
kejahatan atas1perbuatan yang dilakukannya berdasarkan 
kemauannya sendiri. 
Teori ini memiliki dua1corak, yaitu corak subjektif 
(subjectif vergelding), yaitu1pembalasan langsung ditujukan 
kepada kesalahan si pembuat; kedua1adalah corak objektif, 
yaitu pembalasan ditujukan1sekedar1pada perbuatan apa yang 
telah dilakukan oleh orang1yang bersangkutan.54 Teori retributif 
melegitimasi pemidanaan1sebagai sarana pembalasan atas 
kejahatan yang telah dilakukan1seseorang. Kejahatan dipandang 
sebagai perbuatan yang amoral1dan asusila di dalam 
                                                          




masyarakat, oleh karena itu pelaku1kejahatan harus dibalas 
dengan menjatuhkan1pidana. Tujuan1pemidanaan dilepaskan 
dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai 
satu tujuan, yaitu1pembalasan. 
b.   Teori Relatif (Tujuan) 
Teori ini1disebut juga teori utilitarian. Secara garis besar, 
tujuan pidana1menurut teori relatif bukanlah sekedar 
pembalasan, akan1tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam 
masyarakat. Tujuan1pidana menurut teori relatif1adalah untuk 
mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak1terganggu. 
Dengan kata1lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku 
kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan 
untuk mempertahankan1ketertiban umum. Dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana, 1teori relatif ini dibagi dua yaitu: 
prevensi umum dan1prevensi khusus. Prevensi umum 
menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk 
mempertahankan ketertiban1masyarakat dari gangguan 
penjahat. Dengan memidana1pelaku kejahatan, diharapkan 
anggota1masyarakat lainnya1tidak akan melakukan tindak 
pidana. Sedangkan teori1prevensi khusus menekankan bahwa 
tujuan1pidana itu dimaksudkan agar1pelaku kejahatan tidak 




berfungsi untuk1mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan 
agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. 
Th. W. Van Veen dalam disertasinya1dengan judul 
“Generale Preventie” menyatakan ada tiga fungsi1pencegahan 
umum. 1Pertama, menjaga atau menegakkan1wibawa penguasa, 
terutama1dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan 
dengan wibawa1pemerintah, seperti kejahatan terhadap 
penguasa umum. 1Kedua, menjaga atau menegakkan norma 
hukum. Ketiga, 1pembentukkan norma untuk menggarisbawahi 
pandangan bahwa1perbuatan-perbuatan tertentu1dianggap 
asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.55 
Prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku1kejahatan 
yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi 
perbuatannya. Menurut1Van Hamel sebagai1penganut teori 
relatif berupa prevensi khusus1bersama-sama dengan Frank Von 
Liszt, pidana bertujuan1untuk menakutkan atau memperbaiki 
atau1melenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki. 
c.   Teori Gabungan (Integrative) 
Menurut Muladi dalam Lilik1Mulyadi memunculkan 
konsep tujuan pemidanaan1yang disebutnya sebagai tujuan 
pemidanaan yang1integratif (kemanusiaan dalam sistem 
                                                          




pancasila).Teori1pemidanaan integratif1berangkat dari asumsi 
dasar1bahwa tindak pidana merupakan1gangguan terhadap 
keseimbangan, keselarasan1dan keserasian dalam1kehidupan 
masyarakat yang menimbulkan1kerusakan individual dan 
masyarakat, tujuan1pemidanaan adalah untuk1memperbaiki 
kerusakan-kerusakan1yang diakibatkan oleh tindak pidana. 
Selanjutnya Lilik Mulyadi1mengemukakan, bahwa 
dengan1titik tolak pemidanaan1tersebut yang mengacu kepada 
“filsafat1pemidanaan yang bersifat integratif” 1maka dikaji dari 
perspektif teori1pemidanaan maka penjatuhan1pidana oleh 
hakim berorientasi1kepada adanya sifat1pembalasan (retributif), 
pencegahan terhadap pelaku lainnya1 (deterrence) dan adanya 
pendidikan bagi pelaku untuk menjadi1masyarakat yang 
berguna1nantinya. 
d.  Teori Pembinaan1atau Perawatan (Treatment) 
Treatment sebagai1tujuan pemidanaan dikemukakan oleh 
aliran positif yang1berpendapat bahwa pemidanaan sangat 
pantas diarahkan1kepada pelaku kejahatan, bukan1pada 
perbuatannya. Namun1pemidanaan yang dimaksud oleh aliran 




perbaikan1 (rehabilitation) kepada pelaku1kejahatan sebagai 
pengganti1penghukuman.56 
Argumen1aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa 
pelaku kejahatan1adalah orang yang sakit sehingga 
membutuhkan tindakan1perawatan (treatment) 1dan perbaikan 
(rehabilitation). Aliran1positif melihat kejahatan1secara empiris 
dengan menggunakan1metode ilmiah untuk1mengkonfirmasi 
fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya1dengan terjadinya 
kejahatan. Aliran ini1beralaskan paham1determinisme yang 
menyatakan bahwa1seseorang melakukan1kejahatan bukan 
berdasarkan1kehendaknya karena manusia1tidak mempunyai 
kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak 
pribadinya, 1faktor biologis, maupun faktor1lingkungan. Oleh 
karena itu, pelaku1kejahatan tidak dapat1dpersalahkan dan 
dipidana, melainkan1harus diberikan1perlakuan (treatment) 
untuk re-sosialisasi dan perbaikan si1pelaku. 57 
 
3. Jenis Pemidanaan  
Mengenai jenis-jenis pemidanaan, 1dalam hukum pidana 
Indonesia dikenal 2 (dua) jenis pidana yang1diatur dalam Pasal 10 
KUHP1yakni : 
                                                          
56 Ibid., hlm. 49. 
57Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Rafika 




a.   Pidana Pokok 
1) Pidana mati; 
2) Pidana penjara; 
3) Pidana kurungan; 
4) Pidana denda. 
b.   Pidana Tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu; 
2) Perampasan barang-barang tertentu; 
3) Pengumuman putusan hakim. 
 
 
Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana 
tambahan adalah sebagai berikut:58 
a.   Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana 
pokok, kecuali dalam hal perampasan barng-barang tertentu 
terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana 
tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok 
melainkan pada tindakan). 
b.   Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 
halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini 
adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal 
ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut 
                                                          





tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 
KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan). 
 
Adapun mengenai1kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana 
tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang 
diaturnya, yang terberat1adalah yang disebutkan terlebih dahulu. 
Keberadaan pidana1tambahan adalah sebagai tambahan terhadap 
pidana-pidana pokok, 1dan biasanya bersifat1fakultatif (artinya dapat 
dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali1bagi kejahatan-kejahatan 
sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal1250 bis, 261 dan Pasal 
275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.  
4. Pertanggungjawaban pidana 
Pertanggungjawaban1pidana dalam bahasa asing disebut sebagai 
“toereken-baarheid”, “criminal1responsibility”, “criminal liability”. 
Bahwa pertanggungjawaban pidana1dimaksudkan untuk menekan 
apakah seseorang tersangka/terdakwa1dipertanggungjawabkan1atas 
suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan 
lain apakah terdakwa akan di pidana atau dibebaskan. Jika1ia di 
pidana, harus ternyata1bahwa tindakan yang dilakukan itu1bersifat 




Kemampuan1tersebut memperlihatkan1kesalahan dari petindak yang 
berbentuk kesengajaan1atau kealpaan.59 
Menurut Chairul1Huda bahwa dasar adanya1tindak pidana 
adalah asas legalitas, 1sedangkan dapat dipidananya1pembuat adalah 
atas dasar kesalahan, hal1ini berarti bahwa seseorang1akan 
mempunya1pertanggungjawaban1pidana bila ia1telah1melakukan 
perbuatan yang salah dan1bertentangan dengan1hukum. Pada 
hakikatnya1pertanggungjawaban pidana adalah1suatu1bentuk 
mekanisme1yang diciptakan1untuk berekasi atas1pelanggaran1suatu 
perbuatan tertentu yang telah1disepakati.60 
Unsur kesalahan1merupakan unsur utama1dalam 
pertanggungjawaban pidana. Dalam1pengertian1perbuatan tindak 
pidana tidak termasuk1hal pertanggungjawaban1pidana, perbuatan 
pidana hanya menunjuk1kepada apakah perbuatan1tersebut melawan 
hukum1atau dilarang1oleh hukum, 1mengenai apakah1seseorang yang 
melakukan tindak1pidana tersebut kemudian dipidana tergantung 
kepada apakah1seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut 
memiliki unsur1kesalahan atau tidak. 
Kitab Hukum1Udang-Undang Pidana1tidak1menyebutkan 
secara1jelas mengenai sistem pertanggungjawaban1pidana 
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yang1dianut. 1Beberapa Pasal dalam KUHP sering 
menyebutkan1kesalahan baik berupa kesengajaan1ataupun1kealpaan, 
namun sayangnya1mengenai pengertian kesalahan1kesengjaan 
maupun1kealpaan tidak1dijelaskan pengertiannya1oleh1Undang-
undang. Namun berdasarkan1doktrin dan pendapat para ahli1hukum 
mengenai1pasal-pasal yang1ada dalam1KUHP dapat1simpulakan 
bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung1unsur-
unsur1kesalahan, kesengajaan1maupun kealpaan1yang harus 
dibuktikan1oleh1pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku 
yang melakukan1perbuatan tindak pidana, selain1telah terbukti 
melakukan tindak pidana maka mengenai unsur1kesalahan yang 
disengaja ataupun1atau kealpaan1juga harus1dibuktikan.61 Artinya 
dalam1hal1pertanggungjawaban pidana ini tidak1terlepas dari peranan 
hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur 
pertanggungjawaban pidana1itu sendiri1sebab apabila1unsur-unsur 
tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya1maka seseorang tidak 
dapat dimintakan pertanggungjawaban. 
E. Tinjauan Umum Pertimbangan hakim 
Menurut Mackenzie, ada beberapa teori1atau pendekatan yang 
dipergunakan oleh hakim dalam1mempertimbangkan penjatuhan putusan 
dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 
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a.   Teori Keseimbangan 
Keseimbangan adalah1keseimbangan antara syarat-syarat yang 
ditentukan oleh undang-undang1dan kepentingan pihak-pihak yang 
tersangkut dan berkaitan dengan1perkara, yaitu antara lain seperti 
adanya keseimbangan yang berkaitan1dengan masyarakat, 
kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. 
b.   Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 
Penjatuhan putusan oleh hakim1merupakan diskresi atau 
kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, 1dalam menjatuhkan 
putusan hakim menyesuaikan dengan1keadaan dan pidana yang wajar 
bagi setiap pelaku tindak pidana, 1hakim akan melihat keadaan pihak 
terdakwa atau penuntut umum1dalam perkara pidana. 
c.   Teori Pendekatan Keilmuan 
 Titik1tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses 
penjatuhan pidana1harus dilakukan secara sistematik dan penuh 
kehati-hatian khususnya1dalam kaitannya dengan putusan-putusan 
terdahulu dalam rangka1menjamin konsistensi dari putusan hakim. 
Pendekatan keilmuan ini1merupakan semacam peringatan bahwa 
dalam memutus suatu perkara, 1hakim tidak boleh semata-mata atas 
dasar intuisi atau insting semata, 1tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 
pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam 




d.   Teori Pendekatan Pengalaman 
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 
membantunya1dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya 
sehari-hari, dengan pengalaman yang1dimilikinya, seorang hakim 
dapat mengetahui1bagaimana dampak1dari putusan yang dijatuhkan 
dalam suatu perkara1pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban 
maupun1masyarakat. 
e.   Teori Ratio Decidendi 
Teori ratio decidendi didasarkan pada landasan filsafat yang 
mendasar, yang1mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan 
dengan pokok1perkara yang disengketakan, kemudian mencari 
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara 
yang disengketakan1sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, 
serta pertimbangan1hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 
untuk menegakkan hukum dan memberikan1keadilan bagi para pihak 
yang berperkara. 62 
Pengertian ratio decidendi atau pertimbangan1hakim adalah 
argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai1pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Ratio1decidendi 
Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan1seorang 
Hakim membuat amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat1alasan 
                                                          




yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatanputusan. 
Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan1landasan filsafat yang 
mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan 
yang relevan dengan pokok perkara, dan1motivasi pada diri Hakim yang 
jelas untuk menegakkan hukum serta1memberikan keadilan bagi para1pihak 
yang terkait dengan1pokok perkara. Istilah-istilah lain yang sama 
artinya1seperti ratio decidendi adalah legal1reasoning dan the ground of 
reason the decision yang dipakai pada penjelasan1berikutnya.63 
Pada umumnya, fungsi ratio decidendi atau legal reasoning, adalah 
sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok1pemikiran tentang 
problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lainnya, atau 
antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi 
kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika 
percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan 
penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum, dan1lembaga peradilan.64 
Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk menemukan ratio decidendi 
dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada1bagian-bagian tertentu. 
Untuk sampai kepada1salahsatu putusan itu hakim1harus menuliskan 
alasan-alasannya, yaitu ratio1decidendinya. Di1dalam hukum Indonesia 
yang menganut civil law system, ratio decidendi1tersebut dapat dilihat pada 
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konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Ratio dapat ditemukan 
dengan memperhatikan fakta materiil dan1putusan yang didasarkan atas 
fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua 
kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah 
Ratio decidendi putusan tersebut.65 Ratio decidendi atau pertimbangan 
hukum merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan itu harus 
dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai 
dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan. Ratio decidendi 
atau pertimbangan hukum tersebut juga harus disusun dengan sistimatik 
oleh hakim. 
F. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional 
a. Pengertian Perjanjian Internasional 
 Perjanjian Internasional adalah sumber hukum global. Sangat tepat 
untuk dikatakan bahwa dalam kumpulan hukum sedunia terdapat 
pengaturan global. Perjanjian Internasional seperti yang diungkapkan 
oleh Starke, terdiri dari sekumpulan hukum yang sebagian besar 
terdiri dari standar dan keputusan perilaku yang ketat negara dan 
akibatnya melekat dalam hubungan antar negara. Hukum di seluruh 
dunia mencakup :66 
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a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan 
fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional 
serta hubungannya antara negara-negara dan individu-individu. 
b. Kaidah-kaidah hukum1yang mengatur kepentingan1individu-
individu1dan kesatuan1bukan negara, sepanjang hak-hak dan 
kewajiban1dari1individu-individu dan1kesatuan bukan1negara 
tersebut hasil  kesepakatan1antar negarayang dituangkan1dalam 
bentuk1perjanjian. 
Bersumber dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa 
menurut starke jika dikaitkan dengan praktek hubungan internasional, 
maka1hubungan1internasional1terdiri dari:67 
a. Aturan-aturan1hukum internasional, dalam1hal ini1berupa 
perjanjian- perjanjianinternasional (Traktat), baik1yang1bersifat 
umum1atau1khusus. 
b. Asas-asas/prinsip-prinsip  hukum, 1baik yang1sudah di tegaskan 
dalam perjanjian1internasional1maupun yang belum ditegaskan 
dalam1perjanjian1internasional; 
c. Teori-teori, yang1merupakan1pendapatdari para1ahli. Sekalipun 
ini tidak mengikat, namun sering1digunakan sebagai bahan 
pertimbangan didalam1menyelesaikan persoalan-persoalan 
dalam1hubungan1internasional; 
                                                          




d. Keputusan1lembaga atau organisasi1internasional. Keputusan 
ini1utamanya1mengikat bagi1negara-negara pihak atau negara-
negara1anggota, namun sering1juga dijadikan1sebagai1rujukan 
dalam1hubungan1internasional. 
2.   Asas-Asas Perjanjian Internasional 
Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan species dari 
genus yang berupa perjanjian pada umumnya. Dalam setiap perjanjian 
termasuk perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan 
sebagai landasan dalam pelaksanannya. Adapun asas yang paling 
fundamental adalah asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa janji 
mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Selain 
itu terdapat asas pacta tertiis nec nocent prosunt, asas non-
retroaktive, asas rebus sic stantibus, dan norma jus cogens. Asas-asas 
tersebut mempengaruhi bagian tersebut menjadi kekuatan atau 
aktivitas dari kesepakatan damai. Hal ini diharapkan menjadi penting 
karena standar ini mendasari pengenalan pengaturan, termasuk 
kesepakatan damai dan mendasari pelaksanaan pemahaman sesuai apa 
yang diseperjanjikan dalam pertemuan. Tanpa janji yang telah 
diselesaikan, tidak ada aturan/perjanjian yang akan dibuat. Penataan 
harus dilakukan oleh pihak sebagai perjanjian yang diberikan oleh 
pihak. Sebagai kaki tangan, standar pacta sunt servanda adalah aturan 




dilengkapi dengan perhatian penuh, kesadaran akan harapan tertentu 
dan fokus pada pihak, seperti yang telah ada dalam perjanjian..68 
Asas pacta sunt servanda merupakan salah satu norma dasar 
(grundnorm; basic norm) dalam hukum, dan mempunyai niatan baik 
dalam mematuhi perjanjian. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi 
perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja 
harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Suatu perjanjian 
dibentuk dengan niatan atau itikad baik sehingga sesuai dengan 
harapan para pihak yang menghadiri pertemuan untuk membentuk 
perjanjian sehingga dapat mencapai tujuan yang dituju. 69 
Aktualisasi1pelaksanaan1asas1itikad1baik1dari suatu janji 
antara1lain dapat diilustrasikan1sebagai1berikut:70 
a. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai 
dengan isi, jiwa, maksud, dam tujuan perjanjian itu sendiri; 
b.   Menghormati hak-hak dan kewajiban- kewajiban dari masing-
masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak 
dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada); 
c. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat 
usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, 
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baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah 
perjanjian itu mulai berlaku. 
3.   Teori-Teori dalam Pembentukan Perjanjian Internasional 
a.   Teori Hukum Alam (Natural Law) 
Hukum internasional diartikan dengan “hukum alam” 
dimana hal tersebut bersifat abstrak tergantung siapa yang 
mengartikan atau bersifat subjektif sehingga menjadi kelemahan 
teori ini. Biasanya penganut teori ini menganggap hukum 
internasional lebih tinggi dari hukum negara. 
b.   Teori Kehendak Negara (Teori Voluntaris) 
  Teori ini bersumber dari kehendak negara itu sendiri untuk 
tunduk pada hukum internasional yang mengendalikan. 
Kelemahan dari teori ini membatasi pembentukan hukum baru 
karena negara-negara lain tidak menghendaki adanya hukum 
tersebut, kedua yaitu kesulitan terhadap negara baru lahir atau 
bekas jajahan untuk menghadapi hukum internasional yang 
harus ditaati dan mengikat. 71 
c.   Teori Objektivis 
Dalam1pengikat1hukum internasional1adalah norma 
hukum1yang lebih1tinggi yang1didasarkan1pada norma yang 
                                                          




lebiih tinggi lagi, dan1seterusnya1hingga sampai ketingkat 
norma / kaidah1dasar1yang1disebut “grundnorm” tersebut. 
d.   Teori Fakta – Fakta Kemasyarakatan 
Sifat1alami manusia sebagai1makhluk sosial1adalah untuk 
bergabung dengan1manusia1yang lain dalam suatu1masyarakat. 
Demikian1juga1negara yang tentunya ingin bergaul dengan 
negara-negara1yang lain dalam1lingkungan masyarakat 
internasional. 1Teori ini1nampaknya mendapatkan1posisi yang 
kuat1dalam1hubungan masyarakat bangsa-bangsa, 1karena 
kenyataan1social menunjukkan1bahwa antar1negara-negara 
mutlak1diperlukan1adanya hubungan1timbal-balik1yang1saling 
menguntungkan, baikdalam bentuk1kerjasama secara1langsung 
maupun1tidak1langsung.72 
5. Bentuk dan Istilah Perjanjian Internsional 
Bentuk dan istilah perjanjian Internasional antara lain: 
a.   Konvensi (Covenan) 
Istilah ini digunakan untuk perjanjian-perjanjian resmi 
yang bersifat multilateral, termasuk perjanjian-perjanjian yang 
dibuat oleh lembaga dan organisasi internasional, baik yang 
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berada isi bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun 
yang independen (berdiri sendiri). 
b.   Protokol 
Merupakan1suatu konvensi1yang berisi ketentuan-
ketentuan tambahan yang1tidak1dimasukkan dalam1konvensi, 
atau pembatasan-pembatasan oleh negara1penandatangan. 
Protokol juga dapat1berupa1alat1tambahan bagi1konvensi, 
tetapi sifat1dan1pelaksanaannya1bebas, 1dan1tidak perlu 
diratifikasi. 1Ada juga1protokol sebagai1perjanjian1yang1sama 
sekali berdiri sendiri (independen). 
c.   Persetujuan (agreement) 
Persetujuan (agreement) 1biasanya1bersifat1kurang1resmi 
disbanding1perjanjian1atau konvensi. 1Umumnya1persetujuan 
(agreement) 1digunakan1untuk1persetujuan-persetujuan1yang 
ruang1lingkupnya1lebih sempit1atau yang1sifatnya1lebih teknis 
dan administratif, 1dan1pihak-pihak1yang1terlibat lebih1sedikit 
dibandingkan1konvensi1biasa. 1Persetujuan (agreement) 







d.   Arrangement 
Istilah1ini hampir1sama dengan1persetujuan (agreement), 
umumnya1digunakan1untuk1hal-hal1yang1sifatnya1mengatur 
dan1temporer. 
e.   Statuta 
Merupakan1himpunan peraturan-peraturanpenting tentang 
pelaksanaan1fungsi1lembaga1Internasional1Statuta, namun juga 
dapat berupa1himpunan1peraturan-peraturan1yang di1bentuk 
berdasarkan1persetujuan1internasional tentang pelaksanaan 
fungsi-fungsi1suatu1institusi (lembaga) 1khusus dibawah 
pengawasan1lembaga1/1badan-badan1internasional. Dan1dapat 
juga berupa1sebagai1alat tambahan1suatu konvensi1yang 
menetapkan1peraturan-peraturan1yang1akan1di1terapkan. 
f.   Deklarasi Istilah ini dapat berarti : 
1)   Perjanjian1yang1sebenarnya. 
2)   Dokumen1tidak1resmi, yang1dilampirkan pada1suatu 
perjanjian. 
3)   Persetujuan1tidak1resmi1tentanghal yang kurang penting. 





g.   Mutual Legal Assistance 
Perjanjian1yang diadakan1antara1dua negara atau lebih 
dalam1rangka1memberikan bantuan yang bersifat1untuk saling 
membantu. 
 
G. Tinjauan Umum1International1Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR)  
1. Sejarah1ICCPR 
Pada1tanggal110 Desember11948, Majelis1Umum (MU) 
Perserikatan Bangsa-Bangsa1 (PBB) 1memproklamasikan1Universal 
Declaration1of1Human Rights1 (Deklarasi1Universal1Hak1Asasi 
Manusia, untuk1selanjutnya1disingkat DUHAM), yang1memuat 
pokok-pokok hak1asasi manusia1dan1kebebasan1dasar, dan1yang 
dimaksudkan1sebagai1acuan1umum hasil1pencapaian1untuk1semua 
rakyat1dan1bangsa bagi1terjaminnya1pengakuan1dan1penghormatan 
hak-hak1dan1kebebasan dasar1secara universal1dan1efektif, 1baik di 
kalangan rakyat1negara-negara1anggota1PBB1sendiri1maupun di 
kalangan1rakyat1di1wilayah-wilayah1yang berada di bawah 
yurisdiksi1mereka.73 
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hak1dan kebebasan1dasar yang dinyatakan1oleh DUHAM ke1dalam 
instrumen1internasional yang1bersifat mengikat secara1hukum. 
Sehubungan1dengan hal1itu, pada tahun11948, Majelis1Umum1PBB 
meminta1Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB 
yang1sebelumnya1telah1mempersiapkan1rancangan1DUHAM untuk 
menyusun1rancangan1Kovenan1tentang HAM1beserta rancangan 
tindakan1pelaksanaannya. Komisi1tersebut mulai1bekerja pada1tahun 
1949.  
Padatahun 1950, MU PBB mengesahkan1sebuah1resolusi1yang 
menyatakan1bahwa1pengenyaman1kebebasan1sipil dan1politik serta 
kebebasan1dasar di satu1pihak1dan1hak-hak1ekonomi, 1sosial, dan 
budaya1di lain pihak1bersifat saling1terkait dan1saling tergantung. 
Setelah1melalui1perdebatan1panjang, 1dalam1sidangnya1tahun 1951, 
MU1PBB meminta1kepada Komisi1HAM PBB1untuk1merancang 
dua1Kovenan1tentang1hak1asasi1manusia: Kovenan1mengenai hak 
sipil1dan1politik; dan1Kovenan1mengenai1hak1ekonomi, sosial dan 
budaya. 1MU1PBB1juga1menyatakan secara1khusus bahwa1kedua 
Kovenan1tersebut harus1memuat sebanyak1mungkin ketentuan1yang 
sama, 1dan1harus1memuat1Pasal1yang1akan menetapkan1bahwa 
semua1rakyat1mempunyai1hak1untuk1menentukan1nasib1sendiri. 
Komisi1HAM1PBB1berhasil1menyelesaikan1dua rancangan 




masing1pada1tahun11953 dan 1954. 1Setelah membahas1kedua 
rancangan1Kovenan1tersebut, pada tahun11954 MU1PBB 
memutuskan1untuk memublikasikannya1seluas mungkin1agar 
pemerintah1negara-negara1dapat mempelajarinya1secara mendalam 
dan1khalayak1dapat menyatakan1pandangannya1secara bebas. Untuk 
tujuan1tersebut, MU1PBB menyarankan1agar Komite1III PBB 
membahas1rancangan1naskah1Kovenan1itu Pasal1demi1Pasal mulai 
tahun11955. Meskipun1pembahasannya1telah dimulai1sesuai dengan 
jadwal, naskah1kedua1Kovenan1itu baru1dapat diselesaikan1pada 
tahun11966. 1Akhirnya, pada tanggal116 Desember 1966, dengan 
resolusi12200A1 (XXI), MU PBB1mengesahkan Kovenan1tentang 
Hak-hak1Sipil dan Politik1bersama-sama1dengan Protokol Opsional 
pada1Kovenan1tentang Hak-hak1Sipil dan1Politik dan1Kovenan 
tentang1Hak-hak Ekonomi, Sosial, 1dan Budaya. Kovenan 
Internasional1tentang Hak-hak1Sipil dan1Politik beserta1Protokol 
Opsional1pada1Kovenan Internasional1tentang Hak-hak1Sipil dan 
Politik1mulai berfaku1pada tanggal123 Maret11976.74 
Majelis1Permusyawaratan Rakyat1Republik Indonesia1telah 
mengesahkan1perubahan1Undang-Undang1Dasar 1945. 1Perubahan 
pertama1disahkan1dalam1Sidang Tahunan1MPR RI1Tahun11999; 
perubahan1kedua1disahkan dalam Sidang1Tahunan MPR1RI1Tahun 
2000; 1perubahan1ketiga1disahkan dalam1Sidang Tahunan1MPR RI 
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Tahun12001; dan perubahan1keempat disahkan dalam1Sidang 
Tahunan1MPR RI1Tahun 2002. 1Perubahan kedua1Undang-Undang 
Dasar11945 menyempurnakan1komitmen1Indonesia terhadap1upaya 
pemajuan1dan perlindungan HAM1dengan mengintegrasikan 
ketentuan-ketentuan1penting dari1instrumen-instrumen1internasional 
mengenai1HAM, 1sebagaimana tercantum1dalam BAB1XA1tentang 
Hak1Asasi1Manusia. Perubahan1tersebut dipertahankan sampai 
dengan1perubahan keempat1Undang-Undang Dasar11945, yang 
kemudian1disebut1dengan1Undang-Undang1Dasar1Negara Republik 
Indonesia1Tahun11945. 
Sesuai1dengan Undang-Undang1Dasar Negara1Republik 




melindungi1HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-
instrumen1internasional utama1mengenai HAM, 1khususnya 
International1Covenant on1Economic, Social1and1Cultural1Rights 
(Kovenan1Internasional tentang1Hak-hak Ekonomi, 1Sosial, dan 
Budaya) 1serta International1Covenant on1Civil and1Political1Rights 
(Kovenan1Internasional1tentang Hak-hak1Sipil dan1Politik). Oleh 





hak1Sipil dan1Politik) dengan1diundangkan1nya Undang-Undang 
Republik1Indonesia1Nomor 121Tahun12005 Tentang1Pengesahan 
International1Covenant On1Civil1And1Political Rights1 (Kovenan 
Internasional1Tentang1Hak-Hak1Sipil1Dan1Politik).75 
2. Pokok-pokok1Isi Kovenan1Internasional1tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik 
International1Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang1Hak-hak Sipil dan Politik) 1mengukuhkan 
pokok-pokok HAM di1bidang sipil dan politik yang1tercantum dalam 
DUHAM1sehingga menjadi1ketentuan-ketentuan1yang mengikat 
secara1hukum dan1penjabarannya1mencakup pokok-pokok1lain yang 
terkait. 1Kovenan1tersebut terdiri dari1pembukaan dan1Pasal-Pasal 
yang1mencakup16 bab dan153 Pasal. 
Pembukaan1kedua Kovenan tersebut1mengingatkan1negara-
negara1akan1kewajibannya, 1menurut Piagam PBB, untuk 
memajukan1dan melindungi1HAM, mengingatkan1individu akan 
tanggung1jawabnya untuk1bekerja keras1bagi pemajuan1dan 
penaatan1HAM yang1diatur dalam1Kovenan ini1dalam1kaitannya 
dengan individu1lain dan1masyarakatnya, dan1mengakui1bahwa, 
sesuai1dengan1DUHAM, cita-cita1umat manusia1untuk1menikmati 
kebebasan1sipil dan1politik serta1kebebasan1dari rasa1takut dan 
                                                          





kemiskinan1hanya dapat1tercapai apabila1telah tercipta1kondisi bagi 
setiap1orang untuk1dapat1menikmati1hak-hak sipil1dan politiknya 
maupun1hak-hak1ekonomi, sosial1dan1budayanya. 
Pasal 11menyatakan bahwa1semua1rakyat1mempunyai1hak 
untuk1menentukan nasibnya1sendiri dan1menyerukan1kepada1semua 
negara, termasuk1negara-negara1yang bertanggung1jawab1atas 
pemerintahan1Wilayah1yang Tidak1Berpemerintahan1Sendiri1dan 
Wilayah1Perwalian, 1untuk memajukan1perwujudan1hak1tersebut. 
Pasal1ini mempunyai1arti1yang sangat1penting pada1waktu 
disahkannya1Kovenan ini1pada tahun 19661karena ketika1itu masih 
banyak1wilayah1jajahan. 
Pasal12 menetapkan1kewajiban setiap1Negara Pihak1untuk 
menghormati1hak-hak yang1diakui dalam1Kovenan1ini. 1Pasal1ini 
juga1memastikan1bahwa pelaksanaannya1bagi semua1individu1yang 
berada1di wilayahnya1dan1yang berada1di1bawah1yurisdiksinya 
tanpa1ada1pembedaan apapun. 1Pasal 31menegaskan persamaan1hak 
antara1laki-laki1dan1perempuan. 
Pasal14 menetapkan1bahwa dalam1keadaan1darurat1umum 
yang1mengancam1kehidupan1bangsa dan1keadaan itu1diumumkan 
secara1resmi, negara1pihak dapat1mengambil1tindakan1yang 
menyimpang1dari1kewajibannya1menurut Kovenan1ini1sejauh1hal 




dengan1ketentuan bahwa1tindakan itu1tidak1mengakibatkan 
diskriminasi1yang1semata-mata didasarkan1pada1ras, warna1kulit, 
jenis1kelamin1bahasa, 1agama, 1atau1asal1usul1sosial. 
Pasal 51menyatakan1bahwa1tidak ada1satu ketentuan1pun 
dalam1Kovenan ini1yang dapat1ditafsirkan1sebagai memberi1hak 
kepada1negara, kelompok, 1atau seseorang1untuk1melibatkan1diri 
dalam1kegiatan atau1melakukan tindakan1yang bertujuan 
menghancurkan1hak1atau kebebasan1mana pun1yang diakui1dalam 
Kovenan1ini atau membatasinya1lebih daripada yang1ditetapkan 
dalam1Kovenan ini. Pasal1ini juga1melarang dilakukannya 
pembatasan1atau penyimpangan1HAM mendasar1yang1diakui atau 
yang1berlaku di1negara pihak berdasarkan1hukum, konvensi, 
peraturan, 1atau kebiasaan, dengan1dalih1bahwa Kovenan1ini1tidak 
mengakui1hak tersebut1atau mengakuinya1tetapi1secara1lebih 
sempit. 
Pasal 6 sampai1dengan1Pasal 27 menetapkan1bahwa1setiap 
manusia1mempunyai1hak hidup, 1bahwa hak ini1dilindungi1oleh 
hukum, dan1bahwa tidak1seorang1pun dapat1dirampas1hak hidupnya 
secara1sewenang-wenang1 (Pasal 6); bahwa1tidak seorang1pun boleh 
dikenai1siksaan, perlakuan1atau penghukuman1yang1kejam, tidak 
manusiawi, 1atau1merendahkan martabat1 (Pasal 7); bahwa1tidak 
seorang1pun1boleh1diperbudak, bahwa1perbudakan dan perdagangan 




atau1diharuskan1melakukan kerja1paksa1atau kerja1wajib (Pasal 8); 
bahwa1tidak1seorang pun1boleh ditangkap1atau ditahan1secara 
sewenang-wenang1 (Pasal 10); dan1bahwa tidak1seorang1pun1boleh 
dipenjarakan1hanya atas dasar1ketidakmampuannya1memenuhi 
kewajiban1kontraktualnya1 (Pasal 11). 
Kovenan1menetapkan1kebebasan1setiap orang1yang1berada 
secara1sah1di wilayah1suatu negara1untuk berpindah1tempat1dan 
memilih1tempat tinggalnya1di1wilayah itu, 1untuk1meninggalkan 
negara1manapun termasuk1negara sendiri, 1dan bahwa1tidak seorang 
pun1dapat1secara sewenang-wenang dirampas haknya1untuk 
memasuki1negaranya1sendiri1 (Pasal 12); pengaturan1yang 
diberlakukan1bagi pengusiran1orang asing1yang secara sah1tinggal di 
negara1pihak1 (Pasal 13); 1persamaan semua1orang1di depan 
pengadilan1dan1badan peradilan, hak1atas pemeriksaan1yang1adil 
dan1terbuka oleh1badan1peradilan1yang kompeten, 1bebas dan1tidak 
berpihak, 1hak atas praduga1tak bersalah1bagi setiap1orang yang 
dituduh1melakukan tindak1pidana, dan1hak setiap1orang yang 
dijatuhi1hukuman atas peninjauan kembali keputusan1atau 
hukumannya oleh1badan peradilan1yang lebih1tinggi (Pasal 14); 
pelarangan1pemberlakuan secara1retroaktif peraturan1perundang-
undangan1pidana1 (Pasal 15); hak1setiap orang1untuk diakui1sebagai 




secara1sewenang-wenang1atau secara1tidak1sah privasi, keluarga, 
rumah1atau surat1menyurat1seseorang1 (Pasal 17). 
Lebih1lanjut Kovenan1menetapkan hak1setiap1orang atas 
kebebasan1berpikir, berkeyakinan1dan'beragama1serta1perlindungan 
atas1hak-hak tersebut1 (Pasal 18); 1hak orang untuk1mempunyai 
pendapat1tanpa campur1tangan pihak1lain dan1hak atas1kebebasan 
untuk1menyatakan pendapat1 (Pasal 19); pelarangan1atas propaganda 
perang1serta1tindakan yang1menganjurkan kebencian1atas dasar 
kebangsaan, 1ras atau1agama yang merupakan1hasutan untuk 
melakukan1tindak diskriminasi, permusuhan1atau1kekerasan1 (Pasal 
20); pengakuan1hak1untuk berkumpul1yang1bersifat damai1 (Pasal 
21); hak1setiap orang1atas1kebebasan1berserikat1 (Pasal 22); 
pengakuan1atas hak1laki-laki dan1perempuan usia1kawin untuk 
melangsungkan1perkawinan dan1membentuk1keluarga, prinsip 
bahwa perkawinan1tidak boleh1dilakukan1tanpa1persetujuan bebas 
dan1sepenuhnya dari1para pihak1yang hendak1melangsungkan 
perkawinan1 (Pasal 23); hak1anak1atas1perlindungan1yang 
dibutuhkan1oleh1statusnya1sebagai anak1di bawah1umur, keharusan  
segera1didaftarkannya setiap1anak setelah lahir1dan1keharusan 
mempunyai1nama, dan1hak anak1atas kewarganegaraan1 (Pasal 24); 
hak1setiap warga1negara untuk1ikut1serta dalam1penyelenggaraan 
urusan1publik, untuk1memilih dan1dipilih, serta1mempunyai1akses 




negaranya1 (Pasal 25); persamaan1kedudukan1semua1orang di1depan 
hukum1dan hak semua1orang1atas perlindungan1hukum1yang1sama 
tanpa1diskriminasi1 (Pasal 26); dan1tindakan untuk1melindungi 
golongan1etnis, 1agama, atau bahasa1minoritas1yang1mungkin1ada 
di negara1pihak1 (Pasal 27). 
Pasal 27 merupakan1akhir1bagian1substantif1Kovenan ini. 
Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang1termaktub dalam 
Kovenan1ini, Pasal128 sampai dengan1Pasal 451menetapkan 
pembentukan1sebuah komite1yang bernama1Human Rights 
Committee1 (Komite Hak1Asasi Manusia) 1beserta1ketentuan 
mengenai1keanggotaan, cara1pemilihan, tata1tertib pertemuan, 
kemungkinan1bagi negara pihak1untuk sewaktu-waktu1menyatakan 
bahwa1negara tersebut mengakui1kewenangan1Komite1termaksud 
untuk menerima1dan membahas komunikasi1yang1menyatakan 
bahwa1suatu negara1pihak dapat1mengadukan1tentang tidak 
dipenuhinya1kewajiban menurut1Kovenan oleh1negara pihak1lain, 
dan1cara kerja1Komite1dalam1menangani permasalahan1yang 
diajukan1kepadanya. 
Kovenan1kemudian menegaskan1bahwa tidak1ada satu 
ketentuan1pun dalam1Kovenan ini1yang boleh1ditafsirkan1sebagai 
mengurangi1ketentuan1Piagam PBB1dan konstitusi1badan1khusus 
dalam hubungan1dengan masalah1yang1diatur dalam1Kovenan ini 




yang1boleh ditafsirkan1sebagai mengurangi1hak melekat1semua 
rakyat1untuk menikmati1dan menggunakan1secara1penuh dan1secara 
bebas1kekayaan dan1sumber daya1alamnya1 (Pasal 47). 
Kovenan1ini1diakhiri dengan1Pasal-Pasal penutup yang bersifat 
prosedural1seperti pembukaan1penandatanganan, prosedur yang harus 
ditempuh1oleh suatu1negara untuk1menjadi1pihak1padanya, mulai 
berlakunya, lingkup1berlakunya1yang, meliputi seluruh bagian negara 
federal1tanpa1pembatasan dan1pengecualian, prosedur perubahannya, 
tugas Sekretaris1Jenderal1PBB1sebagai lembaga penyimpan 
(depositary) 1Kovenan, dan bahasa1yang dipergunakan1dalam naskah 
otentik1 (Pasal 481sampai dengan1Pasal153). 
3. Hak-Hak1Sipil dan1Politik 
Definisio mengenai hak sipilo adalah hako kebebasan 
fundamentaloyang diperoleh sebagaiohakikat dari keberadaan seorang 
manusiaosedangkan hak politik adalahohak dasar danobersifat mutlak 
yangomelekat di dalamosetiap warga Negara yangoharus dijunjung 
tinggiodan di hormati olehoNegara dalam keadaanoapapun. Hak-Hak 
Sipilodan Politik yang diaturodi dalam Undang-UndangoRepublik 
IndonesiaoNomor 12 Tahuno2005 Tentang PengesahanoInternational 
Covenant OnoCivil And PoliticaloRights (KovenanoInternasional 
TentangoHak-Hak Sipil Dan Politik), meliputi: 




b.   Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawio 
c.   Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksao 
d.   Hak atas kebebasan dan keamanan pribadio 
e.   Hak atas kebebasan bergerak dan berpindaho 
f.   Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan 
hukumo 
g.   Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragamao 
h.   Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresio 
i.   Hak untuk berkumpul dan berserikato 
j.   Hak untuk turut serta dalam pemerintahano 
 
H. Tinjauan Umum Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (CAT) 
1. SejarahoConvention Against Torture andoOther Cruel, Inhumanoor 
DegradingoTreatment or Punishment (CAT) 
Padaotanggal 9 Desember Tahuno1975 Majelis Umum 
PerserikatanoBangsa-Bangsa telaho menerima Deklarasiotentang 
PerlindunganoSemua Orang darioPenyiksaan dan Perlakuanoatau 




Martabat Manusia. Deklarasiotersebut memuat perlindunganoterhadap 
semuaoorang dari sasaranopenyiksaan dan perlakuanoatau hukuman 
yang kejam, tidakomanusiawi, atau merendahkanomartabatomanusia, 
danomenyatakan perlunyaolangkah-langkah yangoefektif untuk 
menjamino pelaksanaan Deklarasiotersebut. Langkah-langkahoini 
mencakupoantara lain perbaikanocara interogasi danopelatihan bagi 
setiapoaparatur penegak hukumodan pejabat publik lainoyang 
bertanggungjawab oterhadap orang-orango yango dirampas 
kemerdekaannya. Deklarasiotersebut bersifat tidakomengikatosecara 
hukum, KomisioHak Asasi ManusiaoPerserikatanoBangsa-Bangsa 
telahomenyusun rancanganoKonvensi MenentangoPenyiksaan dan 
Perlakuan atauoPenghukuman Lainoyang Kejam, TidakoManusiawi, 
atauoMerendahkan Martabat Manusiaoyang selanjutnyaodiajukan 
kepadaoSidang Majelis UmumoPBB untuk disahkan.76 
MajelisoUmum Perserikatan Bangsa-Bangsaomenyetujuiosecara 
konsensusorancangan konvensiotersebut pada tanggal 10oDesember 
1984oyang menyatakanomulai berlaku secaraoefektif padaotanggal 26 
Juni 1987. PemerintahoRepublik Indonesiaomenandatangani konvensi 
padaotanggal 23 Oktohero1985. Deklarasi danoPrograrn Aksi Wina 
1993osepakat antara lainomenghimbau negara-negaraoanggota PBB 
untukosecepatnya mengesahkanoperangkat-perangkatointernasional 
yangosangatopenting di bidang hakoasasi manusia (HAM), termasuk 
                                                          




KonvensioMenentangoPenyiksaan. Sesuai dengan isioDeklarasi Wina 
1993, PemerintahoIndonesia telahomenyusun RencanaoAksi Nasional 
HAMoIndonesia 1998-2003 yangoberisi kegiatan-kegiatanoprioritas 
dalamorangka pemajuanodanoperlindungan HAM.77 
Prioritasokegiatan tahun pertamaoRencana Aksiomencakup 
pengesahanotiga perangkatointernasional di bidangoHAM, termasuk 
KonvensioMenentangoPenyiksaan. Didorong olehorasa tanggung 
jawabountuk memajukan danomenegakkan hak asasiomanusia dan 
pembangunano hukumo di Indonesia, DPRoRI memutuskan 
menggunakanohak inisiatifnyao untuk mengajukano Rancangan 
Undang-Undango tentang Pengesahano Konvensio Menentang 
Penyiksaanodan Perlakuan atauoPenghukuman Lainoyang Kejam, 
TidakoManusiawi, atau MerendahkanoMartabat Manusia yangotelah 
diterimaooleh masyarakatointemasional sebagai salahosatu perangkat 
internasionalodi bidang HAM yangosangat penting.78 
Saatoini Konvensi telahodisahkan oleh 105onegara. Indonesia 
termasukonegara yang telahomeratifikasinya danotelah diundangkan  
Undang-UndangoRepublik IndonesiaoNomor 5 Tahun 1998oTentang 
PengesahanoConvention AgainstoTorture And OtheroCruel, Inhuman 
OroDegrading TreatmentoOr Punishment (KonvensioMenentang 
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PenyiksaanoDan Perlakuan AtauoPenghukuman LainoYang Kejam, 
TidakoManusiawi, AtauoMerendahkan MartabatoManusia). Pancasila 
sebagaiofalsafah dan pandanganohidup bangsa Indonesiaodan 
Undang-UndangoDasar 1945 sebagai sumberodan landasanohukum 
nasional, menjunjungotinggi harkat danomartabat manusiaoseperti 
tercerminodalam Sila Kemanusiaanoyang Adil dan Beradab. Asasoini 
merupakanoamanat konstitusionalobahwa bangsa Indonesiaotertekad 
untuk mencegahodan melarangosegalaobentuk penyiksaan, sesuai 
dengan  inioKonvensi ini. 
Dalamo rangka pengamalano Pancasila dan 
pelaksanaanoUndang-Undang Dasaro1945, Indonesiaopada dasarnya 
telaho menetapkan peraturanoperundang-undanganoyang langsung 
mengaturopencegahan danopelarangan, segala bentukopenyiksaan 
yangotidak manusiawi danomerendahkan martabatomanusia. Namun 
perundang-undanganoitu karena belumosepenuhnya sesuaiodengan 
Konvensi, masihoperluodisempurnakan. Penyempurnaanoperundang-
undangano nasional tersebut, akano meningkatkan 
perlindunganohukum secaraolebih efektif, sehinggaoakan lebih 
menjaminohak-hak setiapowarga negara bebasodari penyiksaan dan 
perlakuanoatau penghukumanolain yang kejam, tidak manusiawioatau 
merendahkanomartabat manusia, demiotercapainya suatuomasyarakat 
Indonesiaoyang tertib, teratur, danoberbudaya.  Suatuomasyarakat 




mewujudkano upaya bersamao untuk memeliharaoperdamaian, 
ketertibano umum, dan kemakmurano dunia sertaomelestarikan 
peradabanoumat  manusia.  
Pengesahan odan pelaksanaan oisi Konvensio secara 
bertanggungjawabo menunjukkan kesungguhanoIndonesiaodalam 
upayaopemajuan dan perlindunganoHAM, khususnya hakobebas dari 
penyiksaan. Hakoini juga akan lebihomeningkatkan citraopositif 
Indonesiaodi dunia internasionalodan memantapkanokepercayaan 
masyarakatointernasional terhadapoIndonesia. Sehingga halotersebut 
sebagaio pendorong Indonesiao untuk meratifikasio Konvensi 
MenentangoPenyiksaan dan Perlakuanoatau HukumanoLain yang 
Kejam, TidakoManusiawi, dan MerendahkanoMartabat Manusia. 
Indonesiao sebagai negara berdaulat dano sesuaio dengan 
ketentuanohukum intemasionaloyang berlaku, memutuskanountuk 
menyampaikanosuatu pernyataano (declaration) terhadapoPasal 20 
Konvensi. Pernyataanoini menegaskanobahwa dalamomelaksanakan 
kewajiban-kewajibano sebagaimanao dimuat dalarno konvensi, 
kedaulatanonasional dan keutuhanowilayah Negara Pihak harusotetap 
dihormatiodan dijunjungotinggi. Pernyataan (declaration) iniotidak 
mempunyaiokekuatan mengikatosecara hukum sehinggaopemyataan 
tersebutosama sekali tidakomenghapuskan kewajibanoatau tanggung 




Indonesiao menyatakano Pensyaratano (Reservation) terhadap 
Pasal 30o ayat (1) Konvensioyang mengatur upayaopenyelesaian 
sengketaomengenai penafsiran danopelaksanaan konvensiomelalui 
MahkamahoInternasional (InternationaloCourt of Justice). Sikapoini 
diambilo antara lain atasopertimbangan bahwa Indonesiao tidak 
mengakuio jurisdiksi yang mengikatosecara otomatiso (compulsory 
jurisdiction) Dario Mahkamaho Internasional. Pensyaratano tersebut 
bersifatoprosedural sesuai denganoketentuan hukumointernasional 
yangoberlaku. 
2. Pokok-pokokoPikiran  yang  Mendorongolahirnya CAT 
Beberapao pemikiran sebagaio langkah untuko menentang 
penyiksaano sehinggaomendorong  lahirnyaoCAT yaitu: 
k.   Penyiksaanodan perlakuan atauopenghukuman lain yangokejam, 
tidakomanusiawi, atau merendahkanomartabat manusiaomasih 
terusoterjadi di berbagaionegara dan kawasanodunia, yang 
diakuiosecara luas akan dapatomerapuhkano sendi-sendi 
tegaknyaomasyarakatoyang tertib, teratur, dano berbudaya. 
Dalamorangka menegakkan sendi-sendiomasyarakatodemikian 
itu, seluruhomasyarakat internasionalobertekad bulatomelarang 
danomencegah segala bentuko tindako penyiksaan, baik 
jasmaniahomaupun rohaniah. Masyarakatointernasionalosepakat 




suatuo wadah perangkatointemasional yango mengikat semua 
Negara  Pihakosecara  hukum. 
l.   Majeliso Umum PBB telah menerimao Deklarasi 
UniversiloHAM pada tanggalo l0 Desember 1948. Pasalo5 
Deklarasioini menjamin sepenuhnyaohak setiap orangountuk 
bebasodari segala bentuk penyiksaanodan perlakuanoatau 
penghukumano lain yango kejam, tidako manusiawi, atau 
merendahkanomartabatomanusia. 
m.   Perangkatointemasional di bidang HAMoyang bersifatosangat 
pentingolainnya, yakni KovenanoIntemasional tentangoHak-
Hak Sipilodan Politik (Pasal 7), menetapkanobahwaohak 
tersebutomerupakan hakofundamental yang tidakoboleh 
dikurangiodengan alasanoapapun (nonderoglabe rights). 
3. Pokok-pokokoisi Konvensi MenentangoPenyiksaan DanoPerlakuan 
AtauoPenghukuman Lain YangoKejam, Tidak Manusiawi, Atau 
MerendahkanoMartabat Manusia 
KonvensioMenentang Penyiksaan atauoyang dalamobahasa 
resminyaoadalah KonvensioMenentang Penyiksaanodan Perlakuan 
atauo Hukuman Lain yango Kejam, Tidako Manusiawi, dan 
MerendahkanoMartabat Manusiaoatau yang dalam bahasaoInggris 
lebihodikenal dengan The UnitedoNations Conventionoagainst 




Punishmento adalah sebuah instrumenohukum internasionaloyang 
bertujuanountuk mencegah penyiksaanoterjadi di seluruho dunia. 
Konvensioini mewajibkan negara-negaraopihak untukomengambil 
langkah-langkaho efektif untuk mencegahopenyiksaan terjadiodi 
wilayahnyao dan Konvensi melarango pemulangan paksaoatau 
ekstradisioterhadap seseorang ke Negaraolain di mana iaoberhadapan 
dengan  risikoopenyiksaan.79 
Konvensio Menentang Penyiksaano terdirio atas pembukuan 
dengan 6 paragrafodan batang tubuh dengan 3obab yang terdirioatas 
33 pasal, yaitu: 
a   Pembukaano meletakkan dasar-dasaro dan tujuano Konvensi. 
Dalamo konsideran secara tegaso dinyatakano bahwa tujuan 
Konvensioini adalah lebih mengefektifkanoperjuanganodi 
seluruh duniaodalam menentang penyiksaanodan perlakuano 
atau penghukumanolain yango kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkanomartabat  manusia. 
b   Bab I (Pasal 1-16) memuatoketentuan-ketentuanopokok yang 
mengaturodefinisi tentang penyiksaanodan kewajibanoNegara 
Pihakountuk mencegah dan melarangopenyiksaan 
danoperlakuan atau penghukumanolain yang kejam, tidak 
manusiawi, atauomerendahkanomartabatomanusia. 
                                                          




c   Bab II (Pasal 17-24) mengaturoketentuan mengenaioKomite 
MenentangoPenyiksaan (CommitteeoAgainst Torture) danotugas 
sertao kewenangannya dalamo melakukan pemantauano atas 
pelaksanaanoKonvensi. 
d  Bab III (Pasal 25-33) merupakano ketentuan penutupo yang 
memuato hal-hal yang berkaitano dengan mulaioberlakunya 
Konvensi, perubahan, pensyaratano (reservation), ratifikasiodan 
aksesi, pengundurano diri sertao mekanismeopenyelesalan 
perselisihanoantaroNegaraoPihak. 
Indonesiaosendiri meratifikasi konvensioini melaluioUU No 5 
Tahun 1998o pada 28 Septembero1998. Melalui UU ini 
Indonesiaojuga melakukanodeklarasi terhadap ketentuanoPasal 20 
ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) sertaomelakukan reservasioterhadap 
ketentuanoPasal 30 ayat (1) dariokonvensi ini. Pasal 1oKonvensi 
Menentango Penyiksaan mengedepankano sebuah definisiomengenai 
tindakan-tindakano yang  merupakano “penyiksaan” yangodisepakati 
secaraointernasional.  
Istilah “penyiksaan” berartiosetiap perbuatanoyang dilakukan 
denganosengaja, sehinggaomenimbulkan rasa sakitoatau penderitaan 
yangoluar biasa, baikojasmani maupun rohani, padaoseseorang untuk 
memperolehopengakuan atauoketerangan dari orangoitu atau orang 




dilakukanoatau diduga telahodilakukan oleh orang ituoatau orang 
ketiga, atauomengancam atau memaksaoorang itu atau orangoketiga, 
atauo untuk suatu alasanoapa pun yang didasarkanopada  setiap  
bentuk diskriminasi, apabilao rasa sakit atau 
penderitaanotersebutoditimbulkanooleh, atas hasutanodari, dengan 
persetujuanoatau sepengetahuanoseorang pejabat publikoatau orang 
lain yangobertindak di dalam kapasitasopublik. Hal itu tidakomeliputi 
rasaosakit atau penderitaan yangosemata-mata timbulodari, melekat 
padaoatauodiakibatkan  olehosuatu sanksi hukumoyang berlaku.  
Unsur-unsuro pokok dari apao yang mendasariopenyiksaan 
terkandungo dalam Pasal 1 Konvensio MenentangoPenyiksaan 
mencakup: 
a.    Timbulnyaorasa sakit atau penderitaanomental atau fisikoyang 
luar biasa. 
b.   Oleh atauodengan persetujuan atauosepengetahuano pejabat-
pejabatoNegaraoyangoberwenang. 
c.   Untuko suatu tujuan tertentu, sepertiomendapatkanoinformasi, 
penghukumanoatau  intimidasi. 
Perlakuano kejam, dan perlakuano atauo penghukuman 
yangotidakomanusiawio atau merendahkanomartabatomanusiaojuga 
merupakanoistilah-istilahohukum. Istilah-istilah iniomerujuk pada 




suatuo tujuan tertentu, tetapi harusoterdapat suatu niatountuk 
menyingkapkanoindividu-individu padaokondisi-kondisi yangosama 
dengano atau berakibato pada perlakuano sewenang-wenang. 
Menyingkapkano seseorang padao kondisi-kondisi yango layak 
dipercayao merupakan perlakuano sewenang-wenango akan 
menimbulkanotanggung jawab atasopenderitaan yangoditimbulkan. 
Perlakuano yang merendahkan martabato manusia dapat mencakupo 
rasa sakit atauopenderitaan yangotidakosehebatopenyiksaanoatau 
perlakuanokejam atau tidakomanusiawi dan padaoumumnya akan 
mencakupopenghinaan dan penurunanoharga diri si korban. 
Implementasi Konvensi dipantau oleh Komite Menentang 
Penyiksaan (Committee Againts Torture) yang terdiri dari sepuluh 
orang pakar yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di 
bidang HAM. Negara pihak harus menanggung pembiayaan yang 
dikeluarkan oleh para anggota Komite dalam menjalankan tugasnya 
dan pembiayaan penyelenggaraan sidang Negara pihak dan sidang 
Komite. Menurut ketentuan Pasal 19, Negara Pihak harus 
menyampaikan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal PBB, 
laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah mereka lakukan 
dalam melaksanakan kewajibannya menurut Konvensi.  
Dalamohal Komite menerimaoinformasi yang dapatodipercaya 
tentangoadanya indikasi yang berdasarotentang terjadinyaopraktik 




Komiteomeminta agar NegaraoPihak yang bersangkutanobekerjasama 
denganoKomite guna menyelidikioinformasi tersebutodan, untuk 
maksud ini, NegaraoPihak yang bersangkutanoakanomenyampaikan 
tanggapannya.  Dengano persetujuan Negara Pihakoyang 
bersangkutan, penyelidikano demikian meliputio komungklnan 
kunjunganoke wilayah NegaraoPihak yango bersangkutan. 
Demikianlaho secara ringkas mekanismeopemantauanopelaksanaan 
CAT.80 
                                                          






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Teori Ratio Decidendi Dalam Putusan Hakim Berupa Pidana Kebiri 
Kimia 
Beberapa teorioyang1dikemukakan olehoMacKenzieoyang membahas 
faktor-faktoro yang diperlu1dipertimbangkanohakim dalamomenjatuhkan 
putusanoperkaraopidana, yaitu1 teoriokeseimbangan, teori intuisioserta seni, 
teori pendekatanokeilmuan, teori1pendekatanopengalaman, dan teorioratio 
decidendi.81 Teori ratioodecidendi menjelaskanobahwa ketikaoakan 
menjatuhkanoputusannya hakimoharus mempertimbangkan landasan filsafat 
yango mendasar, yang berhubunganodengan dasaroperaturan perundang-
undanganoyang relevan denganopokok perkara, danomotivasi pada 
diriohakim yang jelas untuk menegakkanohukum sertaomemberikan 
keadilanobagi para pihak yang terkaitodengan pokokoperkara. Selain itu, 
teori ratioodecidendi jugaomengharuskan hakimountuk memperhatikan 
faktor-faktoro pendidikano (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, 
penegakan hukum, dan kepastianohukum dalamosetiap putusanoyang 
dijatuhkannya.82  
Penjelasan teori MacKenzie1bahwa unsur yang masuk dalam 
pembahasan hubungan antara penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia  
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dan putusan pengadilan perkara pidana, 1sehingga  teori ratio decidendi 
yang menjadi satu-satunya dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan 
putusan nya.1Penanganan tindak pidana kekerasaan seksual pada anak 
melalui penjatuhan1pidana tambahan kebiri kimia tidak mungkin hanya bisa 
bersandar kepada1kepastian hukum semata, kepentingan korban semata, 
atau kepentingan1masyarakat umum semata. Semuanya itu jelas harus 
dipertimbangkan, 1namun dengan tambahan harus ikut memperhatikan 
kepentingan terpidana. 1Guna memenuhi hal itu semua, maka teori ratio 
decidendi adalah1pedoman pendekatan yang cocok bagi hakim yang sedang 
mengadili perkara tindak pidana perkosaan pada anak. 
Pada putusan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, dalam hal ini 
Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta yang berasal dari keterangan 
saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan yang telah 
diuraikan, maka tidak ada didapat suatu alasan yang dapat menghapuskan 
untuk dapat dipidananya si Terdakwa. Oleh karena itu Hakim menyatakan 
Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak 
dibawah umur. 
Dalam menjatuhkano putusan Hakim tidako dapat sembarangan 
menjatuhkan putusan tanpaodasar-dasar yang kuatodan jelas. Hal ini 
dimaksudountuk menciptakanoputusan yang mencerminkanonilai keadilan. 
Untukomembuat putusanoseorang Hakim membutuhkanobukti-bukti yang 
memperkuatotratio decidendio Hakim dalam menjatuhkano putusan. 




harusoberpedoman pada sistem pembuktianoyang diatur dalam pasalo183 
KUHAP, yakniominimal 2 alat buktio yang sah dan juga keyakinano oleh 
hakim yang menyatakanoTerdakwaobersalah  karena  telahomelakukan 
tindak pidana.83 
Didalam persidanganotelah diajukan bukti-buktiosah yangodijadikan 
pertimbangan bagi Hakim dalamomenjatuhkan putusan yaknioketerangan 
saksi, surat, dan keteranganoTerdakwa. Surat yangodimaksud disinioadalah 
surat hasilodari Visum EtoRepertum. Kemudian adaobarang bukti yang 
menjadiopertimbangan hakimomenjatuhkan putusan berupao1 (satu) stel 
potong bajuoseragam sekolah warna hijau danokuning besertaokerudung 
warnaokuning, 1 (satu) potong celanaodalam warna merahomuda terdapat 
bercako darah, dan 1 (satu) potong kaosodalam warna hijau. 
Apabilaomelihat alat-alatobukti serta barang bukti yangodiajukan ke 
persidanganomemang ada kesesuaianosehingga Terdakwa terbuktiosecara 
sah dan bersalahodihadapanopersidangan. 
Dalamo putusannya Hakim menyatakanobahwa Terdakwaotelah 
terbuktiosecara sah dan meyakinkanobersalah melakukan tindakopidana 
melakukanokekerasan memaksa anakomelakukan persetubuhanodengannya 
atauodengan orangolain, menjatuhkan pidanaoterhadap Terdakwaoberupa 
pidanaopenjara selama 12 (dua belas) tahunodan dendaosebesar Rp 
100.000.000,00 (seratus jutaorupiah) denganoketentuanosubsider 6 (enam) 
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bulanokurungan, menjatuhkanopidana tambahan berupa kebiriokimia, 
menetapkanolamanya masa penangkapanodan penahananoyang telah 
dijalanio oleh Terdakwa dikurangkanoseluruhnya dari pidanaoyang 
dijatuhkan, memerintahkanoagar Terdakwa tetapoberada dalamotahanan, 
menyatakano barang bukti dirampaso untuk dimusnahkan, 
danomembebankanokepada Terdakwa untukomembayar biayaoperkara 
sebesar Rp 5.000,00 (lima  ribuorupiah). 
Diketahuioterdapat 2 (dua) kategori ratioodecidendi hakimountuk 
memutusosuatu perkara, yaitu ratioodecidendi ohakim yang bersifatoyuridis 
danonon-yuridis. Ratio decidendi kategori yuridisomerupakan 
pertimbanganohakim berdasarkanofaktor yang telah diungkapodi 
persidangan dan yangooleh ketentuanoundang-undang telah 
ditetapkanosebagai hal yang harusodimuat dalamoputusan.84 Pertimbangan 
hakimoyang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntuto umum, tuntutano 
pidana, keteranganoSaksi, keterangan Terdakwa, barangobukti, dan 
peraturano perundang-undangan yango menjadi dasar opemidanaan. 
Sedangkanountuk Ratio decidendi kategori non-yuridisoyakni berkaitan 
dengano latar belakang darioperbuatan Terdakwa, kondisioekonomi 
Terdakwa danokeyakinan hakimoatas perbuatanoTerdakwa sebagaimana 
yangomemuat unsur-unsur tindakopidana yang didakwakanokepadanya.  
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Ratio Decidendi kategori yuridis yaitu berupa barang-barang bukti 
yang sah yakni keterangan saksi, surat, dan keteranganoTerdakwa. Bukti 
surat berupa Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. 
Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 
yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, hasil pemeriksaan tersebut 
menunjukan korban mengalami perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa. 
Keterangan Terdakwa di persidangan juga menunjukan bahwa Terdakwa 
mengakui dengan sendirinya melalui keterangan yang diberikannya bahwa 
Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak- anak sebanyak 9 
(sembilan) kali dengan korbannya anak-anak yang berbeda. Serta terdapat 
barang bukti lainya berupao1 (satu) stel potong bajuoseragam sekolah warna 
hijau danokuning besertaokerudung warnaokuning, 1 (satu) potong 
celanaodalam warna merahomuda terdapat bercako darah, dan 1 (satu) 
potong kaosodalam warna hijau. Sehingga hakim dalam pertimbangan 
yuridisnya terdakwaotelah terbuktiosecara sah dan meyakinkanobersalah 
melakukan tindakopidana melakukanokekerasan memaksa anakomelakukan 
persetubuhanodengannya atauodengan orangolain. 
Ratio Decidendi kategori Non-Yuridis yaitu bahwa pidana yang 
dijatuhkan kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku 
terdakwa melalui proses pemidanaan dan agar terdakwa tidak akan 
mengulangi perbuatan perkosan terhadap anak kembali. Perbuatan terdakwa 
menurut hakim juga telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam bagi 




yang sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh 
siapapun. Sehingga pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis adalah 
berasal dari dalam diri hakim itu sendiri yang berlandaskan pada keadilan.  
Dasaro hukum pertimbangano hakim dalam menyatakanobahwa 
Terdakwaoterbukti secara sahomeyakinkan telah bersalahomelakukan 
kekerasanoatau ancaman kekerasanomemaksa anako melakukan 
persetubuhanodengannya telah sesuaiodengan Pasal 76DoUndang-Undang 
Nomor 17 Tahuno2016 tentang PenetapanoPeraturan PemerintahoPengganti 
Undang-UndangoNomor 1 Tahuno2016 tentang PerubahanoKedua Atas 
Undang-UndangoNomor 23 Tahuno2002 tentang PerlindunganoAnak 
MenjadioUndang-Undango karena telah memenuhi unsur-unsuropasal 
tersebutosesuai dengan fakta persidanganodan telah dicantumkanodalam 
putusan, khususnyaopada bagian pertimbanganohakim. Pasalotersebut 
memuat unsur: 
1.   “Setiapoorang” 
Pada putusano tersebut diketahuio bahwa PenuntutoUmum 
menghadirkanoseorang Terdakwa keo persidangan, yangosetelah 
identitasnyaodiperiksa adalah benar merupakanoIdentitasoTerdakwa 
dalamosurat dakwaan PenuntutoUmum, sehingga tidak adaokesalahan 
terhadapoorangnya dalamomenghadirkanoTerdakwao ke hadapan 
persidangan. Selainoitu, selama persidanganotidak terdapatokeraguan 




perbuatannya, sehinggaodenganodemikian unssur “Setiapoorang” 
telah terpenuhi. 
2.   “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannyaoatau dengan 
orang lain” 
Pengertian subounsur “denganosengaja” dalam perkaraoini 
merujukopada konsepokesengajaan (opzettelijke) yangosecara umum 
maknanyao meliputi arti istilaho “menghendaki” (willen) odan 
“mengetahui”o(wetens), dalam artio bahwao pelakuo memang 
menghendakio terjadinyao perbuatano melawano hukumo serta 
mengetahuio pula akibat yangotimbul darioperbuatan tersebut. 
Sedangkanomenurut teorioilmu hukumopidana, pengertianosub 
unsur “denganosengaja” dibagiodalamo3 (tiga) tingkatan, yaitu:  
a.   Sengajaosebagai maksud/tujuanoyaitu bahwaokesengajaan yang 
dilakukanooleh pelaku itu memangobenar-benarodimaksudkan 
untukomenimbulkan akibat sebagaimanaoyang dikehendaki oleh 
pelakuobersangkutan danomemang akibat itulahoyang menjadi  
tujuanoperbuatan pelaku. 
b.   Sengajao berkesadaran kepastiano yaitu apabilao pelaku 
berkeyakinanobahwa ia tidak akanomencapai tujuannyaojika 
tidak denganomenimbulkan akibat atauokejadian yangolain, 




mengetahuiobenar (secara pasti) bahwaoakibat atauokejadian 
lain yangotidak menjadi tujuannya ituoakan terjadi. 
c.   Kesengajaanosebagai kemungkinan suatu kesadaranomelakukan 
perbuatan yangodiketahuinya bahwaoada akibatolain yang 
mungkinotimbul dari perbuatanoitu yang tidak iaoinginkan, 
namun siopembuat tidak membatalkanoniat untukomembatalkan 
perbuatannya. 
Dari beberapa teori mengenai kesengajaan, yang dilakukan Terdakwa 
dengan memanggil korban dan menarik tangan korban kemudian memaksa 
korban dengan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, maka 
tindakan terdakwa yaitu termasuk sengaja sebagai maksud. Sengaja sebagai 
maksud yang dilakukan terdakwa yaitu untuk memperkosa korban.  
Padaopasal tersebut, unsuromelakukan kekerasanoatau ancaman 
kekerasanomemaksa anak melakukanopersetubuhan dengannyaoatau 
denganoorang lain merupakanounsur yang bersifat alternatifomaka jika 
salah satu subounsur telah terpenuhi, makaosecara yuridiso unsur ini 
dianggap telah terbukti. Berdasarkano Yurisprudensio Mahkamah 
AgungoRI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggalo 28 Septembero 1994, 
unsurodelik berupa “kekerasanoatau ancamanokekerasan” harus 
ditafsirkanosecara luas, artinya tidak hanyaoberupa kekerasanofisik 
(lahirlah) melainkanojuga termasuk kekerasanodalam artiopsikis (kejiwaan), 




sehingga korbanomenjadi tidak bebasolagi sesuai kehendaknya 
yangoakhirnya korbanomenuruti saja kemauanopemaksa tersebut. 
Selanjutnya, maksudodari subounsur “memaksa” (dwingen) osesuai 
Pasal 335oKUHP adalahosuatu perbuatan yang sedemikianorupa ditujukan 
untukomelakukan sesuatu, untuk tidakomelakukan sesuatu atauountuk 
membiarkanosesuatu dilakukan. Paksaanoitu dilakukan denganomemakai 
kekerasan, suatuoperbuatan lain atau suatuoperbuatan yangotidak 
menyenangkan, ataupunoancamanokekerasan, ancamanoperbuatanolain, 
atau ancamanoperbuatan yang tidakomenyenangkan, baik terhadapoorang 
itu maupunoterhadap orang lain. 
Selanjutnya, definisio”persetubuhan” menurutoArrest HogeoRaad 
tanggal 5 Februario1912 adalah peraduan antaraoanggota kemaluanolaki-
laki danoperempuan yang biasaodijalankan untuk mendapatkanoanak, jadi 
anggota kemaluanolaki-laki harus masukokedalam anggotaokemaluan 
perempuanosehingga mengeluarkanoair mani. Persetubuhanodengan 
demikianobukanlah sebuah bentukokejahatan tapi merupakanoperbuatan 
manusiawiokarena lumrah dilakukanobahkan merupakanokebutuhan 
kodrati, sifatojahat terhadap aktifitasoseksual ini kemudianomelekat jikaoitu 
dilakukan tidakosesuai dengan hukum sehinggaodisebutlah perbuatanoitu 
sebagai  kejahatanoseksual.85  
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Kemudian, secaraokhusus (lexospecialis) yang dimaksudodengan sub 
unsur “anak” sebagaimanaoketentuan Pasal 1ohuruf aoUndang-Undang 
Nomoro23 Tahun 2002 tentang PerlindunganoAnak sebagaimanaotelah 
diubahobeberapa kali terakhir denganoUndang-UndangoNomor 17 Tahun 
2016 tentangoPenetapan PeraturanoPemerintah PenggantioUndang-Undang 
Nomor 1 Tahuno2016 tentang PerubahanoKeduaoAtas Undang-Undang 
Nomoro23 Tahun 2002 tentangoPerlindunganoAnak MenjadioUndang-
Undang, adalahoseseorang yang belumoberusia 18 (delapanobelas) tahun, 
termasukoanak yang masih dalamokandungan. 
Namun, berdasarkanopenelitianopenulis, peraturanoterkait sanksi 
pidana tambahanokebiriokimia yang dimuat dalamoPasal 81 Ayat (7) UU 
No. 17 Tahuno2016 tidakodicantumkan dalam pertimbangan Hakim. 
Hakimomemutus dengan landasanobahwa hakim memiliki kebebasan dalam 
memutusoperkara. Hakim memberi sanksiopidana tambahan berupa 
kebiriokimia karena tercantumopada fakta persidangan bahwaoTerdakwa 
telah melakukanopersetubuhan denganoanak yang berbeda-bedaosebanyak 
9 (sembilan) kali, yangomana berkaitan denganoPasal 81 Ayato (5) dalam 
unsur, ‘menimbulkanokorban lebih dario1 (satu) orang’ sehinggaoberkaitan 
pula padaoPasal 81 Ayat (7) yangoberbunyi dalamounsur ‘pelaku 
sebagaimanaodimaksud padaoAyat (5) dapat dikenai tindakan berupaokebiri 
kimia’, tetapioHakim tidak menyebutkanoPasal 81 Ayat (7) dalamobagian 




Putusanotersebut akan lebihomemiliki kepastian hukumoapabila 
mencantumkanopasal yang menjadi dasaroadanya sanksi pidanaotambahan 
kebiri kimiaodalam pertimbangan hukumoHakim. Selanjutnya, unsurodalam 
Pasalo81 Ayat (2) yang menjadi dasarohukum pertimbanganoHakim tidak 
dipenuhiooleh terdakwa, yakniounsur “melakukano tipu muslihat, 
serangkaian kebohonganoatau membujuk”. BunyioPasal 81 Ayato (2) yakni, 
“Ketentuanopidana sebagaimanaodimaksud pada ayat (1) berlakuopula bagi 
setiapoOrang yang denganosengaja melakukan tipuomuslihat, serangkaian 
kebohongan, atauomembujuk Anak melakukanopersetubuhanodengannya 
atauodenganoorang  lain.”  
Diketahuiopengertian tipuomuslihat yakni merupakanoperbuatan yang 
dilakukanosedemikian rupa sehinggaomenimbulkan kepercayaanoatau 
keyakinanoatas kebenaran dariosesuatu kepada orangolain. Selanjutnya, 
menurutoR. Sugandhi, penipuanoadalah tindakan seseorangodengan tipu 
muslihat, rangkaianokebohongan, namaopalsu dan keadaan palsuodengan 
maksudomenguntungkan diri sendiriodengan tiadao hak. Selanjutnya, 
menurut ArrestoHoge Raad tanggalo8 Maret 1926, terdapat suatuorangkaian 
kebohonganojika berbagai kebohonganotersebut ada suatuohubungan yang 
sedemikianorupa dan kebohongan tersebutosaling melengkapiodengan 
kebohonganoyang lain sehingga adaohubungan secara timbalobalik yang 
menimbulkanogambaran palsu seolah-olahomerupakahokebenaran. Selain 
itu, unsuromembujuk menurutoR. Soesilo yakni bahwaoorang yang 




memakaiosalah satu dari jalan-jalanoseperti pemberian, salahomemakai 
kekuasaanodan sebagainya. 
Berdasarkanohal tersebut, Terdakwa tidak memenuhiounsur tersebut 
karenao Terdakwa tidak melakukan otipu muslihat, serangkaiano 
kebohongan, atauobujukan kepadaoAnak dan berdasarkanoteoriodiatas. 
Terdakwa hanyaomemenuhiounsur “melakukanopersetubuhan” dan unsur 
tersebutosudah melekat pada Pasalo76D, serta unsur alternatifodalam Pasal 
81 Ayato (2) tidakoterpenuhi. Selain itu, dalam faktaopersidangan pun 
diketahuiobahwa alasan Korbanoadalah karena mengiraoTerdakwa adalah 
teman ayahoKorban, sehingga ikut diajakoke masjid, bukanoatas dasar tipu 
muslihat, serangkaiano kebohongan atauobujukan. Jadioberdasarkan 
penjelasanodiatas, Terdakwa tidak memenuhiounsur-unsur alternatifodalam 
pasalotersebut. 
Salah satu ajaran klasik Beccaria yang menjelaskan tentang dasar 
penjatuhan pidana yaitu “let punishtment fit the crime” yang dalam arti 
bahwa pemidanaan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan 
dalam pengertian pencegahan dan penanggulangan kejahatan, upaya 
rehabilitasi serta sarana perlindungan bagi masyarakat.86 Dalamo hal 
penjatuhano pidana juga seharusnyao beratnya sanksi pidana harus 
seimbang dengano kesalahan dario pelaku (Desert theory). Jadi 
penjatuhanopidana ituoharus diukuroberdasarkan besar kecilnya kesalahan 
yangodibuat olehoseorang pelakuotindak pidana. Ukuran untuk menyatakan 
                                                          




suatuotindak pidanaomasuk dalamokategori berat atau ringan 
bergantungokepadaodua haloyaitu : 
1.   Nilaiokerugianomateriil yangoditimbulkanosebagai akibat dari tindak 
pidanaoyangoterjadi.  
2.   Pandanganoatau penilaianomasyarakatoterhadap suatu perbuatan pada 
satu waktuopandangan atauopenilaian masyarakatoterhadap suatu 
perbuatan padaosatuowaktuotertentu.87 
Sebenarnya vonisoyang dijatuhkanoHakim berupaosanksi pidananya 
lebih ringanodari yangodi tuntut olehoJaksa Penuntut Umum, yakni 12 
tahun penjaraodengan dendaoRp. 100.000.000,00o (seratus juta rupiah) 
subsidairo6 bulanokurungan. SedangkanoJaksa Penuntut Umum menuntut 
agar Terdakwa dihukumodengan vonisohukumano15 tahunopenjara dengan 
dendaoRp. 100.000.000,00o (seratus juta rupiah) subsidairo6 bulan 
kurungan. Akanotetapi vonisoHakim tersebutomenambahkan adanya 
hukumanotambahanoberupaosanksiopengebirianokimia.  
Dalam pertimbangannya Hakim menjatuhkanovonisokebiriokimia 
dengan beralaskanobahwaoperbuatan yangodilakukan oleh si Terdakwa itu 
tidak hanyaodilakukan sekali, akanotetapiosudahodilakukan terhadap 9 
orang anak, osehingga atasodasar itulahoMajelis Hakim yang mengadili 
perkara tersebutomenjatuhiohukumanotambahan untuk mengekang 
kecenderungan (hasrat) Terdakwaountuk melakukanoperbuatan yang 
                                                          




berkaitan denganokejahatanoseksualoyaituoberupa sanksi kebiri kimia. 
Sehingga berdasarkan pada teori Ratio decidendi bahwa yang dilakukan 
Hakim adalah berdasarkan keyakinannya didalam persidangan, Hakim 
menganggap dengan diberlakukannyao voniso kebirio kimiaokepada 
Terdakwa merupakan langkah yangooptimal danokomprehensifodengan 
tidakohanyaomemberikan pemberatan sanksiopidana tapiojuga untuk 
menerapkanobentuk pencegahan (preventif) denganomemberikanotindakan 
berupaokebiri kimiaobagi pelaku perkosaanoterhadapoanak yangolain 
sepertiohalnya Terdakwa. 
Kedudukan hukumanokebiri kimiaodalam sistemopemidanaan di 
Indonesia adalahosebagaiotindakan terhadapopelaku tindak pidana 
perkosaanoterhadap anak. oNamun jikaomerujuk kepadaopasal 10 KUHP 
yangomengatur jenis-jenisohukuman, omakaotidak ditemukan adanya 
tindakanodalam Pasalotersebut. Sanksiopidana yang diatur dalam Pasal 10 
KUHPodi bagiomenjadi dua yaituopidana pokok dan pidana tambahan. 
Bentuk-bentukopidanaopokok, oyaitu berupa pidana mati, pidanaoseumur 
hidup, pidanaopenjara, pidanaokurungan, pidana denda, dan 
pidanaotutupan. Kemudiano bentuk-bentuk pidanao tambahan, yaitu 
pencabutan hak-hakotertentu, perampasanobarang-barangotertentu, dan 
pengumumanoputusanohakim. 
PeraturanoPemerintahoRepublik IndonesiaoNomor 70oTahun 2020 
tentang TataoCara PelaksanaanoTindakanoKebiri kimia, Pemasangan Alat 




PerkosaanoTerhadap Anak, operaturanopemerintahotersebut menjadi 
panduanopelaksanaanokebiri kimiaobagi pelaku pemerkosa anak. Tindakan 
kebiriokimia dikenakanodalam jangkaowaktu paling lama dua tahun. 
Pelakuopemerkosa anakoharus menjalaniopenilaianoklinis terlebih dahulu 
kemudianodari hasilopenilaian klinisotersebutoakan didapatkan kesimpulan, 
apakahopelaku layakountuk di lakukanotindakan kebiri kimia atau tidak, 
setelahomendapatkan kesimpulanomakaolangkah selanjutnya adalah 
pelaksanaan. oAkan tetapi, operaturan pemerintahotersebut tidak 
memberikan keteranganomengenaiobesaran biayaoyang dibutuhkan untuk 
dilakukannya tindakanokebiri kimiaoserta tidakodijelaskan mengenai jenis 
obat yangoakan digunakanodalam melakukanotindakan kebiri kimia 
tersebut.  
Pengawasan yango intensif diperlukan bagi Terdakwa 
setelahodijatuhkannyaokebiriokimia. Dalam Undang-Undang Nomoro17 
Tahuno2016 menyebutkan jangkaowaktu paling lama 2 tahun, makaoselama 
jangkaowaktu tersebut harusodilakukan pengawasan yang intensif. oSebab 
apabila tidakodilakukan pengawasanoyang intensif kepada Terdakwa maka 
Terdakwa bisa saja datang kepada pihak medis untuk meminta agar dirinya 
diberi suntikkan penambahan hormon testosteron kepada dirinya yang 
membuat hormonnya bisa kembali normal lagi. Biaya untukomelaksanakan 
hukumanokebiri tidak murah, Spesialis urologiodari AsrioUrologyoCenter 
dr, ArryoRodjani., SpU., mengatakan bahwaokebiriokimia membutuhkan 




penyuntikanoobatohanya mampuobekerja untukomenurunkan gairah selama 
satuohingga tiga bulan saja.88 oOleh karenanya, opemberian suntikoobat 
tersebutoharus dilakukan berulang kaliosesuai denganojangka waktu 
hukumannya. Dengan kata kain, hukuman kebiriokimia dapatodikatakan 
mahal. 
Perlindungan korbano dapat mencakupo bentuk perlindungan 
yangobersifat abstrak (tidakolangsung) omaupun yang konkreto (langsung). 
Perlindungan yang abstrakopada dasarnyaomerupakan bentukoperlindungan 
yang hanya bisa dirasakanosecara emosionalo (psikis), seperti rasaopuas. 
Sedangkan bentuk perlindunganokorban secaraokonkret/langsungoberupa 
ganti kerugian yangodapat berbentukorestitusi maupunokompensasi. 
Penegakan hukumoyang dilakukan oleh hakimoPengadilan Negeri 
Mojokerto tersebut belumomemberikan perlindungan secaraokonkret 
bagiokorban tindak pidanaoperkosaan. 
Apabilaodikaitkan denganoputusan pengadilanoyang telah dijatuhkan 
oleh hakimokepada pelakuotindak pidana perkosaanoterhadap anak, pada 
hakikatnya merupakanopemberian perlindunganosecara tidakolangsung 
terhadapokorban. Namun, pemberianopidana tersebut belum bisa 
memberikan rasaokeadilan yangosempurna kepadaokorban karena hakim 
hanya menitikberatkan kepada perlindungan yang bersifat abstrak. Hakim 
tidakomenjatuhkan hukumanotambahan berupa pemberian restitusi oleh 
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pelakuokepada korban. Sehingga berdasarkan teori ratio decidendi hakim 
seharusnya memberikan perlindungan yang bersifat konkret berupa 
pemberian restitusi. Munculnya putusan pengadilan demikian 
membenarkanopendapat yang selamaoini berkembang, bahwa denganotelah 
dijatuhkannyaopidana terhadap pelakuo (terdakwa) maka 
denganosendirinya perlindunganoterhadap korbanotelah diberikan. Padahal 
perlindunganodemikianobelumlahomemadai. 
JaksaoPenuntutoUmum maupunoHakim tidak mencantumkan sanksi 
restitusi kepadaopelaku atau terdakwaosebagai pertanggungjawabanoatas 
tindakanoperkosaan anak tersebut. oKetentuan dalamoPasal 21 Peraturan 
Pemerintah Nomoro35 Tahun 2020 tentangoPerubahan AtasoPeraturan 
Pemerintah Nomoro7 Tahun 2018otentang PemberianoKompensasi, 
Restitusi danoBantuan KepadaoSaksi dan Korbanomemang tidak 
memberikan kewajibanobagi jaksaopenuntut umumountuk mengawal 
korban dalamopengumpulan buktioganti kerugian. oNamun, dikarenakan 
restitusi sudahoseharusnya menjadiokesatuan dariotuntutan yang diajukan 
oleh jaksaopenuntut umumodan pembuktianokerugian korban juga 
merupakan bagianodari pembuktianotindak pidana perkosaanoterhadap anak 
orang secaraokeseluruhan, omaka jaksaopenuntut umum seyogyanya lebih 
berperan untukomenghadirkan alatobukti yang dapatomenunjukkan kepada 
hakim tentangoseberapa besaropenderitaan yang dialamiokorban, sehingga 





Pemeriksaan fakta dipersidanganoterkait perbuatanopidana pelaku, 
berdasarkan teori ratio decidendi, hakimoseharusnya jugaomengungkap 
fakta kerugianokorban. Hakim harus peduli denganopenderitaan 
korbanodengan memberitahu hakokorban untuk memperoleh gantiorugi 
Sehingga manakalaoganti rugi tidakodicantumkan dalam tuntutanopidana 
maka hakimoatas dasarokeadilan dapat saja menerapkan pidanaotambahan 
pembayaranoganti rugioatau menerapkan syarat khususobagi pelaku 
untukomembayar ganti rugi dalamopenjatuhan pidana bersyaratotanpa 
harusodiisyaratkan permohonanoitu harus dicantumkan dalam 
tuntutanopidana.89 
Tujuanohukum pidanaodi era modernosekarang ini tidak lagi 
berorientasi padaopembalasan, oakan tetapiomembuat pelaku dan korban 
bisa sama-samaomendapatkan keadilan. oRestitusi yangodimaksud disini 
yaitu selainopelaku dihukumokarena kejahatan seksualoyang dibuat namun 
juga pelakuotersebut membayarkanosejumlah ganti rugiountuk memulihkan 
korban dariotrauma yang dialami. Menurutopendapat penulis, odengan 
dijatuhkannyaokebiri kimia sebagai hukuman kepada Terdakwa, ohal ini 
justruoakan menimbulkanokorban baru yakni Terdakwa itu sendirioataupun 
pelakuopedofilia ituosendiri. Sebab pengebirian secaraopaksa seperti 
halnyaoyang dijatuhkanokepada Terdakwa dalam kasusoini secara tidak 
langsungoakan menyiksaoTerdakwa secara keji dan tidak manusiawi 
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terhadap dirinya. Oleh karena itu, ojika kebiri kimia diberikanokepada orang 
yangosebenarnya tidakomembutuhkannya karena tindakanokriminalnya, 
maka pengebirianosecara kimia ini sia-sia. 
Pertimbanganoterakhir mengenaiohal-hal yangomemberatkan dan 
meringankanoTerdakwa. oHal-hal yangomemberatkan: 
1.    Bahwao perbuatan telaho menimbulkano perasaan sedih yang 
mendalamopadaokeluargaokorban. 
2.    PerbuatanoTerdakwa sangatomeresahkanomasyarakat. 
Haloyangomeringankan: 
1. Tidak ada. 
Berdasarkan pertimbangan hukumnya diatas tidakoada hal yang 
meringankanohukuman bagioTerdakwa menurut teori ratio decidendi adalah 
tidak tepat, karena Terdakwaodalam persidangan telahomengakui 
segalaoperbuatannya, otermasuk mengakui bahwa si Terdakwa telah 
melakukan kekerasanoseksual terhadap anakodibawah umur ituosebanyak 9 
(sembilan) kali. Dan menurutopenulis bahwa pengakuan Terdakwa 
merupakan refleksiosifat terbaikoyang ditunjukkan Terdakwa pada 
saatopersidanganoberlangsung.  
Hukum pidanaobukan lagi diterapkanosebagai suatuoalat untuk 
membalasodendam atauomemberikan hukumoyang seberat-beratnya 




pendekatanokebijakan, karenaomemang pada hakikatnyaohukum hanya 
merupakan bagianodari suatuolangkah kebijakanoatau policy. Politik 
kriminal tanpaomenggunakan hukumopidana (non penal) yangolebih 
menitik beratkanopada sifat preventifo (pencegahan) sebelumokejahatan 
terjadi mempunyaiokedudukan yang sangatostrategis yangoharus lebih 
diintensifkan agaroanak-anak sebagaiogenerasi penerusobangsa terlindungi 
dariokekerasanoseksual. 
 
B. Pemberian pidana kebiri kimia Berkaitan dengan Peraturan Hasil 
Ratifikasi Indonesia Terhadap ICCPR Dan CAT 
Jaminanoterhadapohak asasi manusia bagi setiapoorang, di lindungi 
oleh negarao melaluio konstitusinya. Dengano maksud menjamin 
perlindunganoterhadap hak asasiomanusia bagi rakyatnya, omembuat suatu 
batasan terhadapokekuasaan antaraopenguasa yangodalam hal ini 
pemerintahanodengan rakyatnya.90 oMarthen Kraile, oHAM adalah hak 
yang bersumberodari Allah, osedangkan Jack Donally, omengatakan bahwa 
HAMoadalah hak yangobersumber dari hukum alam, otetapi sumber 
utamanya darioAllah.   
Dalamokaitannya denganohukum, oMansyur Effendy mengatakan 
bahwa hukumodan HAM merupakanosatu kesatuan yangosulit untuk 
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dipisahkan, okeduanya sepertiodua sisi dalamosatu mata uang. Apabila 
suatu bangunanohukum dibangun tanpaoHak AsasioManusia yang 
merupakanopengawal bagiohukum dalam merealisasioperwujudan nilai-
nilai keadilanokemanusiaan. oSebaliknya apabilaoHAM dibangun tanpa 
didasarkan atasosuatu komitmen hukumoyang jelas, omaka HAM tersebut 
hanya akanomenjadi bangunanoyang rapuhodan mudah untuk disimpangi. 
Artinya hukumoharus berfungsiosebagai instrumentariumoyuridis, sarana 
dan atauotool memperhatikanopenghormatan terhadapoprinsip-prinsip 
dalamoHAM.91 
Pengaturanodanoperlindunganoterhadap hakoasasi manusia di 
Indonesiaotertuang dalamoUndang-undangoDasar Negara Republik 
IndonesiaoTahun 1945, oUndang-undang Nomoro39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia, oUndang-undangoNomor 5oTahun 1998 Tentang 
PengesahanoConvention Against TortureoandoOther Cruel, Inhuman or 
DegradingoTreatmentoor Punishmento (Konvensi Menentang Penyiksaan 
dan Perlakuanoatau PenghukumanoLain yang Kejam, oTidak Manusiawi, 
Atau MerendahkanoMartabat Manusia), oUndang-undang Nomoro12 Tahun 
2005 TentangoPengesahan InternationaloConvenantoon Civil and Political 
Rights (Konvenan InternasionaloTentangoHak-hakoSipil dan Politik), odan 
Undang-undangolainnya yangoberkaitan denganoHak Asasi Manusia. 
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Konstitusionalitas, olegalitas, ohak asasi manusia, odan peradilan 
yang independenomerupakan elemen-elemenonegara hukumoyang terkait 
satu samaolain dari terwujudnyaootoritas hukum ituosendiriosehingga 
menjadi prasyaratoterwujudnya prosesopenegakkan hukum yangofair, adil, 
dan transparan. oFokus utamaonegara hukum dalamokonteks sejarah dan 
politik menjelangoabad ke-19 adalahoperlindungan hak-hakoindividual 
warga negara terhadapokesewenag-wenanganokekuasaan negaraodan alat-
alat negara. oMaka dari itu, operlindunganohak sipil dan hak politik warga 
negara ditempatkanosebagai generasiopertama dalamoteori hak asasi 
manusia sebagaimano juga kecenderunganoideologi negaraohukum yang 
lebih berorientasiopada perlindunganohukum hak-hak sipilodan hak politik, 
seperti hakodiperlakukan samaodi depan hukum, obebas dari perbudakan, 
bebas dariopenyiksaan, obebas dari penahananosewenang-wenang, dan 
seterusnya.92 
Memberikanohak-hak yangopantas kepadaotersangka atau terdakwa 
pidana merupakanoperlindungan terhadapoharkat manusia, osehingga 
jaminan pemerintahoterhadap perlaksanaanohak tersangka tersebutosudah 
masukoke wilayahoperadabanoumat manusia. oDalam hal ini, hukum dalam 
dunia yangoberadab yaitu hukumoyang antara lainomelindungi hak-hak 
tersangka secaraomaksimal, di antaranyaoadalah atas suatuoproses hukum 
                                                          





yang adil.93 oDi samping itu, okemerdekaan adalahohak setiap bangsa. 
Adapun kemerdekaanoindividu atau kebebasanoadalah hakosetiap orang, 
yang telahodi bawa sejakolahir. oAll people are born free.94 
Apabila tindakanokebiri kimia tetap dilaksanakanomaka hal tersebut 
dapat melanggaropasal 7 Undang-UndangoRepublik IndonesiaoNomor 12 
Tahun 2005oTentang PengesahanoInternationaloCovenant OnoCivil And 
Political Rightso (Kovenan InternasionaloTentang Hak-HakoSipil Dan 
Politik) yangomenyatakan bahwaotidak seorang punoboleh dikenai siksaan, 
perlakuan atauopenghukuman yang kejam, otidak manusiawi, oatau 
merendahkan martabatodan Pasal 2 ayat (2) oConvetion AgaintsoTorture 
and Others Cruel, oInhuman or Degrading Punsihment (CAT) 
osebagaimana telahodiratifikasi menjadioUndang-undang Nomoro5 Tahun 
1998,  yang menyatakanobahwa tidak ada pengecualian apapun, obaik 
dalam keadaanoperang atau ancaman perang, oatauoketidakstabilan politik 
dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan 
sebagaiopembenaran penyiksaan. oKonvensi tersebut mengaturopelarangan 
penyiksaan baikofisik maupun mental, odan perlakuan atauopenghukuman 
lain yang kejam, otidak manusiawi, oatauomerendahkan martabat manusia 
yang dilakukanoatas hasutan atauodengan persetujuan/sepengetahuan 
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pejabat publiko (public official) danoorangolain yangobertindak dalam 
jabatannya. 
Sebagaimanaodiketahui, bahwao hampiro semua perjanjian 
internasionalomenganutoprinsip-prinsiposebagai berikut:95 
1.   Prinsip Kesetaraan 
Sesuatuoyang sangat fundamentalodari hakoasasi manusia 
kontemporer adalahoide yang meletakanosemua orangoterlahir bebas 
danomemiliki kesetaraanodalam hak asasi manusia. oKesetaraan 
mensyaratkanoadanya perlakuanoyang setara, odimana pada situasi 
sama harusodiperlakukan denganosama, odan dengan perdebatan, 
dimanaopada situasioyang berbeda diperlakukanodengan berbeda 
pula. 
2. Prinsip diskriminasi 
Diatas telah dijelaskanotentang prinsipokesetaraan, omaka 
pelaranganoterhadap diskriminasiomerupakanobagianopenting juga 
dalam prinsipokesetaraan itu. jikaosemua orang setara, omaka 
seharusnya tidakoada perlakuanoyang diskriminatif. oSebab jika 
merujuk padaopengertian diskriminasioadalah kesengajaanoperbedaan 
perlakuan darioperlakuan yangoseharusnya samaoatau setara. 
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Ada duaomacam diskriminasi, oyakni diskriminasiolangsung 
dan tidakolangsung. oDiskriminasi langsungoadalah ketikaoseorang 
baik langsungomaupun tidakolangsung diperlakukanoberbedao (less 
favourable) odari padaolainnya. oSedangkanodiskriminasi tidak 
langsungomuncul ketikaodampak dari hukumoatau dalam praktek 
hukum merupakanodiskriminasi, owalaupun hal itu tidakoditujukan 
untuk tujuanodiskriminasi. oSebagai contohomisalkan pembatasan 
pada hakokehamilanojelas akan berpengaruholebih besar kepada 
perempuan dariopada laki-laki. oSelain itu, hukumohak asasi manusia 
internasionalotelah memperluasoalasanodiskriminasi. 
Deklarasio Universalo Hak Asasi Manusiao (DUHAM) 
menyebutkanobeberapa alasanodiskriminasi antara lain ras, owarna 
kulit, ojenis kelamin, obahasa, agama, opendapat politik atau opini 
lainnya, onasional atau kebangsaan, okepemilikan akan suatuobenda 
(property), okelahiran atau status lainnya. oSemua hal itu merupakan 
alasan yangotidak terbatasodanosemakin banyak pula instrument yang 
memperluas alasanodiskriminasi termasukodi dalamnyaoorientasi 
seksual, oumurodanocacat tubuh. 
3.   KewajibanoPositif untukoMelindungioHak-Hak Tertentu. 
Menurut hukumohak asasi manusiaointernasional, osuatu negara 
tidak bolehosecara sengajaomengabaikan hak-hakodan kebebasan. 




melindungiosecara aktif danomemastikanoterpenuhinyaohak-hak dan 
kebebasan-kebebasan. oUntukokebebasan berekspresi, osebuah negara 
boleh memberikanokebebasan denganosedikitopembatasan yang 
diatur secaraohukum. oUntuk hak hidup, onegara tidakoboleh 
menerima pembatasanoyang pasif, onegara wajibomembuat aturan 
hukumodanomengambil langkah-langkahoguna melidungi hak dan 
kebebasanosecara positifoyang dapat diterimaooleh negara. okarena 
alasan inilah, omakaoNegara berkewajibanomembuat aturan hukum 
yang melarangopembunuhan untukomencegah aktoronon negara 
melanggarohak untuk hidup. oPenekannanyaoadalah bahwa negara 
harus bersifatoproaktif dalamomenghormati hak untukohidup dan 
bukan bersifatopasif. oContoh misalnyaohak untuk hidup itu sendiri 
dan pelaranganopenyiksaan. oNegara tidak bolehomengikuti 
kesalahanodari negara lain yangomelanggar ketentuan hakountuk 
hidup atauomelanggar larangan penyiksaan. oSuatu negaraotidak 
bolehomembantu negaraolain untuk menghilangkanonyawa seseorang 
atauomelanggarolaranganopenyiksaan. 
Dari gambaranoprinsip-prinsip yangotelah diuraikanodiatas, poin 
penting yang dapatopenulis garisobawahi dari prinsip-prinsipoinstrumen 
internasional adalahoberkaitan denganokewajiban positif untukomelindungi 
hak-hakotertentu yakniohak hidup danolarangan atas suatuopenyiksaan. 
Penyiksaanodipandang secaraopaling serius olehokomunitas internasional, 




perlindungan hakoasasi manusia. oPelarangan terhadapopenyiksaan ini tidak 
dapat dikurangiodalam keadaanoapapun (nonoderogable) dan melakukan 
penyiksaan adalahotermasukokejahatanointernasional, hal iniosesuai dengan  
pasal 7 ostatuta RomaoMahkamah PidanaoInternasional Tahun 1998. 
Bagi NegaraoPihak wajib mengambilolangkah-langkaholegislatif, 
administratif, ohukum dan langkahoefektif lainnya gunaomencegah tindak 
penyiksaanodi dalamowilayah yurisdiksinya. oTidak terdapat pengecualian 
apapun, baikodalam keadaan perang, oketidakstabilan politikodalam negeri, 
maupun keadaano darurato lainnya yangodapat dijadikanosebagai 
pembenaranoatas tindak penyiksaan. oDalam kaitan ini, operintah dari 
atasan atauopenguasa (publicoauthority) jugaotidak dapatodigunakan 
sebagai pembenaranoatas suatu penyiksaan. oNegara Pihakodiwajibkan 
mengaturosemua tindakopenyiksaan sebagaiotindak pidana dalam peraturan 
perundang-undangannya. oHal yang sama berlakuopula bagi siapaosaja 
yang melakukanopercobaan, omembantu, oatau turut serta melakukan 
tindak penyiksaan. oNegarao Pihak juga wajibomengatur bahwa pelaku 
tindak pidana tersebutodapat dijatuhiohukuman yang setimpalodengan sifat 
tindak pidananya.  
Konvensiojuga mewajibkanoNegara Pihak memasukkanotindak 
penyiksaan sebagaiotindak pidanaoyang dapatodiekstradisikan. oKonvensi 
selanjutnyaomelarang NegaraoPihak untuk mengusir, omengembalikan, 
atau mengekstradisikanoseseorang keonegara lain apabilaoterdapat alasan 




penyiksaan. oNegara Pihakolebih lanjut harusomelakukan penuntutan 
terhadap seseorangoyang melakukanotindak penyiksaanoapabila tidak 
mengekstradiksikannya.  
NegaraoPihak lebih lanjutowajib saling membantuodalam proses 
peradilan atas tindak penyiksaan dan menjamin bahwa pendidikan dan 
penyuluhanomengenai laranganoterhadap penyiksaanosepenuhnya 
dimasukkan keodalam program pelatihanobagi para aparatopenegak hukum, 
sipil, oatau militer, opetugas kesehatan, opejabat publik dan orang-orang 
lain yang terlibatodalam prosesopenahanan, opermintaan keterangan 
(interogasi), atau perlakuanoterhadap setiapopribadio (individu) yang 
ditangkap, oditahan, oatau dipenjarakan. oNegara Pihak juga wajib 
mengatur dalamosistem hukumnyaobahwa korbanosuatu tindak penyiksaan 
memperoleh gantiorugi danomempunyaiohak untuk mendapatkan 
kompensasi yangoadil dan layak, otermasuk sarana untukomendapatkan 
rehabilitasi. 
CAT sudahoberlaku sejako1987 danocukup besarnya jumlah Negara 
yang menjadiopihak pada instrumenoini, namun praktikopenyiksaan (atau 
perlakuan atauopenghukuman lainoyang kejam, otidak manusiawi, atau 
merendahkan martabat) omasih banyakoterjadi. oPengamatan menunjukkan 
bahwa praktikopenyiksaan terjadi, oterutama diotempat-tempat di mana 
orang dirampasokebebasannya (karenaodiduga atau dinyatakanomelakukan 
pelanggaran hukum), odengan kata-kata lain, odiotempat-tempat penahanan 




oleh kondisiodemikian, okomunitas internasionaloberpendapat tentang 
perlunya peningkatanoefektivitas pemantauanopelaksanaan CATodan 
pencegahan terjadinyaoatau terjadinyaolagi penyiksaano (atau perlakuan 
atau penghukumanolain yang kejamo tidak manusiawi, oatauomerendahkan 
martabat)  dengano menciptakano mekanismeoyang memungkinkan 
kunjungan keotempat-tempatopenahanan atauopenghukuman.96 
Indonesia jugaotelah mengesahkanoKonvensi MenentangoPenyiksaan 
dan Perlakuanoatau HukumanoLain yang Keji, oTidak Manusiawi, odan 
Merendahkan MartabatoManusia melaluioUndang-UndangoNomor 5 Tahun 
1998. oDengan demikian, openjatuhan kebiri kimiaosecara paksa seperti 
yang diatur dalamoUndang-undangoPerlindungan Anak ituotidaklah tepat 
diterapkan pada pelakuoperkosaanoterhadap anakodibawah umur. 97 Sebab 
padaopokoknya kebiriokimia itu sebuahotreatment bukan sebagai 
punishment yangoartinya kebiri kimiaoitu diterapkan kepadaoseseorang 
apabila dari orangotersebut memintaountuk dirinya dikebiriosebagai bentuk 
perawatan terhadapodirinya yang memilikionafsu seksualoyang berlebih. 
Kebiri secaraopaksa (forcibleochemicalocastration atau involuntary 
chemical castration) osemacam ituojuga merupakanopraktikopurbakala 
yang tentunyaomelanggar ICCPRodan CAT. oPraktik retributifoseperti itu 
menyimpang jauhodari praktik kebiriokimia padaoumumnya (sebagai 
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treatment). oPatut disayangkan, ofilosofi retributifosemacam itulah yang 
telanjur sudahomenjadi warnaokebiri dalam hukumodi Indonesia. oDengan 
kata lain, okebiri kimiaoyang diberlakukanodi Indonesia adalah manifestasi 
kebiri kimiaoyang salah kaprah.98 oAkan tetapi penjatuhanokebiri kimia 
sebagai treatmentojuga memilikioberbagai efek sampingoyang harus 
dijadikan pertimbangan, omelaksanakanohukumanokebiri kimia hanya akan 
memperburuk kondisiosi pelaku. Lebih banyakosisi negatifnyaodaripada sisi 
positifnya karenaohukuman kebiri kimiaoini dapat mengubaholaki-laki 
menjadi sepertioperempuan. Karenaohormon testosteronnyaohilang 
sehingga payudaranyaoakan tumbuh, ootot-otot akan melemah, odiabetes, 
tulang keropos, otidak ada nafsu sepertiomayat hidup. oSelanjutnya kebiri 
kimia ini jugaosifatnya tidaklah permanen. oArtinya, ojikaopemberian zat 
kimia tersebutodihentikan, oefeknya juga akanoberhenti dan pelaku akan 
mendapatkanokembaliofungsioseksualnya. 
MenurutoHerbet L. Packer, odalam penggunaanosanksi pidana harus 
memperhatikanosyarat-syaratosebagaioberikut:99 
1.   Perbuatan yangodilarang tersebutomenurut pandanganosebagian besar 
anggota masyarakatosecara menyolokodianggap membahayakan 
masyarakat danotidak dibenarkanooleh apa saja yang oleh masyarakat 
dianggap penting; 
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2.  Penerapan sanksiopidana terhadapoperbuatan tersebutokonsisten 
denganotujuan-tujuanopemidanaan; 
3.  Pemberantasanoterhadap perbuatanotersebut tidakoakan menghalangi 
atau merintangioperilakuomasyarakatoyang diinginkan; 
4.  Perilaku tersebut dapatodihadapi melaluiocara yangotidak berat 
sebelah danotidakobersifatodiskriminatif; 
5.   Pengaturan melaluioproses hukumopidana tidak akanomemberikan 
kesanomemperberatobaik secaraokualitatif maupun secara kuantitatif; 
6.  Tidak adaopilihan-pilihan yangoberalasan daripadaosanksi pidana 
tersebut guna menghadapioperilaku yangobersangkutan; 
Menurut DavidoGarland, opemidanaan merupakanosuatu proses 
hukum dimanaopelaku tindak pidanaodinyatakan bersalahodan dipidana 
sesuai kategoriodan melaluioprosedur hukumoperaturan perundang-
undanganopidana. oMenurut Beccaria, tujuanoutama pemidanaan adalah 
untuk mencegah pelakuotindak pidana melakukanotindak pidana baru 
terhadap sesamaowarga negaraodan untuk mencegahoorang lain melakukan 
tindakopidanaoyangosama.100 
Secara umumotujuan pemidanaanomempunyaio2 (dua) tujuan, yaitu:  
1. Tujuano perlindungano masyarakat, untukomerehabilitasi dan 
meresosialisasikano pelakuo tindako pidana, omengembalikan 
                                                          




keseimbanganoantara pelakuotindak pidanaodengan masyarakat yang 
terganggu akibat oilakukannya tindakopidana, osehinggaokonflik 
yang adaodapatoselesai,  
2. Tujuan yangobersifat spiritual Pancasilaoyaitu bahwaopemidanaan 
bukan dimaksudkanountuk menderitakanopelaku tindak pidana, odan 
pemidanaanodilarang untukomerendahkan martabatomanusia.101 
Tujuan pemidanaanoyang sudahodikemukakan di atas, diodalam 
konsep RancanganoKitab Undang-UndangoHukum Pidanao (KUHP) 
Nasional tahun 2018opada pasal 58 ayato (1) huruf a-dodan ayat (2) 
dikemukakanojugaomengenai tujuanopemidanaan danomaksud dari 
pemidanaanotersebutoyaitu: 
1.   Pemidanaan bertujuan: 
a.   mencegahodilakukannyaotindak pidanaodengan menegakkan 
norma hukumodemi pelindunganodan pengayomanomasyarakat; 
b.   memasyarakatkatoterpidana denganomengadakanopembinaan 
dan pembimbinganoagar menjadioorang yang baikodan 
berguna; 
c.   menyelesaikanokonflik yangoditimbulkan akibatotindak pidana, 
memulihkanokeseimbangan, osertaomendatangkan rasa aman 
danodamaiodalamomasyarakat; dan 
                                                          




d.   menumbuhkanorasa penyesalan danomembebaskanorasa 
bersalahopadaoterpidana. 
2.   Pemidanaan tidakodimaksudkan untukomenderitakan manusiaodan 
merendahkanomartabatomanusia. 
Berdasarkan tujuanopemidanaan yangotelah dijelaskanodiatas dapat 
disimpulkan bahwaotujuan pemidanaanotidak lain ialahobukan 
dimaksudkan untukomembuat manusiaomenderitaodan merendahkan 
martabat manusia. oHaloini jugaosesuai denganoperkembangan teori 
pemidanaan yangodianut Indonesiaobukanlah sistemoreglement penjara 
melainkan sudaho menganuto sistemo pemasyarakatan. Sistem 
pemasyarakatanoini sendiriodicetuskan olehoSahardjo padaotahun 1964.102 
Dalamosistem pemasyarakatanoitu sendiri tujuanodari pidana itu 
disamping menimbulkanorasa derita padaonarapidana karenaokehilangan 
kemerdekaanobergerak, membimbingonarapidana agar bertobat, omendidik 
agar menjadi anggotaomasyarakat yang baikodan taatopada hukum. Jadi 
berdasarkan sistemopemasyarakatan fokusnyaobukan lagiokepada 
pembalasano (teori absolute/teorioretributive) omelainkan pada bagaimana 
membina atauomerawat sertaobagaimana agarosi pelaku kejahatan itu 
menyadari akanoperbuatanojahatnyao (teori treatment). 
Pemidanaan terhadapopelaku tindakopidana jugaoharus tetap 
memperhatikanonilai-nilai yangoterkandung dalamoPancasila, danohidup 
                                                          




serta berkembangodalam masyarakat, osehinggaohukuman yang dikenakan 
kepada pelakuotindak pidanaooleh Hakimodapat memberikan dampak 
positif terhadapopelaku danomasyarakat. Putusan (vonis) oyang dikenakan 
kepada pelaku tindakopidana pemerkosaoanak oleh Hakim, obaik itu sanksi 
pidana maupun tindakanoharus telah melaluiopertimbanganomengenai 
dampak positifoatau negatifobagi pelakuodanomasyarakat.103 
Sudartooberpendapato bahwa dalamo menghadapi masalah 
kriminalisasioterdapat hal-haloyang haruso diperhatikan diantaranya 
penggunaan hukumopidana harusomemperhatikanotujuan pembangunan 
nasional, yaituomewujudkan masyarakatoadil dan makmuroyang merata 
materiil spiritualoberdasarkanopancasila. oApabila memperhatikan pendapat 
Sudarto tersebut, ohukum kebiri kimiaosebagaimana yangodiatur dalam 
Undang-UndangoPerlindungan Anakojustru tidakomewujudkanomasyarakat 
yang adilodan makmuroberdasarkan Pancasila, otetapi lebih ke 
penghukumanoterhadap pelaku. 
Sila ke-2oPancasila menyatakanobahwa KemanusiaanoyangoAdil dan 
beradab, odenganodilakukannyaohukuman kebiriokimia sepertioyang diatur 
dalamoUndang-UndangoPerlindungan Anakojustru menjadikanomanusia itu 
kehilangan kepercayaanodiri sebagai makhlukoTuhan danohukuman kebiri 
kimia tersebutotidak memanusiakanomanusiaoagar lebih beradab.104  
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Seiringodengan perkembanganoteori pemidanaanoyangocenderung 
mengalami pergeserano dari falsafah pemidanaano yang 
bersifatomenghukumomenuju kepadaopemidanaanoyang bersifat mendidik 
dan membina, oeksistensi pidanaopenjatuhanokebiri kimiaosebagaimana 
yang diaturodalam Undang-UndangoPerlindungan Anakodalam suatu 
pemidanaan perluodikaji ulang. Merumuskanotujuan pemidanaan secara 
baik, odapat menjadiolandasan untukomenentukan cara, sarana atau 
tindakan yangoakan digunakan. oSedangkan kebijakanopenetapan suatu 
sanksi pidanaoyang sekirannyaodapat mencapai tujuan pemidanaan, tidak 
dapat dilepasodari prosesopemilihan beberapaoalternatif sanksi pidana 
sebagai upaya menentukanopidana manaoyang paling tepat, odan paling 
efektif untukoditetapkan.  
Denganodemikian untukomelihat dasaropembenaran pemberlakuan 
pidana penjatuhanokebiri kimia bagiopelaku tindakopidana perkosaan 
terhadapoanak dibawahoumur dalamosistem hukum pidana di Indonesia 
dapatodilakukan denganomenilai dariokeberadaan pidana penjatuhan kebiri 
kimiaoitu sendiriodalam sistemoperundang-undangan di Indonesia 
(Undang-UndangoNomor 17oTahun 2016) oapakah sudah selaras dengan 
tujuan pemidanaanoyang telahodi terapkan dalamosistem hukum pidana di 
Indonesia. 
Dalam hal ini, otujuan pemidanaanoyang menjadiodasar pembenaran 
penjatuhan pidanaokebiri kimiaoialah dianggapopengaturan yang 




pedofil. Hal ini dapatodilihat denganosemakin meningkatnyaoperkosaan 
terhadapoanak dariotahun ke tahun, osehingga perlu dilakukan pemberatan 
sanksiopidana pada pelakuoperkosaanoterhadap anak yakni dengan 
memberikanopidana tambahanoberupa kebiriokimia kepada 
pelakuokejahatanoseksualoterhadap anak. 
Pada dasarnyaopemberian pengebirianokimia merupakanosuatu 
bentuk treatmentoterhadap si pelakuokejahatan seksual, oseperti yang 
dipraktikkan di banyakonegara lain, okebiri kimiaobertitik tolak dari filosofi 
rehabilitasi. oPelaku kejahatanoseksual terhadap anakodipandang sebagai 
orang yang sakit. oKarena sakit, konsekuensinyaoadalahodia perlu diobati. 
Bahwa pelakuokejahatan seksual ituodihukum berat, masuk akal. oTetapi 
kebirinya sendiriobukan bagian dariohukuman, apalagiosebagai sanksi 
pemberatan. 
Kebiri sebagaiorehabilitasi diselenggarakanoberdasarkanopermintaan 
atau persetujuan pelaku. oPermintaan sedemikian rupa, obisa dipahami atau 
didahului oleh terbangunnyaokesadaran pelakuobahwaoperbuatannya 
tersebut merupakanokejahatan danomendatangkanopenderitaan pada anak-
anak. Perubahan pemikirano (keinsafan) itu yangoinginodisempurnakan 
oleh pelaku denganosecara sukarelaomeminta agar negaraomelakukan 




tidak lagi bisa digunakanosebagai alatokejahatan. oCaranya adalah dengan 
melaluiokastrasiohormonal.105 
Denganokebiri kimia secaraosukarela (voluntaryochemical castration 
atau inforcible chemicalocastration) oterbukti bahwaopelaku akan berubah 
baik tabiat danoperilakunya. oPotensi residivismeoakan cenderung menurun 
atau bahkanomenghilangosama sekali. oWalau tetap perlu dipahami bahwa 
perbaikanotersebut tidakodisebabkan oleh semata-mataomelalui kebiri, 
melainkanobersumber darioadanya kesadaran atauokeinsafanopelaku. 
Sedangkan hukumanokebiri kimiaosebagaimana yangodiatur dalam 
Undang-UndangoPerlindunganoAnak itu dapatodikualifikasi sebagai 
penghukuman keji yangotidak sesuaiodenganoKonstitusi dan komitmen 
Indonesia dalamobidangohak asasi manusiaoyaitu telah melanggar ICCPR 
dan CAT sertaotidak sejalanodengan sistemopemasyarakatan yang dianut 
oleh Indonesia karenaohukuman kebiri kimiaotersebut dianutoberdasarkan 
teori retributif. 
Manifestasi kebiriokimiawi yangosalah kaprahoyakni sebagai 
penindakanoretributif nampak nyataopada putusan Majelis Hakim PN 
Mojokerto Nomoro69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.. oDi dalam putusan Hakim 
tersebut, okebiri sepenuhnyaomenjadi putusan Hakim. oPelaku, mau tidak 
mau, suka atau tidakosuka harus menerima sanksi pengebirian. oKebiri 
berkedudukanosebagai punishment (hukuman). oHal iniojuga terlihat dari 
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MenterioPemberdayaanoPerempuan dan PerlindunganoAnak (PPPA) yang 
berulang kaliomengancamopelaku denganoUndang-Undang Perlindungan 
Anak tersebut. oadi, Menteri PPPAomemandang kebiriokimiawi dengan 
filosofioretributif. Artinya, okarena pelaku sudahomelakukan perbuatan 
keji, maka tak ada jalanolain kecuali membalasnyaopula denganotindakan 
yang menyakitkan.  
Kebiriosebagai bentuk perlakuanoretributif  (hukuman) bagiopara 
pelaku kejahatanoseksual terhadapoanak, merupakanopengekspresian 
amarah dan kesumat publik, okhususnya korbanodan keluarganya, terhadap 
pelaku. Pelaku yangosudah dikebiriodi bawah paksaanobisa jadi berpotensi 
menjadikan penjahatojauh lebihobrutal dan kejam. oSelepas meninggalkan 
lembagaopemasyarakatan, oia dapat mengeksplorasiocara-cara baru untuk 
menyalurkanoperasaan-perasaan negatifnyaoyang kini akanosemakin ganas. 
Sanksi kebiriokimia secara paksaoselain melanggaroinstrumen 
internasional berupaoperaturan hasiloratifikasi Indonesiaoterhadap ICCPR 
dan CAT, okemungkinan besarojuga akan menimbulkanorasa dendam dan 
perilaku lebihonekat karena penyiksaanoyang dialami olehopelaku tersebut. 
Kejahatan seksualobukanlah hanya soalopenetrasi. oPelaku bisa saja 
menggunakan cara lainountuk memenuhiohastrat seksualodan dendamnya, 
bisa denganomenggunakan botol, okayu, danoalat bantu seksual lainnya.106 
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Para ahliopsikologi jugaomenambahkan kebiriokimia secara paksa 
belum tentu menjadiosolusi apabila ternyataomereka yang menjadiopelaku 
perkosaan ternyatao mengalami gangguano kejiwaan atau merupakan 
korban kekerasanoseksual dimasaolalu sehingga faktor yang menjadi 
penyebab pelakuo melakukano perkosaan sesungguhnyaobukanlah 
dikarenakan tingginya doronganoseksual. Apabila kebiri kimiaodilakukan 
terhadap pelakuodengan tipikaloseperti ini dikhawatirkan pelakuomalah 
semakinosadis dalamomelakukan perbuatannyaodikemudianohari.107 
Kemudianokebiri kimiaosecara paksa yangodigadang-gadangomampu 
menurunkan tingginyaoangka kekerasanoseksual terhadapoanak serta 
memberikan efek jeraotidaklah tepat. oHal ini dikarenakanobelum ada data 
secara empiris yang dapatomembuktikan adanyaokorelasi positifoantara 
hukumanoyang berat danoefek jera. CesareoBeccaria dalam teorinya 
punishment as detterento (hukuman yangomenjerakan) pernahomenyatakan 
bahwa iaotidak percaya padaomanfaat hukuman yangokejam. Efek jera 
tercipta bukan dariohukuman yang kejam, otapi dariohukuman yang 
memenuhi 3 kriteria, yaitu: 
 
“appropriateo (proportionateopunishment; opunishment should fit the 
crime), prompto (promptness ofopunishment/celerity) danoinevitable 
                                                          
107 Nefa Claudia Meliala, “Apakah Kebiri Kimia adalah Solusi?”, 
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8321601bf55/apakah-kebiri-kimia-adalah-solusi-oleh--




(certainty ofopunishment). “crimesoare more effectuallyoprevented by 
the certaintyothan severityo ofopunishment”. 
 
Denganomengacu padaoteori tersebut, dapatodisimpulkan bahwa 
sesungguhnya efek jera bukanlahodidapat dari hukumanoyang berat, 
onamun lebih kepadaoterpenuhinya ketigaohal tersebutosecara konsisten. 
Tabel 1 
Daftar Negara-Negara yang Telah Melaksanakan Kebiri108 
NO. NEGARA KETERANGAN PERKEMBANGAN 
TERBARU 
1. KoreaoSelatan KoreaoSelatan menjadi 
negara pertamaodioAsia 
yang melegalkan 
hukumanokebiri di tahun 
2011. oUndang-undang 
tersebutodisahkano pada 
bulan Juliotahun tersebut 
dan mengijinkan 
suntikan kebiri pada 
terdakwa kejahatan 




kebiri. Juga mendapat 
banyak kritik. 




                                                          




kimia. sukarelao melakukan 
suntikan inio di tahun 
2014. kebijakan ini 
merupakan turunan 
pascao perangodunia 
II, dimanaoPada saat 
itu, o tindakan 
homoseksual antara 
laki-lakio yang masih 
ilegalo dan 
homoseksualitas 
secara oluas dianggap 
sebagaio penyakit 





9 negara obagian, 
termasuko California, 
Florida, o Oregon, Texas, 






asetat o (MPA, bahan 
dasaro sekarang 
digunakan dalam 
DMPA) obat tidak 
pernaho disetujui oleh 




4. Rusiao Menerimao chemical 
castration untuk pelaku 









kebiri obaru saja 
disahkan dio Rusia. Para 
penjahato seksual yang 
Meski begitu, seseorang 
harus dinyatakan benar-















anak-anak di bawah 
usia 14 tahun. 
5. Polandiaooo Sejako tahun 2010 
negara Polandia sudah 
menerapkan hukuman 
kebirioo bagi pelaku 
pemerkosaan pada anak. 
Tetapi, oonarapidana 
harus didampingi oleh 
psikiatrioo sebelum 
menjalani hukuman ini. 
 




hukuman kebiri bagi 
pelaku kejahatan seksual 













dihukum dengan cara 
yang sesuai dengan 
Deklarasi HAM 
Universal. 
7. Estonia o Pemerintah Estonia 
mulaio memberlakukan 
hukuman kebiri secara 
kimiawi terhadap pelaku 
kejahatan seks Pada 
tanggal 5 Juni, 2012. 






seksual terhadap anak 
kecil). 
8. Israel o Tidakoo diketahui pasti 
sejak okapal pemerintah 
Israel memberlakukan 
hukuman kebiri bagi 
pelaku okejahatan 




dua pelakuo kejahatan 




kimiawi pada Mei 
2009. Oo 
9. Argentinaoo Hukumano kebiri di 
Argentina baru 







provinsi oyakni Mendoza 









10. Australiao Kastrasio dalam hukum 
pidana untuk perkosaan 
terhadap anak dan 
pemerkosa. o 
Hukuman kebiri secara 
kimiawi di Australia 
berlaku dio beberapa 




Padao tahun 2010 
lalu, o seorang pelaku 
kejahatano seksual 
anako yang berulang 
kali terjerat hukum di 
North Queensland 
kembali diadili karena 
merabao dan 
mencium gadis di 








libidonya. Lalu pada 
tahuno 2012, dua 
pelakuo kejahatan 














seksual paraphilia. Di 
Jerman, prakteko itu 
adalah bagian dari 













itu diakhiri, walaupun 
terpidana obersedia 
menerima ohukuman 
itu dan hukuman itu 
sangat jarang 
diterapkan. O 
12. Norwegiao mempraktikkan kebiri 
sejak sebelum Perang 
Dunia II. o Hanya, di 
beberapa negara, kebiri 
diberikano hanya lewat 
kesediaanoterpidana. 
 




sejako sebelum Perang 
Dunia II. 
14. Swedia o Swediao juga 
mempraktikkan kebiri 
sejako sebelum Perang 
Dunia II. 
 
15. Finlandiao Finlandia (1970), meski 
masiho memberlakukan 
hukuman pengebirian 









kebirio bagi pelaku 
perkosaan terhadap anak. 




17. Taiwano Menerapkan suntik kebiri 
khusus pada pedofilia 
dan residivis kejahatan 
seksual anak. 
 
18. Turki Turkio kemungkinan 
akan mulaio menerapkan 
hukum kebiri kimia bagi 
para pedofil. 










Sebuah draf. ooo 
19. Belandao Parao pelaku kejahatan 
seksual boleh memilih 
hukuman baginya, 
apakaho dipenjara untuk 
waktuo yang lama atau 
dikebiri. Pengebirian 
dilakukan secara kimia. 
Artinya, untuk tindakan 
pengebirian, para pelaku 
boleh secara sukarela 
mintao dimandulkan 
demi meredam berahinya 
yang tidak wajar. oooo 
 
20. Peranciso Para pelaku kejahatan 
seksual boleh memilih 
hukuman baginya, 
apakah dipenjara untuk 
waktu yang lama atau 
dikebiri. Pengebirian 
dilakukan secara kimia. 
 
21. Belgiao Para pelaku kejahatan 
seksualo boleh memilih 
hukuman baginya, 
apakah dipenjara untuk 






dilakukan secara kimia. 
22. Cekoo sudaho digunakan 
sebagai hukuman untuk 
pelaku kejahatan seksual. 
Ooooooo 
Banyak okasus di 
Ceko terdapat lebih 
dario 50 kasus 
kejahatan seksual 
yang diberi hukuman 
kebiri atau kastrasi 
pada tahun 2001-
2006. Oooo 
23. Portugis Pada tahun 2008, 
program intervensi 
eksperimental 
diluncurkan di tiga 
penjara: Carregueira 
(Belas, Sintra), Pacos de 
Ferreira dan Funchal. Oo 
 
24. SelandiaoBaru Di Selandia Baru, 
antilibidinalo obat 
cyproterone asetat dijual 
dio bawah nama 
Androcur. oPada 
November 2000 pedofil 
Robert Jason Dittmer 
dihukum dengan 
menggunakan obat ini. 
Oooooo 
banyak di tentang 
karenao efektivitas 
dan uji coba seperti 
ituo "secara etis dan 
praktis sangat sulit 
untuk melaksanakan." 
Pada tahun 2009 
sebuah studi ke 
efektivitas obat oleh 
Dr David Wales 
untuko Departemen 
Koreksio menemukan 









hukumo dan prosedur 
standar untuk 
pelaksanaan pengebirian 






Meskipunobeberapa negaraotersebut di atasosudahomemasukkan 
pasal hukumanoatau tindakan/perawatanokebiri dalamohukum pidana 
mereka, namunopelaksanaan kebiriodi hampironegara-negara mendapat 
kecamanodari AmnestyoInternational danodisebutoperlakuan tidak 
manusiawi. oDalam banyako kajian, oternyata hukuman atau 
tindakan/perawatanokebiri sulito menerapkannya. oHukum acara yang 
mengatur mekanismeopenerapanopasal tersebutomengalami kesulitan, 
karena harusomelakukanodiagonosa lebihodahulu sebelumomenerapkannya, 
karena tidakosemua pelakuoharus dikebiri, otetapi harus dicek dan 
diagonosaolebih dahuluokesehatannya danoimplikasi medisnya. 
Amnesty InternationaloIndonesiaomengkritikorencana kejaksaan 




pemerkosaan 9oanak di Mojokerto, oJawa Timur, oMuhammad Aris. 
Menurut UsmanoHamid Penghukumanomenggunakanokebiri kimia adalah 
membalas kekejamanodengan kekejaman. oPenghukumanokebiri kimia 
melanggar aturanointernasional tentangoPenyiksaan danoPerlakuan atau 
Penghukumanoyang Kejam, oTidak Manusiawio atau Merendahkan 
Martabat yangodiatur dalamoKovenan Internasionalotentang Hak-Hak Sipil 
dan Politiko (ICCPR) yangotelah diratifikasioIndonesia.109 
Apabila melihatopelaksanaanokebiri dinegaraolain, bahwa terdapat 
beberapa negaraoyang mengalamiodampak positifodarioditerapkannya 
kebiri kimia, oakan tetapi adaojuga beberapa negaraoyang tidak memiliki 
dampak positifodari diterapkannyaokebiri kimia. oTerhadap negara yang 
memiliki dampakopositif dari pemberlakuanokebiriokimiaopada pelaku 
kejahatan seksualopada anak misalnya, odi Denmark yangomana lebih dari 
700opelakuoperkosaanodi Denmarkoyang di kebiri setelah berkali-kali 
dihukum, angkaopengulangan kembaliomenurun dario17 dan 50 persen 
menjadi hanya 2opersen. oSebuah studioNorwegia menunjukkanohasil yang 
sama.  
Dalamosebuah studi cyproproteroneoyang lebih kecilodi Skandinavia 
dan Italia, okebiri kimia samaoefektifnya denganooperasi kebiri, odengan 
reduksi terbesar adaopada kelompokopedofilia. oMenariknya, sebuah studi 
di Jerman menemukan, ohampirosetengahodari orangoyangosudah dikebiri 
                                                          
109 Addi M Idhom, "Amnesty: Kebiri Kimia Hukuman yang Balas Kekejaman dengan 
Kekejaman", https://tirto.id/eg8k, diakses pada Hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, pukul 16.00 




tetap masihobisa memiliki ereksiodan melakukanohubunganoseks, tapi 
gairah mereka jadi menurunoatau hilang samaosekali. oLebih dari 80 persen 
tak lagi melakukanomasturbasi, odan 70 persenoberhentioberhubungan seks 
sama sekali. oFred Berlin, seorangopsikiater danoahli dalam menangani 
pelaku kejahatanoseksual darioJohns HOpkinsoUniversity, AS, menekankan 
bagaimana kebiri bekerja. Kebiri menghilangkan dorongan tadi dari orang-
orang dengan orientasi seksual yang menyimpang.110 
Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Lousiana dan 
Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari treatment dan bukan 
punishment. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang 
kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan 
cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk medroxy 
progesterone acetate (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang 
berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada 
pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug 
Administration, alasan yang dikemukan oleh institusi ini adalah untuk 
mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus 
disuntik chemical castration dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap 
minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku 
impotent. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan 
seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat 
                                                          
110 Nilam Suri, “Melihat Negara Lain, Seefektif Apakah Hukuman Kebiri?”, 
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mengakibatkan terganggungnya fungsi organ reproduksi pada pelaku 
disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit 
diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.111 
Pendapat lain mengatakan bahwa injeksi chemical castration seolah-
oleh injeksi medis akan menjadi jalan keluar untuk memberikan hukuman 
bagi pelaku kejahatan dimasa depan, setelah ditemukkannya cairan suntikan 
mati untuk mengekskusi pelaku kejatan setelah divonis oleh pengadilan. 
Dan sekarang muncul cairan injeksi untuk menghukum pelaku perkosaan 
anak. Temuan medis ini dianggap memberikan jalan keluar dalam 
menghukum pelaku kejahatan. Namun banyak ilmuwan berpendapat bahwa 
chemical castration ini lebih didominasi pada motivasi kampanye retorika 
bagi kepentingan politik.112 
Penerapan kebiri sebagai punishment bertentangan dengan konstitusi 
dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia karena 
hukuman ini dinilai mengandung elemen barbarisme dan hukuman yang 
diadopsi oleh masyarakat primitif. Pengadilan memutuskan untuk 
menerapkan kepada pelaku kejahatan seksual anak yang paling serius dan 
memerintahkan untuk memberikan treatment kebiri. Namun persyaratan 
untuk memberikan treatment ini sangatlah ketat, karena ternyata hasil 
penelitian medis menemukan efek samping atas treatment ini diantaranya: 
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menimbulkan ketagihan/kecanduan, migrant, sakit kepala yang 
berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan diabetes. Meskipun efek 
samping ini masih menjadi perdebatan, namun kalangan medis disana 
sepakat akan timbul efek samping jika suntikan ini dihentikan. 
Meskipun demikian kebijakan Negara bagian yang menerapkan kebiri 
ini mendapatkan kritik yang luar biasa, bukan saja dari tenaga medis tetapi 
juga para ahli hukum dan kriminolog. Ryan Cauley dari Universitas Iowa 
mengatakan bahwa meskipun kebiri dapat embel-embel treatment, namun 
tetap saja pelaku menilainya sebagai punishment. Menurutnya kebiri 
kimiawi (chemical castration) memiliki banyak persoalan hukum, tidak saja 
dari sisi hukum materiilnya tetapi juga menyangkut juga terkait dengan 
procedural law nya. Secara akademik dia juga mengutip pandangan para 
kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor 
“power and violence” dan bukan faktor “sexual desire” atau hasrat seksual. 
Oleh karena itu, yang harus dikurangi adalah motivasi kekerasannya 
daripada motivasi hasrat seksualnya.113 Menurutnya yang paling tepat untuk 
diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak ini adalah therapy dan 
bukan treatment berupa suntikan kimia kebiri. Therapy psikologi akan 
banyak membantu pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi 
pelaku adalah apa yang disebutnya dengan “psychological problem” bukan 
“medical problem”. Dengan melakukan “psychological treatment” maka 
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akan mengurangi dampak pada ketergantung obat dan akan menghilang efek 
negatif dari kebiri kimiawi. 
Negara-negara diatas merupakan negara dengan pemberlakuan kebiri 
kimia secara treatment, dimana kebiri kimia itu diterapkan sebagai salah 
satu metode penyembuhan secara biologis untuk menyembuhkan pelaku 
pedofil yang memiliki kelainan seks secara berlebihan. Dan 
diberlakukannya kebiri kimia di negara tersebut kepada pelaku pedofil juga 
atas dasar permintaan dan kesadaran dari pelaku pedofil bahwa 
perbuatannya tersebut merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat 
yang berada disekitarnya oleh karenanya oleh pelaku pedofil meminta 
pertolongan kepada negara agar memberikan penyuntikan kebiri kimia 
kepada dirinya untuk mengobati perilaku seksnya yang menyimpang. 
Terhadap negara yang tidak memiliki dampak positif dari 
pemberlakuan kebiri kimia ini dikarenakan kebiri kimia dilakukan secara 
paksaan misalnya, di Inggris yang dijatuhkan kepada Alan Turing karena 
dirinya memiliki perilaku menyimpang yaitu homoseksual dan mendapatkan 
hukuman kebiri kimia. Efek kebiri kimia yang membuatnya tersiksa 
mendorongnya untuk bunuh diri pada usia 41 tahun.114 Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa kebiri kimia yang diterapkan secara paksaan sebagai 
suatu hukuman pemberatan pada hakekatnya tidak ada gunanya karena 
kebiri kimia yang diterapkan pada pelaku pedofil yang tidak membutuhkan 
untuk dirinya diobati secara biologis. 
                                                          




Hal ini dikarenakan banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari 
pemberlakuan kebiri kimia kepada seseorang yang dikebiri kimia, maka 
kebiri kimia cenderung dipandang sesuai untuk diterapkan sebagai suatu 
hukuman yang keji kepada pelaku pedofil karena dianggap setimpal dengan 
perbuatan keji yang dilakukannya maka hukumannya pun harus diberikan 
hukuman yang keji pula. Padahal pada dasarnya kebiri kimia itu merupakan 
suatu perawatan medis secara biologis.  
Kebiri kimia yang dilakukan secara retributif itu menurut pendapat 
penulis hanya sebagai “pisau bermata dua”, dimana kebiri kimia hanya 
melumpuhkan syaraf libido pelaku semata, tapi tidak melumpuhkan sisi 
kekejaman dari perbuatannya yang menyimpang. Lebih lanjut bahwa 
pengebirian yang dilakukan secara retributif malah akan gagal untuk 
mengantisipasi kebahayaan pelaku, justru sebaliknya malahan menstimulasi 
kemungkinan untuk pelaku mengembangkan aksi-aksi kejahatan dalam 
bentuk variasi lain atau hal ini yang dapat disebut sebagaipredator mysoped 
atau pelaku menjadi semakin brutal dalam melakukan aksinya. 
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih mengatakan, kebiri 
kimia sebaiknya dilakukan dalam perspektif rehabilitasi. IDI berpandangan, 
bila tujuan untuk rehabilitasi, hasilnya akan lebih efektif. Bahkan IDI juga 
bersedia secara sukarela sebagai eksekutor jika kebiri kimiawi dilakukan 
dalam perspektif rehabilitasi, IDI berpendapat, menjadikan kebiri sebagai 




kebiri kimia dianggap belum tentu menyembuhkan predator seksual dari 
kelainan yang dideritanya. Dengan demikian kebiri kimia apabila dilihat 
dari tujuan pemidanaan, maka pelaksanaan kebiri kimia merupakan suatu 
penegasan hukum yang sangat relevan dengan tujuan pemidanaan untuk 
menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara untuk 
rehabilitasi yang manusiawi. 
Kebiri kimia tersebut apabila diterapkan sebagai treatment dapat 
membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan 
negara dan telah sesuai dengan kebijakan hukum pidana Indonesia dan 
konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia yaitu ICCPR 
dan CAT. Hal ini dikarenakan pelaku mendapatkan terapi sebagai bentuk 
pelayanan medis berupa pengobatan kebiri kimia yang diberikan oleh 
negara untuk mengurangi dan memperbaiki dorongan seksual, dan juga 
guna mencegah perbuatan tindak pidana serupa agar tidak terulang kembali. 
Akan tetapi menurut pandangan penulis jika mempertimbangkan efek 
samping yang ditimbulkan dari kebiri kimia tersebut maka menurut penulis 
alangkah baiknya untuk dilakukan treatment atau penyembuhan secara 
psikisnya bukan biologisnya. Mengapa demikian hal ini dikarenakan 
dorongan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh hormon testosteron, tetapi 
juga pengalaman seksual yang pernah dilakukan oleh seseorang, faktor 
psikologis dan faktor-faktor yang lainnya juga dapat membangkitkan 




melakukan penyuntikan kebiri kimia tapi memori ingatan dari pengalaman 
seksual yang dilakukan seseorang itu tidak bisa dihapus. 
Direktur YLBHI Asfinawati juga mengatakan bahwa pola pikir dari 
pelakulah yang harus diubah, sebab menurutnya yang menjadi masalah 
dasar dari perkosaan ada pada pola pikir.115 Menurut Ted Honderich 
mengenai efektivitas sanksi, suatu pidana dapat disebut sebagai alat 
pencegah yang ekonomis apabila:116 
1.   Pidana itu sungguh-sungguh mencegah. 
2.   Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih 
berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu 
tidak dikenakan. 
3.   Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan 
bahaya atau kerugian yg lebih kecil. 
Dengan demikian kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak itu menurut pandangan penulis merupakan suatu 
penerapan yang salah dan keliru sehingga tidak relevan dengan tujuan 
pemidanaan dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh 
Indonesia yaitu ICCPR dan CAT.  
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Dalam Pasal 44 KUHP diatur tentang seseorang yang tidak dapat 
dipidana atau dihukum jika terbukti dia tidak dapat dipertanggungjawabkan 
atas perbuatan yang dilakukannya. Ketidakmampuannya tersebut 
dikarenakan cacat jiwanya atau terganggu dalam penyakit.117 Pelaku pedofil 
merupakan orang yang sakit sehingga pelaku tersebut seharusnya 
membutuhkan perawatan bukan pidana pemberatan. 
Kemudian jika mengutip pendapatnya Frans Maramis, ia menyatakan 
agar tiap penjahat itu mendapat cara penyembuhan sesuai dengan 
kepribadiannya.118 Jadi, sanksi tindakan itu digunakan sesuai dengan 
kebutuhan untuk pemulihan si pelaku kejahatan, oleh karenanya sanksi 
tindakan sifatnya itu untuk memperbaiki pelaku. Oleh karena pemidanaan 
itu adalah untuk membuat pelaku kejahatan menjadi normal kembali bukan 
malah membuat semakin brutal. Kebiri kimia diberikan bukan untuk 
menyiksa sehingga pelaku tidak bisa lagi melakukannya karena telah 
didisfungsikan alat vitalnya, tetapi ialah kebiri kimia dilakukan sebagai 
pemulihan agar si pelaku tidak mau lagi melakukannya. 
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1. Teori RatiooDecidendi dalam putusan hakim berupa pidana kebiri 
kimia dalamo putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk mempunyai 
duaokategori, oberupa yuridis dan non-yuridis. oKategori 
yuridisoyaituoberupaobarang-barang bukti yang sahoyakni keterangan 
saksi, surat, danoketeranganoTerdakwa. Bukti surat berupaoVisumoet 
Repertum (Ver) RumahoSakit Umum Daerah Prof. oDr. 
SOEKANDARoNomor: 357/2394/416-207-2018 tanggal 02oMei 
2018, KeteranganoTerdakwa yangomengakui telah memperkosa 
korban dan 9o(sembilan) oanak  lainya dano1 (satu) stel potong baju, 
1 (satu) stel celana merah mudaoterdapatobercak darah dan 1 (satu) 
kaos dalam. oKategori non-yuridisoyaitu suatu pidana yang 
dijatuhkanokepada terdakwaoadalah upayaountuk memperbaiki 
perilakuoterdakwa melaluioproses pemidanaanodan agar terdakwa 
tidak akan mengulangi perbuatanoperkosaan terhadap anak kembali.  
2. Pemberian pidana kebirio kimia dapat dikualifikasiosebagai 
penghukuman keji dan tidak manusiawioyang dengan demikianotidak 
sesuaiodengan ICCPR danoCAT karena telah melanggaropasal 7 




TentangoPengesahan InternationaloCovenant On Civil AndoPolitical 
Rightso (Kovenan InternasionaloTentang Hak-HakoSipil Dan Politik) 
danoPasal 2 ayat (2) ConvetionoAgaints Torture andoOthers Cruel, 
Inhuman or Degrading Punsihment (CAT) sebagaimanaotelah 
diratifikasi menjadioUndang-undang Nomor 5oTahun 1998 Tentang 
pengesahan ConvetionoAgaints Torture andoOthers Cruel, Inhuman 
or Degrading Punsihment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan 
Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, 
Atau Merendahkan Martabat Manusia). 
B. Saran 
1. Hukumanokebiri kimia yangodiatur dalam Undang-UndangoNomor 
17 Tahun 2016operlu dilakukan pengkajianoulang atau peninjauan 
kembali ke Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai hukuman 
tambahan kebiri kimia yang lebih baik dilakukan secara treatment dan 
menambahkan hukuman kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak 
berupa pemberian restitusi kepada korban. 
2. Perlunyaoperbandingan hukumodengan negara-negara lainoyang telah 
melaksanakano hukuman kebirio kimia sebagai treatment atau 
rehabilitasi sebagai acuan atau pedoman dalamopenyempurnaan 
aturanohukum yang ada, sehinggaopelaksanaan kebiri kimiaolayak 
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